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Keahlian DPR RI. Sekaligus sebagai pola baru yang nantinya diharapkan 

mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Whole of Government, Manajemen 

ASN, serta Pelayanan Publik. 
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DPR RI beserta jajarannya, Widyaiswara beserta segenap Penyelenggara 

Latihan Dasar CPNS di Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI dan semua pihak 

yang telah membantu dalam menyelesaikan rancangan mi. Penulis berharap 

bahwa laporan mi dapat bermanfaat bagipihak yang membutuhkan dan 
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BAB I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan visi Negara 

sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan 

kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang 

pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil. Namun prakondisi 

yang sudah terpenuhi itu belum mampu dikelola secara efektif dan 

efisien oleh para aktor pembangunan, sehingga Indonesia masih 

tertinggal dari cepatnya laju pembangunan global dewasa ini. 

PNS memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola 

prakondisi tersebut. , Sejumlah keputusan strategis mulai dan 

merumuskan kebijakan sampal pada implementasi kebijakan dalam 

berbagai sektor pembangunan di!aksanakan oleh PNS. Untuk 

memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional, 

yaltu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya 

sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan 

efisien. Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut 

di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalul jalur pelatihan. Selama mi 

pelatihan pembentukan CPNS dilakukan melalui pendidikan dan 

pelatihan, dimana praktik penyelenggaraan pelatihan yang 

pembelajarannya didominasi oleh ceramah sulit membentuk karakter 

PNS yang kuat dan profesional. 

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aaratur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk pada 

ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN, CPNS wajib menjalani 

masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan 

terintegrasi untuk membangun integnitas moral, kejujuran, semangat 
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dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang 

unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta 

kompetensi bidang. Diperlukan sebuah penyelenggaraan Pelatihan 

yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang 

memadukan pembeIajran klasikal dan nonklasikal di tempat Pelatihan 

dan di tempat kerja, sehingga memungkinkan peserta mampu 

menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktulisasikan, serta 

membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan 

manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang 

profesional sesuai bidang tugas. Melalui pembaharuan Pelatihan 

tersebut, diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional yang 

berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai 

pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu 

bangsa. 

Arus globalisasi sudah tidak terbendung masuk ke Indonesia. 

Disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia 

kini memasuki era revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola 

digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain 

sebagainya atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation. 

Menghadapi tantangan tersebut, kita perlu meningkatkan daya saing 

kita baik nasional maupun regional. PNS sebagai pelayan masyarakat 

yang mempunyai peranan penting dalam proses pelayanan publik 

dalam masyarakat, merupakan aset negara yang perlu dikembang 

potensi dan kemampuannya. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan 

desain dikiat yang tepat bagi CPNS sebagai awal pembentukan karakter 

dan kompetensi sesuai tuntutan jabatannya. 

Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan konsep 

Diklat Prajabatan dilakukan dengan mengembangkan desain Dikiat 

terintegrasi sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan 

dan penguatan terhadap kompetensi bidang sesuai dengan formasi 
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jabatan yang ditetapkan. Nomenklatur Dikiat Prajabatan diubah menjadi 

Pelatihan Dasar CPNS (Latsar CPNS), sebagai salah satu jenis 

Pelatihan yang strategis pasca UU ASN dalam rangka pembentukan 

karakter PNS dan membentuk kemampuan bersikap dan bertindak 

profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial 

kultural dengan menggunakan perspektif whole of government atau one 

government yang didasari nilainilai dasar PNS berdasarkan kedudukan 

dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat 

sebagai wujud nyata bela negara seorang PNS. 

B. DASARHUKUM 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia 

Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Organ isasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 
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BAB II PROFIL ORGANISASI 

A. VlSI MISI UNIT KERJA 

Vlsi Misi Pusat Pemantauan Pelaksnaaan Undang-Undang adalah 

sebagai berikut: 

VlsI 

Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang 

Profesional dan Akuntabel dalam Memberikan Dukungan Keahlian 

kepada DPR RI dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan yang 

Aspiratif dan Akuntaber 

MISI 

Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang sebagal unit organisasi Badan Keahilan DPR 

dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam 

menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di 

persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel; 

Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahilan kepada DPR 

dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap 

UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan 

sesual ketentuan peraturan perundang-undangan; 

Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan 

pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, 

akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan 

pelaksanaan Undang-Undang yang profesional, tepat waktu, 

akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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B. STRUKTUR ORGANISASI 

BAGAN 1. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

C. PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) 

merupakan salat-i satu unit kerja di Badan Keahlian DPR RI yang 

dibentuk berdasarkan Pasal 290 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 

Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah terakhir kali 

dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018. 

Tugas Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

berdasarkan Pasal 295 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian DPR RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018 adalah 

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR 

RI di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-

undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang 

di Mahkamah Konstitusi. 
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Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pemantauan Pefaksanaan 

Undang-Undang menyelenggarakan fungsi: 

Perumusan dan evatuasi 	rencana 	strategis 	Pusat 

Pemantauan Pe!aksanaan Undang-Undang; 

Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang; 

Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat 

Pemantauan PeIakanaan Undang-Undang; 

Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 

organisasi di Iingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang; 

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan 

pemantauan pelaksanaan undang-undang dan pemberian 

keterangan di Mahkamah Konstitusi; 

pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan 

pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian 

undang-undang di Mahkamah Konstitusi; 

pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-

undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di 

Mahkamah KonstitJsi; 

pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang; 

pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-

undang di Mahkamah Konstitusi 

pelaksanaan tata usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang; 

penyusunan laporan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang; dan 

6 



I. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan 

Keahlian. 

Adapun Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri atas: 

Subbagian Tata Usaha; dan 

Kelornpok Jabatan Fungsional (Analis Hukum / Analis Peraturan 

Perundang-Undangan Legislatif) 

TUGAS DAN FUNGSI ANALIS HUKUM I ANALIS PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF DI PUSAT PEMANTAUAN 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

Dalam menjalankan fungsi unit kerja Puspanlak UU, Analis Hukum I 

Analis Peraturan Perundang-Undangan Legislatif sebagai pelaksana 

memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu: 

a Menyusun laporan pemantauan terkait peraturan pelaksanaan Undang-

Undang (3 buku peraturan pelaksanaan UU sesual bidang Komisi X dan 

Komisi XI); 

b. Menyusun Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-

Undang (Draft Keterangan DPR RI); 

Melakukan pendampingan Tim Kuasa DPR RI dan menghadiri sidang 

putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka penanganan perkara 

pengujian undang-undang (Kegiatan pendampingan Tim Kuasa DPR 

RI); 

Mengelola database perkara pengujian undang-undang, hasil putusan 

Mahkamah Konstitusi, serta database Undang-Undang yang diubah 

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (Draft daftar inventaris perkara 

pengujian UU di MK tahun 2019); dan 

Menyusun laporan penanganan perkara pengujian undang- undang 

setiap masa persidangan (Dokumen Resume/Info Judicial Review). 
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BAB III RANCANGAN AKTUALISASI 

A. IDENTIFIKASI ISU 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memiliki tugas 

pokok dalam hal pemberian dukungan keahlian kepada Anggota DPR 

RI guna mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang 

DPR RI yaitu dengan dilakukannya penanganan perkara dan 

pembuatan Keterangan DPR RI di sidang pengujian undang-undang 

Mahkamah Konstitusi, pemantauan pe!aksanaan undang-undang, serta 

pemantauan peraturan pelaksanaan. Namun dalam pencapaian visi, 

misi, dan tujuan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang 

masih terdapat beberapa kendala sebagai berikut: 

1. Penyajian Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materill 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

masih berupa berkas dengan format formal bernarasi panjang 

dirasakan perlu inovasi dan terobosan baru untuk 

memudahkan Anggota DPR RI dan Masyarakat memperoleh 

informasi dalam Keterangan DPR RI tersebut. 

Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materill Undang-

Undang terhadap Undang-Undang .Dasar Tahun 1945 merupakan 

salah satu unsur pelengkap dalam hukum acara Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). 

Dalam Pasal 54 UU MK tersebut diatur bahwa "Mahkamah 

Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang 

berkenaan dengan permohonan (pengujian undang-undang) yang 

sedang diperiksa kpada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD), dan/atau Presiden" 

8 



KeteranganDPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berguna 

sebagai pelengkap pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam 

memutus setiap permohonan uji materill undang-undang yang 

dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, karena di dalamnya termuat 

pandangan hukum DPR RI selaku pembuat undang-undang 

(legislatif), alasan atau latar belakang norma hukum dalam undang-

undang (politik hukum), dan dilengkapi juga dengan risalah rapat 

saat perumusan undang-undang (Memorie van Toelichting). 

Kondisi saat mi 

Keterangan DPR RI atas Permohonan Uji Materiji Undang-

Undang terhadap Lindang-Undang Dasar Tahun 1945 selama ini 

sudah disajikan dalam bentuk dokumen teks narasi formal (format 

PDF) dan uraian singkatnya yang dipublikasikan di website Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan U ndang-Undang 

(http://puspanlakuu.dpr.qo.id ), yang tampilannya sebagai berikut: 
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GAMBAR 1. TAMPILAN AWAL DATA PRODUK KETERANGAN DPR RI AlAS PERMOHONAN UJI MATERIIL 
UNDANG-UNDANG TERI-IADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 DI WEBSITE PUSAT 

PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
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GAMBAR 2. TAMPILAN DAFTAR KETERANGAN DPR RI ATAS.PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG- 
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 BERDASARKAN NOMOR PERKARA 

GAMBAR 3. TAMPILAN SALAH SATU KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL 
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UPIDANG DASAR TAHUN 1945 DILENGKAPI URAIAN SINGKAT 
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GAMBAR 4. KETERANGAN DPR RI AlAS PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG- 

UNDANG DASAR TAHUN 1945 

Penyajian Keterangan DPR RI dengan tampHan Penyajian 

Keterangan DPR RI atas Permohonan Uji Materlil Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut masih 

berbentuk teks narasi formal meskipun sudah dipublikasikan secara 

digital di website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. 

Teks narasi formal tersebut terdiri atas puluhari halaman dan tebal, 
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kondisi demikian jika dipertahankan menyebabkan tidak semua 

masyarakat dapat memahami Keterangan DPR RI tersebut. 

Format tampilan demikian dapat Iebih menarik apabila disajikan 

dalam format yang ringkas dengan tampilan (grafis) yang Iebih 

menarik. OIeh karena itu, dirasakan perlu diadakan inovasi agar 

penerima informasi lebih efektif dan cepat memahami isi atau 

substansi dari setiap keterangan DPR RI atas permohonan uji 

materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 

1945. Inovasi dimaksud diharapkan mencerminkan efektivitas 

organisasi sebagai salah satu komponen dalam komitmen mutu. 

Richard L. Daft dalam Tita Maria Kanita (2010: 8) mendefinisikan 

efektivitas organisasi sebagai berikut: 

Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat 

menca pal tujuan yang ditetapkan, atau berhasil menca pal 

apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti 

memberikan barang atau jasa yang dthargai o/eh pelanggan. 

Gagasan Pemecahan Masalah 

Dalarn hal mi dirasakan perlu format lain yang mendukung 

Keterangan DPR RI atas Uji Materiil Undang-Undang tersebut, 

untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam menyampaikan 

informasi dimaksud kepada pengguna Iayanan Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang yakni anggota DPR RI dan 

masyarakat. Penyajian Infografis Keterangan DPR RI Atas 

Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 merupakan salah satu cara untuk 

mewujudkan efektivitas organisasi yakni mempermudah anggota 

DPR RI dan masyarakat untuk memahami informasi yang ada di 

dalam Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materill Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang 
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merupakan produk dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang. 

Lahirnya ide penyajian infografis mi merupakan buah pikir 

kreatif yang sejalan dengan teori tahapan proses berpikir kreatif 

yang mana sejalan dengan teori Andrew Dubrin yang menjelaskan 

bahwa tahapan proses berpikir kreatif itu terdini atas lima tahapan, 

antara lain: 1  

- -- Immersion - f] 

4 

0 
BAGAN 2. LANGKAH PROSES BERPIKIR KREATIF 

1. Adanya peluang baru atau masalah yang perlu segera 

dipecahkan; 

Dalam konteks aktua!isasi mi, muncul peluang baru 

untuk menyampaikan informasi yang ada dalam 

Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil 

Undang-Undang terhàdap Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 secara ningkas, padat, dan menarik agar 

penerima informasi (anggota DPR RI dan masyarakat) 

dapat dengan mudah mencerna informasi tersebut dan 

tampilan infografis. 

1 
 Dubrin, Andrewi. (2010: 322), Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, Lembaga 

Administrasi Negara RI, halaman 92-93. 
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Immersion, yaitu mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

merancang berbagai alternatif yang dapat digunakan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru dalam rangka memecahkan 

masalah ataupun mengisi peluang baru; 

Bahwa penyusunan infografis mi memerlukan 

keterangan DPR RI sebagai informasi awalnya, yang 

kemudian diringkas secara padat dan menarik agar 

peluang penyampaian informasi yang cepat kepada 

penerima informasi dapat terwujud. 

Incubation, yaitu menjaga informasi yang dikumpulkan dalam 

memori bawah sadarnya dengan kuat, setelah informasi yang 

diperoleh memadai kemudian disusun ke dalam pola baru 

yang bermakna (meaningful); 

Bahwa setiap keterangan DPR RI yang dikumpulkan 

pada tahapan pengumpulan, perlu untuk didiskusikan 

dengan pimpinan terkait poin-poin apa saja yang perlu 

dimasukan ke dalam infografis dimaksud, agar 

substansi dari keterangan DPR RI tersebut tetap 

terjaga dan tidak menjadi presepsi yang lain ketika 

dituangkan dalam bentuk yang Iebih singkat dan padat 

(akurasi data). 

Insight, yaitu munculnya gagasan solusi pada waktu yang 

tidak disangka-sangka; 

Bahwa 	infografis 	merupakan 	tuntutan 	dan 

perkembangan zaman, dimana masyarakat saat ini 

membutuhkan informasi yang cepat dan ringkas. 

Wujud penyampaian informasi yang cepat dan ringkas 

dan mudah diakses dalam bentuk infografis 

merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap 
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revolusi industri 4.0 sebagai tren yang berkembang 

saat ini untuk menggabungkan teknologi otomatisasi 

dengan teknologi cyber. 

5. Verification and application, yaitu munculnya solusi kreatif 

yang bermanfaat yang mencakup upaya mendapatkan bukti 

pendukung, persuasi logis, dan bereksperimen dengan 

gagasan barü. 

Solusi penyajian Keterangan DPR RI dalam bentuk 

infografis merupakan solusi kreatif yang bermanfaat 

bagi anggota dewan (DPR RI) dan masyarakat, agar 

mudah mencerna informasi yang ada pada setiap 

Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji MateriiI 

Undang-Undang Terhadap UUD Tahun 1945. 

2. Anotasi Pasallayat Undang-Undang yang bertentangan dengan 

UUD Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat berdasar Putsan Mahkamah Konstitusi 

Sistem hukum tata negara Indonesia mengatur adanya 

mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi (UUD 

Tahun 1945) pada suatu lembaga peradilan khusus yaitu 

Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana diatur dalam Pasal 240 

ayat (1) UUD Tahun 1945. Bahwa putusan MK yang mengabulkan 

seluruh atau sebagian dari permohonan uji mater,iI undang-undang 

berimplikasi pada munculnya tafsir hukum baru atau membatalkan 

sebagian atau seluruh materi muatan yang dimohonkan 

pengujiannya terhadap UUD Tahun 1945 oleh MK. 

Bahwa penanganan perkara uji materlil undang-undang 

terhadap UUD Tahun 1945 adalah satah satu tupoksi dari Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. OIeh karena itu, setiap 
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materi muatan undang-undang yang menimbulkan implikasi hukum 

baru dari putusan MK perlu diinventarisasi oleh Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang, dalam bentuk suatu dokumen atau 

produk. 

Bahwa Produk Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan 

oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, sudah ada sebagai salah satu 

output kerja di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. 

Produk mi berisikan dokumen undang-undang dengan dilengkapi 

catatan kaki pada setiap pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan 

oleh Putusan MK. Adapun catatan kaki (footnote) tersebut memuat 

penafsiran pasal/ayat dan/atau menyatakan membatalkan 

pasal/ayat dari suatu undang-undang. 

Kondisi saat mi, produk tersebut sebatas melengkapi 

dokumen undang-undang dengan catatan kaki seperti yang 

dijelaskan diatas. Dirasakan penlu diadakan penyempurnaan berupa 

penambahan kajian dan evaluasi pasal/ayat undang-undang yang 

diubah tersebut. Kajian tersebut nantinya bertujuan untuk 

membahas implikasi hukum dari adanya putusan MK terhadap suatu 

undang-undang dan bagaimana seharusnya tindak lanjut dan 

putusan MK yang membatalkan pasal/ayat suatu undang-undang. 

Penambahan kajian dalam produk dimaksud, berguna bagi dewan 

(DPR RI) sebagai bahan pertimbangan perubahan atau revisi 

undang-undang. 

Penyempurnaan produk mi dengan kajian hukum merupakan 

salah satu bentuk penerapan nilai-nilai komitmen mutu, yakni 

menjamin kepuasan pengguna Iayanan dari Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang yakni anggota dewan (DPR RI). Hal 

mi sejalan dengan pandangan Zulian Yamit (2010: 74) yang 

menyatakan bahwa sasaran strategis institusi penyelenggara 
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pemerintahan adalah kepuasan masyarakat. 2  Dalam konteks mi 

masyarakat adalah Iingkup luas, dan yang Iebih sempit dapat 

dipersamakan dengan anggota DPR RI karena user atau pengguna 

Iayanan dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

adalah anggota DPR RI. 

3. Jurnal 	Pemantauan 	Pelaksanaan 	Undang-Undang 

(JURPANLAK UU) 

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat 

Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi 

anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan 

juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam me!aksanakan 

politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan 

DPR RI adalah pemantauan dan peninjauan terhadap undang-

undang. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan 

Keahilan DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI 

dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau 

pelaksanaan undang-undang. 

Dalam rangka mendukung fungsi Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang yakni pelaksanaan dukungan 

pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada dewan (DPR RI), 

dirasakan perlu inovasi baru berupa wadah penulisan jurnal hukum. 

Adapun jurnal pemantauan pelaksanaan undang-undang dimaksud 

berisi tentang kajian, anallsis, dan evaluasi tentang undang-undang 

yang telah berlaku2 Adapun output dari JURPANLAK UU nantinya 

adalah himpunan tulisan-tulisan hukum dari individu yang turut 

berkontribusi dalam pengisian JURPANLAK UU tersebut. 

2 
 Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III: Komitmen Mutu, Lembaga Administrasi 
Negara RI, 2015, halaman 29. 
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Tujuan diadakannya inovasi baru berupa JURPANLAK UU 

adalah menguatkan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-

undang yang dilaksanakan Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang. Analis hukum / analis peraturan perundang-

undangan legislatif (selanjutnya disingkat 'analis") dapat 

menggunakan wadah dimaksud untuk menuliskan konsep 

pemikiran, membahas masalah/isu hukum, dan rekomendasi hukum 

atas undang-undang yang dijadikan objek pembahasan. 

JURPANLAK UU juga dapat dijadikan bahan pengetahuan hukum 

bagi anggota dewan yang mendukung anggota dewan dalam 

melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI. Selain itu, JURPANLAK 

UU juga diharapkan dapat melengkapi pertimbangan bagi unit kerja 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam memilih 

undang-undang untuk dilaksanakan kegiatan pemantauan 

pelaksanaan undang-undang, sehingga dalam melaksanakan 

kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang ke depannya 

sudah ada konsep yang memudahkan pelaksanaan kegiatan 

pemantauan tersebut. 

Inovasi baru JURPANLAK UU mi sejalan dengan peran PNS 

dalam membangun inovasi pelayanan bahwa inovasi tersebut 

haruslah bersifat inklusif, berkelanjutan dan menggunakan sumber 

daya Jokal. PNS sebagai bagian dari birokrasi berperan sentral 

dalam menciptakan pelayanan publik yang prima dan bersifat 

dinamis, terus berkembang sesuai kebutuhan dan waktu dimana 

pelayanan tersebut dilakukan. 

B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS 

ISU 	, 	 .. U S G TOTAL PERINGKAT 
Penyajian 	Keterangan 	DPR 	RI 	Atas 5 4 3 12 1 
Permohonan Uji Materiil terhadap Undang- 
Undang 	Dasar 	Tahun 	1945 	kepada 
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masyarakat dan 	anggota 	DPR 	RI 	mash  
dalam bentuk teks narasi. 

Anotasi 	Pasallayat 	Undang-Undang 	yang 4 3 2 9 2 
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan 
dinyatakan tidak memiliki 	kekuatan 	hukum 
mengikat 	berdasar 	Putsan 	Mahkamah 
Konstitusi. 

Jurnal 	Pemantauan 	Pelaksanaan 	Undang- 3 3 2 8 3 
Undang (JURPANLAK UU). 

Berikut adalah indikator penilaian isu berdasarkan teknik analisis USG: 

Urgency 

Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan 

ditindakianjuti. 

Seriousness 

Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat 

yang ditimbulkan. 

Growth 

Seberapa besar kern ungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak 

ditangani sebagaimna mestinya. 

Setiap isu dinilai dengan memberikan skor antara 1-5, 

Skor Keterangan 	 Skor Keterangan 

I 	= Sangat Tidak U/S/C 	4 	= Besar 

2 	= Kecil 	 5 	= Sangat U/S/G 

3 	= Sedang 

Isu yang dipilih berdasarkan teknik analisis USG adalah isu yang paling 

krusial untuk diatasi, yaitu perihal isu "Penyajian Keterangan DPR RI 

Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang- 
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Undang Dasar Tahun 1945 kepada masyarakat dan anggota DPR RI 

masih dalam bentuk teks narasi". 

C. GAGASAN PEMECAHAN ISU 

Adapun gagasan pemecahan isu yang akan dilakukan adaiah: 

"Penyajian Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji 

MateriH Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 

1945". Infografis tersebut nantinya akan memuat objek uji materiil, 

pokok permohonan, dn pandangan hukum DPR RI terhadap pokok 

permohonan yang ringkas, padat, akurat, dan dalam bentuk yang Iebih 

menarik (gambar, animasi, ilustrasi) agar anggota DPR RI dan 

masyarakat luas dapat memahami dengan cepat, tepat, dan akurat dan 

isi atau substansi dari setiap Keterangan DPR RI yang dibuat pada 

setiap persidangan uji materiil undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Fl 
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D. RANCANGAN AKTUALISASI 

Unit Kerja 	 : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Identifikasj Isu 

Penyajian Keterangan DPR RI Atas Permohorian Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 rnasih dalam format formal bernarasi panjang; dan., 

Anotasi Pasal/ayat Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat berdasar Putsan Mahkamah Konstitusi. 

Jurnal Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (JURPANLAK UU). 

Isu Yang Diangkat 	: Pertyajian Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap 

Undang-Undarig Dasar Tahun 1945 masih dalam format formal bernarasi panjang 

Gagasan Pemecahan : Penyajian Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materill Undang-Undang 

Terhadap Undang-Undang DasarTahun 1945. 
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TABEL 2. TABEL KEGIATAN AKTUALISASI CPNS 

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output I HasH Keterkaitan Substansi Mata Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai 

1. Konsultasi - 	 Penyampaian 	konsep 
- _____ 

- 	 Dokumen 
Pelatihan 	_____ ____ 

Akuntabilitas: 
Visi Misi Organisasi 
1. 	Seluruh 	rangkaian 

ganisasi  

Akuntabel 
dengan 	Kepala 
Pusat 

kegiatan 	aktualisasi laporan 	hasil Pelaporan 	 hasil kegiatan 	ini Seluruh 

Pemantauan 
kepada Kapus Panlak 
UU; 

konsultasi penyempurnaan 	konsep meridukung 	visi kegiatan 	dan 

Pelaksanaan 
konsep kegiatan kegiatan 	aktualisasi dan misi unit kerja tahapan 

Undang-Undang - 	 Pengerjaan 	dan 
aktualisasi 
dengan 	Kapus 

merupakan salah satu bentuk 
aspek 	akuntabilitas 

yaitu 	menjadikan kegiatan 

penyempurnaan Panlak 	UU 
yang 

senantiasa 	membutuhkan 
Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan 

dilakukan 
dengan 

konsep 	kegiatan 
aktuatisasi sesuai 

selaku mentor; mekanisme pelaporan. Undang-Undang .. pertanggungj 

arahan Kapus Panlak - 	 Dokumen 	hasil Nasionalisme: 
yang 	Profesional 
dan 	Akuntabel 

awaban 	yang 
jelas 	dengan 

UU; penyempurnaan Menjelaskan kepada mentor dalam memberikan menjunjung 

- 	 Melaporkan 	hasil 
konsep kegiatan 
aktualisasi 

bahwa rancangan aktualisasi Dukungan tinggi 	prinsip 
ini 	berorientasi 	pada Keahhhan 	Kepada transparansi. 

penyempurnaan sesual 	arahan kepentingan 	 publik DPR 	RI 	datam 
konsep 	keghatan 
aktualisasj 	kepada 

Kapus 	Panlak merupakan salah bentuk nilai menyelenggarakan Profesional 

Kapus 	Panlak 	UU 
UU; dasar nasionalisme. fungsh Seluruh 

umtuk disetujui. - 	 Dokumen Etika Publik: 
Pengawasan yang 
Aspirathf 	dan 

kegiatan 	dan 
tahapan 

konsep kegiatan Konsultasi dengan 	pimpinan Akuntabel kegiatan 
aktualisasi hashl juga 	merupakan 	salah 	satu dilakukan 
koreksh 	dan implementasi 	dari 	kode 	etik 2. 	Rangkaian dengan 
arahan 	Kapus ASN 	yakni 	melaksanakan kegiatan ini profesional 
Panlak UU. tugas sesuai dengan perintah mendukung misi sesuai 	dengan 

atasan 	atau 	pejabat 	yang unit kerjai yaitu keahlian 	yang 
- 	 Dokumentasi berwenang. sebagal berikut: dimiliki. 

a. 	Memperkuat 
Komitmen Mutu: kelembagaan 
Menghargai 	pimpinan 	pada Pusat 3. 	Integritas 
saat 	berkonsultasj 	terkait  Seluruh 
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pelaksanaan kerja merupakan Pemantauan kegiatan 	dan 
salah 	satu 	nilai 	dasar ASN Pelaksanaan tahapan 
sebagaimana diatur Pasal 4 Undang. kegiatan 
UU 	ASN 	yang 	merupakan Undang dilakukan 
rujukan 	utama 	bagi 	seluruh sebagai unit dengan 	nilai- 
penyelenggara 	pemerintah organisasi nilai 	integritas 
(aparatur 	negara) 	dalam Badan berupa 	jujur, 
menjalankan 	tugas 	dan Keahlian DPR adil, 	tanggung 
kewajibannya, 	karena RI dalam jawab, 	dan 
pelayanan 	yang 	diberikan memberikan kerjasama. 
aparatur harus merujuk pada dukungan 
standar 	yang 	ditetapkan keahlian 
pemerintah. 'kepada DPR 

RI dalam 
menjalankan 

2. Pengumpulan - 	 Pengumpulan - 	 Dokumen Akuntabilitas: 
bahan 	I 	materi Keterangan DPR atas Keterangan Pengumpulan 	bahan 	materi fungsi 
pembuatan permohonan uji materill DPR 	RI 	Atas pembuatan 	Infografis pengawasan infografis undang-undang 	yang Permohonan Uji Keterangan 	DPR 	RI 	Atas dan 
Keterangan DPR sudah final (sudah tidak Materiil Permohonan 	Uji 	Materill pemberian RI 	Atas ada 	perubahan) 	dan Undang- Undang-Undang 	terhadap Keterangan 
Permohonan 	Uji sudah 	ditandatangani Undang Undang-Undang Dasar Tahun DPR RI di 
Materiil 	Undang- oleh tim kuasa DPR. terhadap 1945 	akan 	bersifat persidangan 
Undang terhadap Undang- transparan, 	tanggung jawab, Mahkamah 
Undang-Undang - 	 Diskusi 	untuk Undang 	Dasar dan target yang jelas sehingga Konstitusi 
Dasar 	Tahun berkoordinasj bersama Tahun 1945 dapat 	 dijadikan yang 
1945 dengan Analis H ukum pertanggungjawaban kinerja. profesional 

yang 	bertanggung - 	 Dokumen dan akuntabel 
Jawab 	dalam ikhtisar Komitmen Mutu: b. 	Mewujudkan 
penanganan 	perkara eksekutif Koordinasi 	Analis 	Hukum kualitas 
pengujian 	undang- (executive dilakukan secara efektif agar pemberian 
undang 	terkait 	di summary) hasil tercapai, 	secara efisien dukungan 
sidang 	Mahkamah Keterangan dengan waktu yang singkat keahlian 
Konstitusi DPR 	RI 	Atas sehingga 	diharapkan kepada DPR 

Permohonan Uji  RI dalm  
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Menginventarisasi Materill menghasilkan mutu yang baik penanganan 
executive 	summary Undang- dalam output yang dihasilkan. perkara 
dari Keterangan 	DPR Undang pengujian 
RI atas permohonan uji terhadap Etika Publik undang- 
materill 	undang- Undang- Koordinasi 	bersama 	Analis undang 
undang 	terhadap Undang 	Dasar Hukum 	Iainnya juga terhadap 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dilaksanakan 	dengan 	teknik UUD Tahun 
Tahun 1945 tersebut. komunikasi dan sikap penilaku 1945 yang 

- 	 Dokumentasi yang 	balk, 	taat 	perintah, profesional, 
hormat, dan sopan. tepat waktu, 

ak u nta bel, 
Manajemen ASN dan sesuai 
Koordinasi 	bersama 	Anàlis ketentuan 
Hukum 	Iainnya 	juga 	dalam peraturan 
rangka menciptakan nhlai-nilai perundang- 
dasar 	ASN 	yang 	bersifat undangan 
profesional 	 dalam c. 	Mewujudkan 
pelaksanaan kinerja. kualitas 

analisis 
pemantauan 

3. Pembuatari - 	 Membuat 	ikhtisar - 	 Dokumeri Akuntabilitas 
infografis substansi 	I nfografis ikhtisar Penyajian 	I nfografis pelaksanaan 

Keterangan 	DPR 	RI substansi Keterangan 	DPR 	RI 	Atas undang- 
Atas Permohonan 	Uji Keterangan Permohonan 	Uji 	Materiil undang yang 
Materlil 	Undang- DPR 	RI 	Atas Undang-Undang 	terhadap profesional, 
Undang 	terhadap Permohonan Uji Undang-Undang Dasar Tahun tepat waktu, 
Undang-Undang Dasar MaterilI 1945 	merupakan 	bentuk akuntabel, 
Tahun 1945 Undang- transparansi 	 dan dan sesuai 

Undang pertanggungjawaban 	Analis dengan 
Konsultasi 	kepada terhadap Hukum 	selaku 	pemegang ketentuan 
Kepala 	Pusat Undang- amanah dalam penanganan peraturan 
Pemantauan Undang 	Dasar perkara 	pengujian 	undang- perundang- 
Pelaksanaan 	Undang- Tahun 1945 undang 	di 	Mahkamah undangan. 
Undang - 	 Dokumen (hard Konstitusi kepada masyarakat 

copy) 	dari dan AnggotaDFRRI.  
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- 	 Memasukan 	pokok Infografis 
informasi 	dalam Keterangan Komitmen Mutu 
Keterangan 	DPR 	RI DPR 	RI Periyajian Keterangan DPR RI 
Atas Permohonan 	Uji terhadap 	UUD atas Permohonan Uji Materiil 
Materiil 	Undang- Tahun 	1945 Undang-Undang 	terhadap 
Undang 	terhadap yang 	telah UUD Tahun 1945 oleh Analis 
Undang-Undang Dasar dibuat; Hukum 	dengan 	sebuah 
Tahun 	1945 	dalam inovasi 	yaitu 	melaluj 	media 
lembar kerja aplikasi - 	 Dokumen Infografis yang 	penyajiannya 

laporan 	hasil Iebih 	efektif 	den 	efisien 
- 	 Konsultasi 	dengan konsultasi menyampaikan 	informasi 

Kapus 	Panlak 	UU Infografis kepada pengguna Iayanan. 
selku mentor Keterangan 

DPR 	RI Manajemen ASN 
- 	 Melakukan 	perbaikan terhadap 	UUD Pengerjaan infografis tersebut 

infografis 	sesuai Tahun 	1945 dikerjakan oleh arialis hukum 
arahan Kapus Panlak dengan 	Kapus secara profesional. 
UU selaku mentor Panlak 	UU 

selaku mentor; Etika Publik: 
- 	 Menyerahkan 	kembali Pelaporan 	kepada 	Kepala 

hasil perbaikan kepada - 	 Dokumen 	final Pusat 	 Pemaritauan 
mentor (Kapus Panlak yang 	telah Pelaksanaan Undang-Undang 
UU) diperbaiki dilakukan dengan komunikasi 

berdasarkan yang baik dan dengan 
hasil perilaku yang sopan, hormat 
pembahasan sesual etika yang benar. 
dengan 	mentor 
(Kepala 
Puspanlak_UU).  

4. Pemaparan - 	 Menyiapkan 	materi - 	 Dokumen Nasionalisme: 
infografis rapat finalisasi kegiatan laporan 	hasil Bahwa 	 dengan 
Keterangan DPR aktualisasi 	dengari konsultasi dipublikasikannya 	infografis 
RI 	di 	internal melakukan 	konsultasi Infografis keterangan 	DPR 	RI 	atas 
Pusat  Keteragan piohonan  
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Pemantauan 
Pelaksanaan 

dengan Kapus Panlak 
UU selaku Mentor, 

DPR 	RI 
terhadap 	UUD 

undang-undang 	akan 
menginformasikan 

Undang-Undang Tahun 	1945 masyarakat 	tentang 	peran 
dan - 	 Melaporkan 	hasil dengan 	Kapus DPR RI pada saat pengujian 
penyebarluasan konsultasi 	perbaikan Panlak 	UU undang-undang 	terhadap 
infografis sesuai 	arahan 	Kapus selaku Mentor, UUD 	NRI 	Tahun 	1945 	di 

Panlak 	UU 	untuk Mahkamah 	Konstitusi, 	yang 
diperbaiki 	kembali - 	 Surat Undangan mana 	hal 	tersebut 	dapat 
sebelum 	dilakukan Rapat dikaitkan 	 dengan 
pemapa ran 	kepada imptementasi 	nilai-nilai 
seluruh 	internal - 	 Daftar 	Hadir nasionalisme. 
Puspanlak UU; Rapat 

Kdmitmen Mutu: 
- 	 Penjadwalan 	rapat - 	 Laporan singkat Penyajian 	berupa 	infografis 

internal dengan TU; hasil merupakan 	inovasi 	yang 
pemaparan efektif 	dan 	efisien 	bagi 

- 	 Memaparkan hasil dari sosialisasi masyarakat dan Anggota DPR 
I nfografis 	Keterangan publikasi RI 
DPR 	RI 	Atas Infografis 
Permohonan 	Uji Keterangan Pelayanan Publik: 
Materiil 	UU 	terhadap DPR 	RI Guna 	memenuhi 	kebutuhan 
UUD Tahun 1945 yang terhadap 	UUD masyarakat dan Anggota DPR 
telah 	diperbaiki 	dan Tahun 1945. RI terkait informasi ketentuan 
difinalisasi 	sesuai pasal 	dalam 	suatu 	undang- 
arahan 	Kapus Panlak - 	 Dokumen undang 	yang 	pengujiannya 
UU ke seluruh internal Infografis 	yang dikabulkan 	oleh 	Mahkamah 
Puspanlak UU dipublikasikan Konstitusi 

di website dan 
- 	 Mengunggah infografis iristagram 

di 	website 	den Puspanlak UU 
instagram 	Puspanlak 
UU - 	 Dokumentasi 
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5. Testimoni 
Infografis 

a. 	Melapor kepada Kapus 
Panlak UU terkait hasil 

c. 	Dokumen 
infografis 

Akuntabilitas: 
Respon batik dari pengguna 

Keterangan DPR final 	Infografis 	untuk Keterangan Iayanan pada akhir dari suatu 
RI 	Atas diberikan testimoni DPR 	RI 	Atas kegiatan 	yang 	sukses 
Permohonan 	Uji Permohonan Uji dilaksanakan 	merupakan 
Materiil 	Undang- b. 	Menyusun Materiil salah 	satu 	bentuk 
U ndang terhadap video/dokumen Undang- pelaksanaan akuntabilitas. 
Undang-Undang testimoni Undang 
Dasar 	Tahun terhadap Etika Publik: 
1945 Undang- Permintaan 	umpan 	batik 

Undang 	Dasar secara 	sopan 	dan 	santun 
Tahun 	1945 merupakan salah satu unsur 
yang akan diberi dari 	pelayanan 	yang 
testimoni diselenggarakan berdasarkan 

kode etik dan niiai dasar ASN. 
d. 	Video testimoni 

manfaat Komitmen Mutu: 
Penyajian Sasaran 	strategis 	institusi 
Infografis penyelenggara pemerintahan 
Keterangan adalah 	kepuasan 	pengguna 
DPR 	RI dari 	Iayanari 	yang 
terhadap 	UUD disetenggarakan. 	Dalam 	hat 
Tahun 	1945 ini 	indikator 	kepuasan 	dan 
yang dirasakan adanya 	Penyajian 	Infografis 

Keterangan 	DPR 	RI 	Atas 
Permohonan 	Uji 	Materiji 
Undang-Undang 	terhadap 
Undang-Undang Dasar Tahun 
1945 	adalah tercermin dan 
testimoni yang diberikan. 

Pelayanan Publik 
Penyajian 	infografis 	sebagai 
salah satu bentuk pelayanan  
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publik kepada anggota dewan 
(DPR 	RI) 	dan 	masyarakat, 
akan 	dirasakan 	dampak 
positifnya 	bagi 	pengguna 
Iayanan 	yakni 	kemudahan 
untuk memperoleh 	informasi 
yang ada di setiap keterangan 
DPR RI atas permohonan uji 
materiil 	undang-undang 

Tahun 1945.  
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BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI 
TABEL 3. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISAS 

Kegiatan Utama Stakeholde Waktu 
r Pelaksanaan 

KONSULTASI Ks..tas 
DENGAN PanaK UU PkI 	0930 
KEPALA PUSAT Pemaparan konsep WIB 
PEMANTAUAN aktualisasi 
PELAKSANAAN Penyajian 	Infografis 
UNDANG- Keterangan DPR RI 
UNDANG Atas 	Permohonan 

Uji 	Materiil 	UU 
Terhadap 	UUD 
Tahun 1945. 

3 
Konsultasill 	Kapus 	28Agt2019 	1 

PanIakUU 	PkI 	14.00 
Pengerjaan 	dan 	 WIB 
penyempurnaan 
konsep 	kegiatan 
aktualisasi 	sesuai 
arahan 	Kapus 	 2. 
Panlak UU 

3. 

Coaching 	 Coach 	28 Agt 2019 	1. 
2. 

Konsultasi III 	Kapus 	29 Agt 2019 	1. 
Panlak UU 	PkI. 	14.00 

Melaporkan 	hasH 	 WIB 
penyempurnaan 
konsep 	kegiatan 
aktuaiisasi kepada 	 2. 
Kapus Panlak UU 
umtuk disetujui. 

2 

DoK...ien 
laporan 
ditandatangani 
Kapuspanlak UU 
(Mentor) 

	

Tanda 	tangan 

	

Kapus 	Panlak 
UU pada kartu 
kendali proses 
pembimbingan 
tanggal 28 
Agustus 2019 
(terla mpi r) 
Foto. 
Dokumen 
Iaporan 
ditandatangani 

	

Kapus 	Panlak 

	

selaku 	Mentor 
(terlam pir) 
Tanda tangan 
Kapus Panlak 
UU pada kartu 
kendali proses 
pembimbingari 

	

tanggal 	28 

	

Agustus 	2019 
(terlampir) 
Foto 

Foto 
Tanda tangan 
kartu kendali 
Dokumen 
Iaporan ditanda 

	

tangani 	oleh 
Kapus Panlak 
uu 
Tanda tangan 
Kapus Panlak 
UU pada kartu 
kendali proses 
pembimbingan 

	

tanggal 	29 

	

Agustus 	2019 
(terlampir) 

Bukti Fisik 
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29 Agt 2019 

29 Agt 2019 

1 Foto 
Foto 
	

copy 
berkas 
Keterangan 
DPR RI 
Foto 
	

copy 
Executive 
Summary 
Keterangan 
DPR RI 

Foto 

Tahapan 
	

Kegiatan Utama 	Stakeholde Waktu 	Bukti Fisik 
r 	 Pelaksanaan 

3 Foto 

5. 	Membuat 	surat Kapus 
undangan 	kepada Panlak UU 
Kepala 	Biro 
Pemberitaan Kasubbag 
Parlemen 	Setjen TU 
dan 	BK 	DPR 	RI Puspanlak 
dalam 	rangka UU 
membicarakan 
program 
penyusunan 
videografis 	"Simas 
Panlak 	UU", 
infografis 
"Keterangan 	DPR 
RI", 	dan 	infografis 
"Kajian, 	Analisis. 
dan 	Evaluasi 
Undang-Undang" 
untuk 	dapat 
ditayangkan 	di 
media 	social 	DPR 
RI. 

29Agt2019 	1. Foto 
2. Foto Copy Surat 

Undangan 
Nomor 
21 9/Puspanlak 
UUNII/2019 

PEN G U MPU LAN 
BAHAN 
MATERI 
PEMBUATAN 
INFOGRAFIS 
KE6ANGAN 
DPR RI 

1. Pengumpulan 	Puspanlak 
bahan 	I 	materi UU 
keterangan DPR RI 
berupa naskah final 
Keterngan DPR RI 
beserta 	Executive 
Summary 
Keterangan DPR RI 

2. 	Diskusi untuk Analis 
berkoordinasi Hukum 
bersama 	dengan Puspanlak 
Analis Hukum yang UU 
bertanggung Jawab 
dalam 	penanganan 
perkara 	pengujian 
undang- 	undang 
terkait 	di sidang 
Mahkamah 
Konstitusi. 
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Tahapan 	Kegiatan Utama Stakeholde Waktu Bukti Fisik 
r Pelaksanaan 

PEMBUATAN 	1 	Konsultasi I Kapus 30 Agt 2019 1 	Dokumen 
INFOGRAFIS Panlak UU laporan 	ditanda 

Pemaparan 	korisep tangani 	Kapus 
awal 	substansi Panlak UU 
ikhtisar 	Keterarigan Tanda 	tangan 
DPR 	RI 	kepada Kapus 	Panlak 
Kapus Panlak UU UU 	pada 	kartu 

kendall 	proses 
pembimbingan 
tanggal 	30 
Agustus 	2019 
(terla m pi r) 
Foto 

2. 	Coaching Coach 2 Sep 2019 Foto 
3. 	Konsultasi II Kapus 3 Sep 2019 Dokumen 

Panlak UU 09.00 WIB laporan di tanda 
Pembahasan tangani 	Kapus 
konsep 	substansi Panlak 	UU 
ikhtisr 	Keterangan (terlampir) 
DPR RI Tanda 	tangan 

Kapus 	Panlak 
UU 	pada 	kartu 
kendali 	proses 
pembimbingan 
tanggal 	3 
September 2019 
(terlam pu) 
Foto 

Rapat Koordinasi Kapus 4 Sep 2019 Fotocopy 	Surat 
Panlak UU 13.00 WIB Undangan 	No. 

219 	 I 
Koordinator PUSPANLAK 
Bidang 	di UU / VIII I 2019 
Puspanlak tertanggal 	29 
UU 	. . Agustus 	2019 

(terlampir) 
Kabag Fotocopy 
Pernberitaan Laporan Singkat 
Parlemen - 	Rapat 

Pembahasan 
Kasubbag Videografis 	dan 
Media Sosial Infografis 

Produk 	Pusat 
Pema ntauan 
Pelaksanaan 
Undang-Undang 
Diunggah Dalam 
Medsos DPR RI 
(terlampir) 
Foto 
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Tahapan Kegiatan Utama Stakeholde Waktu Bukti Fisik 
r Pelaksanaan 

5 	Mengerjakan Kapus 30Agt2019 Foto 
khtisar 	Keterangan Panlak UU 
DPR RI 

6. 	Koordinasi 	CPNS BOTI 10 Sep 2019 Foto 
Latsar Angkatan 	III 09.00— 10.00 
bersama BDTI WIB 

7. 	Konsultasi III Kapus 11 Sep2019 Ikhtisar 	15 
Panlak UU Nomor 	Perkara 

Melaporkan kepada Keterangan 
Kapus 	Panlak 	UU DPR 	RI 
bahwa Penulis telah (terlampir) 
menyelesaikari Foto 
lkhtisar 	15 	Nomor 
perkara, 	kemudian 
dikonsultasikan 
kepada 	Kapus 
Fanlak 	UU 	untuk 
mendapatkan 
masukan. 

8. 	Penulis 	mulai Kapus 11 Sep2019 Foto 
membuat infografis Panlak UU 

9. 	Membuat 	surat 1. 	Kapus 12 Sep 2019 1. 	Foto copy Surat 
undangan 	rapat Parilak Undangan 
koordinasi 	antara UU Nomor 	226 
Puspanlak 	UU 2. 	Kasubb PUSPANLAK 
dengan BDTI terkait ag 	TU UU / IX/2019 
direktori 	untuk Puspanl 2. 	Foto 
upload 	infografis ak UU 
dengan 
berkoordinasi 
dengan 	Kasubbag 
Tata 	Usaha 
Puspanlak UU. 

10. Coaching Coach 13 Sep 2019 Foto 

11. 	Penulis 	selesai 19 Sep 2019 Foto 
mengerjakan 	10 Print-out 
(sepuluh) 	konten sepuluh 	konten 
infografis 	dari 	10 infografis 
(sepuluh) 	nomor 
register 	perkara 
Keterangan DPR RI 

Pemaparan 1. 	Menyiapkan 	materi Kapus 24 Sep 2019 Foto 
Infografis 	di rapat 	finalisasi Panlak UU 
internal 	Pusat kegiatan 	aktualisasi 
Pemantauan dengan 	melakukan 
Pelaksanaan konsultasi 	dengan 
Undang-Undang Kapus 	Panlak 	UU 

selaku Mentor; 
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Tahapan Kegiatan Utama Stakeholde Waktu Bukti Fisik 
r Pelaksanaan 

2 	Melaporkan 	hasil K3PLIS 24 Sep 2019 Foto 
konsuitasi perbaikan Panlak UU 
sesuai 	arahan 
Kapus 	Panlak 	UU 
untuk 	diperbaiki 
kembali 	sebelum 
dilakukan 
pemaparan kepada 
seluruh 	internal 
Puspanlak UU; 

3. 	Penjadwalan 	rapat Kasubbag 24 Sep 2019 Foto 
internal dengan TU; TU 

Puspanlak 
uU .  

4. 	Rapat 	koordinasi 1. 	Kapus 24 Sep 2019 Laporan Singkat 
pelaksanaan Panlak 10.00-11.00 Foto 
aktualisasi pelatihan UU WIB 
dasar 	CPNS 2. 	Koordin 
Puspanlak 	UU ator 
dengan BOTI. Bidang 

di 
Puspani 
ak UU 

3. 	Analis 
Hukum 
di 
Puspani 
ak UU 

5. 	Pemaparan 1. 	Kapus 24 Sep 2019 Laporan Singkat 
Infografis di internal Panlak 11.00-12.30 Foto 
Pusat 	Pemantauan UU WIB 
Pelaksanaan 2. 	Koordin 
Undang-Undang ator 

Bidang 
di 
Puspanl 
ak UU 

3. 	Analis 
Hukum 
di 
Puspanl 
ak UU 

6. 	Mengunggah Tangkapan 	layar 
infografis di website 

. (screenshot) 
dan 	instagram unggahan 	konten 
Puspanlak UU infografis 

Keterangan DPR RI 
Testimoni 1 	Melapor 	kepada Kapus 2 Okt 2019 Foto 
Infografis Kapus 	Panlak 	UU Panlak UU 
Keterangan DPR terkait 	hasil 	final 
RI Infografis 	untuk 

diberikan testimoni 
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Tahapan 	Kegiatan Utama 	Stakehoide Waktu 	Bukti Fisik 
r 	 Peiaksanaari 

2. 	Menyusun Kapus 
video/dokumen Panlak 
testimoni UU 

Koordin 
ator 
Bidang 
Pemant 
a ua n 
Pelaksa 
naan 
uu 

30 Sep 2019 	1. Foto 
dan 	 2. Video Testimoni 
2 Okt 2019 
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B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN 

1. Kegiatan I - Konsultasi dengan Kepala Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang 

a. Penyampaian konsep kegiatan aktualisasi kepada Kapus 

Panlak UU 

Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 pukul 09.30 

WIB Penulis Melakukan konsultasi/bimbingan pertama kalinya 

pada kegiatan Latsar Off Campus dengan Bapak Rudi 

Rochmansyah, S.H., M.H. selaku Kepala Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang (Kapus Panlak UU) dan sekahgus 

sebagai mentor aktualisasi CPNS dari Penulis datam rangka 

penyampaian konsep rancangan kegiatan aktualisasi yang telah 

dibuat oleh Penulis. 

GAMBAR 1. KONSULTASI PERTAMA KEGIATAN AKTUALISASI DENGAN KAPUS PANLAK UU 

- 	

- 	 S  
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Dalam 	bimbingan 	tersebut 	terdapat 	beberapa 

arahan/instruksi dari Mentor yakni: 

Perlu koordinasi dengan Bagian Media Sosial Biro 

Pemberitaan untuk upload konten infografis di media sosial 

DPR RI dan koordinasi dengan BDTI untuk rrienyiapkan 

tempat upload di website Puspanlak UU 

Kapuspaniak UU akan menginimkan nota dinas kepada unit 

kerja yang terkait untuk menyelenggarakan rapat koordinasi 

pelaksanaanaktualisasi CPNS. 

Pemilihan keterangan DPR RI diajukan oleh penyusun 

aktualisasi sejumlah 15 (lima belas) nomor register perkara 

tahun 2017, kemudian dilaporkan kepada Kapuspanlak UU 

untuk di revisi 

Keterangan DPR RI yang dipilih sejumlah 15 (lima belas) 

nomor perkara itu masing-msing di rangkum datam format 

word untuk didiskusikan terlebih dahulu dengan Kapuspanlak 

UU mengenai materi substansinya yang akan dimasukan ke 

dalam infografis. 

Penyampaian konsep rancangan kegiatan aktualisasi 

CPNS mi dilakukan untuk menginformasikan perihal rancangan 

kegiatan aktualisasi yang dirumuskan oleh Penulis serta untuk 

memperoleh saran/masukan dari Kepala Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang selaku mentor guna 

menyempurnakan rancangan kegiatan aktualisasi yang telah 

dibuat Penulis. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan 

mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut: 

1) Akuntabilitas 

Penulis telah menyusun laporan berupa adanya dokumen 

rancangan sebagai salah satu aspek akuntabilitas. 
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Etika Publik 

Penyampalan dilakukan dengan rasa bertanggung jawab, 

hormat, sopan, dan santun kepada Kepala Pusal 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. 

Pelayanan Publik 

Konsultasi/bimbingan rancangan kegiatan aktualisasi CPNS 

ni, Penulis lakukan dengan waktu yang efektif dan tepat. 

b. Pengajuan bahan/materi yang akan dibuat infografis kepada 

Kapus Panlak UU untuk mendapatkan arahan 

Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 pukul 14.00 WIB 

Penulis melakukan konsultasi II dalam kegiatan 1 dengan Kapus 

Panlak UU. Dalam konsultasi mi, Penulis mengajukan 15 (lima belas) 

nomor register perkara tahun 2017 Keterangan DPR RI Atas 

Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-

Undang Dasar Tahun 1945, untuk di evaluasi oleh Kepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan rincian sebagai 

berikut: 

TAREL 4 LIMA RFI 	JrM(P PI(APA 	TAM(AJ riDO Di ri in, Di -rco 	 o 2A1 7 

No. Nomor Register Undang-Undang Yang Diujikan 
Perka ra 

6IPUU-XV/2017 Undang-Undang Nomor 35 Tahuri 2014 
tentang 	Perubahan 	Undang-Undang 
Nomor 	23 	Tahun 	2002 	tentang 
Perlindungan Anak 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen 

2. 7/PUU-XV/2017 Undang-Undang Nomor I Tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana 

 11/PUU-XV/201t Undang-Undang 	Nomor 	10 	Tahun 	2006 
tentang 	Perubahan 	Kedua 	Atas 	Undang- 
Undang 	Nomor 	1 	Tahun 	2015 	tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemihhan 	Gubernur, 	Bupati, 	dan 	Walikota 
Menjadi Undang-Undang 
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 15/PUU-XV/2017 Undang-Undang 	Nomor 	28 	Tahun 	2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

 28/PUU-XV/2017 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
KU H P 

 63/PUU-XV/2017 Undang-Undang Nomor6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

T 68IPUU-XV12017 Undang-Undang 	Nomor 	11 	Tahun 	2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

 74/PUU-XV/2017 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
KU HAP 

 78/PUU-XV/2017 Undang-Undang 	Nomor 	14 	Tahun 	2002 
tentang Pengadilan Pajak 

 80/PUU-XV/2017 Undang-Undang 	Nomor 	28 	Tahun 	2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

 87/PUU-XV12017 Undang-Undang 	Nomor 	14 	Tahun 	2005 
tentarig Guru dan Dosen 

 88IPUU-XV/2017 Undang-Undang 	Nomor 	34 	Tahun 	1964 
tentang 	Dana 	Pertanggungjawaban 	Wajib 
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

 93/PUU-XV/2017 Undang-Undang 	Nomor 	24 	Tahun 	2003 
tentang Mahkamah Konstitusi 

 97/PUU-XV/2017 Undang-Undang 	Nomor 	22 	Tahun 	2009 
tentang Jalan 

 102/PUU-XV/201.,7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
Penetapan Peraturan 	Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor I Tahun 2017 tentang 
Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan 
Perpajakan Menjadi Undang-Undang 
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GAMBAR 2. KONSULTASI II DENGAN KAPUS PANLAK UU, PENULIS MENGAJUKAN 15 (LIMA BELAS) 

NOMOR REGISTER PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2017 

Konsultasi II dalam kegiatan 1 dengan Kapus Panlak UU 

ml bertujuari agar Penulis mengenal substansi apa saja yang 

akan ditampilkan dalam bentuk infografis berdasarkan arahan 

pimpinan unit kerja. Adapun tahapan kegiatan mi dilakukan 

dengan mengimpIementasikan nilai-nilai sebagal berikut: 

Komitmen Mutu 

Rancangan kegiatan aktualisasi CPNS dibuat dengan cara 

melakukan inovasi guna menciptakan efektivitas dan 

efisiensi kinerja serta output yang berorientasi pada mutu 

kerja dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. 

Etika Publik 

Penyampalan dilakukan dengan rasa bertanggung jawab, 

hormat, sopan, dan santun kepada Kepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. 

Manajemen ASN 

Konsultasi/bimbingan rancangan kegiatan aktualisasi CPNS 

mi, 	Penulis 	lakukan 	dengan 	menjunjung 	tinggi 

profesionalitas dan nilai-nilai etika 	profesi guna 
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mendapatkan saran/masukan terbaik dari Kepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-IJndang, 

4) Akuntabilitas 

Sebagai bentuk akuntabilitas, Penulis meyusun daftar Lima 

Betas Nomor Perkara Keterangan DPR RI Tahun Register 

Perkara 2017 (Tabel 4). Penulis juga membangun aspek 

hubungan yang balk dengan pimpinan unit kerja untuk 

menerima arahan. 

c. Melaporkan hasH penyempurnaan pengajuan bahan/materi 

yang akan dibuat infografis untuk disetujui 

Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 14.00 WIB 

dilaksanakan konsultasi III dalam kegiatan 1 dengan Kapus Panlak 

UU (mentor). Bahwa berdasarkan pertimbangan Kepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pengajuan 15 (lima 

belas) nomor register perkara tahun 2017 Keterangan DPR RI Atas 

Permohonan Uji Materlil Undang-Undang Terhadap Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 untuk disajikan infografis tersebut 

diubah pengajuannya berdasarkan nomor register perkara tahun 

2018. Hal mi dengan pertimbangan agar yang disajikan dalam 

infografis adalah data terbaru dan sudah final. Oleh karena itu, 

dipilihlah 15 (lima belas) Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji 

Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 nomor register perkara tahun 2018, sebagai berikut: 

TArFI 	IMA CI AC kt^RA^ M 	 --.-._ ....................... 
No. Nomor Register Undang-Undang Yang Diujikan 

Perkara 

 67/PUU-XVL'2018 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemjlihan Umum 

 80/PUU-XVI/2018 Undang-Undang 	Nomor 	29 	Tahun 	2004 
- tentang Praktik Kedokteran 

314/PUU-XVI/2018 	Undang-Undang 	Nomor 	19 	Tahun 	2003 

L 
teritang Badan Usaha Milik Negara 
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4. 3/PUU-XVI/2018 Undang-Undang 	Nomor 	12 	Tahun 	1985 
tentang 	Pajak 	Bumi dan 	Bangunan juncto 7 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 
tentang 	Perubahan 	Atas 	Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan 

5 74/PUU-XVI/2018 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pemberantasan 	Tindak 	Pidana 	Pencucian 
Uang 

6. 94IPUU-XV112018 Undang-Undang 	Nomor 	36 	Tahun 	1999 
tentang Telekomunikasi 

77IPUU-XV112018 Undang-Undang 	Nomor 	13 	Tahun 	2003 F7. 
tentang Ketenagakerjaan 

88/PUU-XVI/2018 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara 

 24/PUU-XVI/2018 Undang-Undang 	Nomor 	16 	Tahun 	2014 
tentang 	Pembentukan 	Kabupateri 	Buton 
Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara 

 15/PUU-XVJ/2018 Undang-Undang 	Nomor 	38 	Tahun 	2004 
tentang Jalan 

 63/PUU-XVI/2018 Undang-Undang 	Nomor 	40 	Tahun 	2007 
tentang Perseroan Terbatas 

 59/1PUU-XV112018 Undang-Undang 	Nomor 	11 	Tahun 	1992 
tentang Dana Pensiun 

 71/PUU-XVI/2018 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang E93/PUU-XVI/02 1081 ,18 
Pemilihan Umum 

/2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 
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GAMBAR 3. KONSULTASI III DENGAN KAPUS PANLAIK UU, KAPUS PANLAK UU MENGUBAH NOMOR 
REGISTER PERKARA PENGUJIAN UU TAI-IUN 2017 MENJAGI TAHUN REGISTER PERKARA 2018 

Konsultasi III dalarn kegiatan 1 dengan Kapus Panlak UU 

mi bertujuan berdiskusi mengenal substansi apa saja yang akan 

ditampilkan dalam bentuk infografis. Substansi ml dirumuskan 

Penulis berdasarkan arahan Kapus Panlak UU selaku pimpinan 

unit kerja. Adapun tahapan kegiatan mi dilakukan dengan 

mengimpIementsikan nilai-nilai sebagai berikut: 

Komitmen Mutu 

Rancangan kegiatan aktualisasi CPNS dibuat dengan cara 

melakukan inovasi guna menciptakan efektivitas dan 

efisiensi kinerja serta output yang berorientasi pada mutu 

kerja dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. 

Etika Publik 

Penyampaian dilakukan dengan rasa bertariggung jawab, 

hormat, sopan, dan santun kepada Kepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. 
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3) Manajemen ASN 

Penulis merumuskan substansi dan bentuk infografis 

berdasarkan kompetensi Penulis. 

2. Pengumpulan bahan/materi pembuatan infografis Keterangan 

DPR RI Atas Permóhonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

a. Pengumpulan Keterangan DPR RI yang sudah final (sudah 

tidak ada perubahan) dan sudah di tanda tangani oleh tim 

kuasa DPR RI 

Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Penulis 

melakukan pengumpulan bahan / materi keterangan DPR RI 

berupa naskah final Keterangan DPR RJ beserta Executive 

Summary-nya (jika ada). 
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GAMBAR 4. PENGUMPLJLAN BAHAN/MATERI KETERANGAN DPR RI 

1010  , 7 -  

LttL . i_I 
GAMBAR S. NASKAH KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL UU TERHADAP UUD 

TAHUN 1945 

Kegiatan pengumpulan bahan/materi ml di!akuan untuk 

memperoleh bahan pembuatan infografis Keterangan DPR RI, 

sehingga outputyang dihasilkan adalah output yang tervalidasi. 
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Bahan mi berisikan informasi yang akan dibuatkan Ikhtisar, 

sehingga informasi yang panjang dalam Keterangan DPR RI 

dimaksud diringkas menjadi informasi yang pendek dan menarik 

untuk dipahami tanpa menghilangkan substansi penting dan 

informasi tersebut. Adapun kegiatan mi dilakukan dengan 

mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut: 

Akuntabilitas 

Tahapan kegiatan mi dilakukan secara bertanggung jawab 

dalam melakukan inventarisnya tidak ada yang terlewat 

satupun, memiliki kejelasan target guna dapat 

melaksanakan tahapan kegiatan sesual dengan tujuan yang 

telah ditentukan. Kepentingan publik juga menjadi dasar 

dilakukannya tahapan kegiatan mi, serta transparan dan 

konsisten dalam pengolahan data tersebut. 

Anti Korupsi 

Proses pengumpulan data/bahan mateni mi menjunjung tinggi 

nhlai kejujuran dan tanggung jawab agar data/bahan materi 

yang ada dapat tervalidasi dengan balk. 

b. Diskusi untuk berkoordinasi bersama dengan Analis Hukum 

yang bertanggung jawab dalam penanganan perkara 

pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 

Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Penulis 

berdiskusi untuk berkoordinasi bersama dengan Analis Hukum 

yang bertanggung jawab dalam penanganan perkara pengujian 

undang-undang terkait. 

El 
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GAMBAR 6. PENULIS BERIOORDINASI DENGAN ANALIS HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM 

PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UU 

GAMBAR 7. PENULIS BERKOORDINASI DENGAN ANALIS HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM 

PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UU 
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GAMBAR 8. BERKOORDINASI DENGAN ANALIS HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM 

PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UU 

Kegiatan mi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman 

yang sama mengenai substansi Keterangan DPR RI dengan 

analis hukum yang bertanggung jawab pada setiap Keterangan 

DPR RI yang telah dibuat sebelumnya. Diskusi dilakukan dengan 

mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut: 

EtikaPublik 

Diskusi berjalan dengan baik karena dilakukan secara sopan 

dan menghargai rekan seprofesi guna mendapatkan 

pemahaman bersama perihal materi info Judicial Review atas 

hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 

Komitmen Mutu 

Diskusi yang dilakukan secara singkat perihal substansi mi, 

dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien serta 

berorientasi pada mutu guna menghasilkan pemahaman 

yang cukup mendalam. 

Akuntabilitas 

Penulis membangun aspek akuntabilitas berupa hubungan 

yang balk dengan rekan kerja untuk mendapatkan 

pemahaman yang sama terkait materi infografis. 
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3. Pembuatan infografis 

a. Membuat ikhtisar (ringkasan) Keterangan DPR RI 

Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 Penulis 

melakukan Konsultasi I dalam Kegiatan 3 bersama Kapuspanlak 

UU terkait pemaparan konsep ikhtisar Keterangan DPR RI. 

Adapun hasil konsuftasi mi adalah Kapus Panlak UU melakukan 

revisi pada beberapa bagian dari konsep Ikhtisar Keterangan 

DPR RI. 

GAMBAR 9. KONSULTASI DENGAN KAPUS PANLAK UU PEMAPARAN KONSEP SUBSTANSI IKHTISAR 

KETERANGAN'DPR RI 

Konsultasi terkait pemaparan draft awal substansi ikhtisar 

Keterangan DPR RI ini dilakukan untuk memperoleh Ikhtisar 

Keterangan DPR RI terbaik, sesuai dengan arahan Kapus Panlak 

UU. Kegiatan ml dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai 

sebagai benikut. 

1) Akuntabilitas 

Draft awal Ikhtisar Keterangan DPR RI yang dibuat oleh Penulis 

merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada Kepala 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dikarenakan 
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nantinya draft Keterangan DPR RI tersebut nantinya akan 

menjadi bahan penyusunan infografis Keterangan DPR RI. 

2) Etika Publik 

Konsultasi mi dilakukan dengan hormat dan sopan kepada 

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. 

b. Melaporkan hasH perbaikan draft awal ikhtisar Keterangan 

DPR RI 

Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 pukul 

09.00 WIB Penulis melakukan Konsultasi II dalam kegiatan 3 

dengan Kapus Panlak UU untuk membahas hasi perbaikan 

konsep ikhtisar Keterangan DPR RI clari konsultasi I dalam 

kegiatan 3. Adapun rekomendasi pembimbingannya adalah revisi 

format dan ubahan pada beberapa bagian substansi ikhtisar 

tersebut, kemudian Kapus Panlak UU memerintahkan kepada 

Penulis untuk mulai mengerjakan 15 (lima belas) nomor perkara 

ikhUsar Keterangan DPR RI sesuai arahan-arahannya. 

GAMBAR 10. KONSULTASI DENGAN KAPUS PANLAK UU MEMBAHAS SUBSTANSI IKHTISAR 
KETERANGAN DPR RI AlAS PERMOHONAN UJI MATERIIL UU TERHADAP UUD TAHUN 1945 

49 



Konsultasi mi dilakukan untuk membahas secara detail dan 

rinci terkait substansi lkhtisar Keterangan DPR RI bersama 

Kapus Panlak UU selaku pimpinan unit kerja dan mentor penulis, 

untuk mengetahui saran dan masukan substansi lkhtisar 

dimaksud, agar 15 (lima belas) Ikhtisar Keterangan DPR RI yang 

dihasilkan memiliki substansi yang benar dan maksimal. Adapun 

kegiatan tersebut dengan mengimplemntasikan nilal-nilal 

sebagai berikut: 

Etika Publik 

Setiap 	melakukan 	tahapan 	kegiatan 	berupa 

melaporkan/konsultasj kepada Kepala Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang, Penulis senantiasa 

melakukannya dengan hormat dan sopan. 

Akuntabilitas 

Kegiatan mi dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk 

menghasilkan hasil terbaik dalam proses pembuatan 

infografis Keterangan DPR RI yang akan menjadi salah satu 

produk dari unit kerja. 

Bahwa di sela kegiatan pembuatan infografis, sesuai arahan 

Kapus Panlak UU pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 

pada Pukul 13.30 sampai dengan Pukul 15.00 WIB dilakukan 

rapat penyusunan Infografis "Keterangan DPR" di Ruang Rapat 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Rapat mi 

diselenggarakan berdasarkan arahan Kapus Panlak UU, agar 

peserta latsar CPNS angkatan III Setjen Dan BK DPR RI 

berkoordinasi dengan unit kerja yang mengurus TV 

Parlemen/Pemberjtaan dan Media Sosial DPR RI, untuk 

mengunggah produk aktualisasi dimaksud pada plafform media 

yang dimililiki unit kerja tersebut. 
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GAMBAR 11. RAPAT PENYUSLJNAN IMFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI BERSAMA KASUBBAG TV 

PARLEMEN DAN KAUBBAG MEDIA SOSIAL DPR RI DARI BIRD PEMBERITAAN PARLEMEN 

Peserta diskusi: 

No. Nama Jabatan 

 Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. Kepala 	Pusat 	Pemantauan 

Pelaksanaan Undarig-Undang 

 Dahliya Bahnan, S.H., M.H. Kasubag TU Pusat Panlak UU 

 Poedji Poerwanti, S.H. Arialis 	Kebijakan 	Pertama 

(Koordinator Bidang Pemantauan 

Pelaksanaan UU) 

 Hariyanto, S.H. Koordinator 	Bidang 	Peraturan 

Pelaksana 

 Bayu Setiadi Kasubag Program dan Produksi 

(Bagian Pemberitaan) 

 NitaJuwita Kasubag 	Medsos 	(Bagian 

Pemberitaan) 

 Ahmad Ferdiyan Editor 

 Ganda T. Tumanggor Editor 

 Antonius Samturnip, S.H. Analis Hukum 

 Rizki Emil Birham, S.H. Analis Hukum 
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 Anisa Rahthasari, S.H. Analis Hukum 

 Refaini Hasna Ghassani, S.H. Analis Hukum 

13 Trisuharto Clinton, S.H. Analis Hukum 

Dari diskusi yang dilaksanakan, diperoteh pain sebagai berikut: 

Produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

(Puspanlak UU) yang sudah di unggah (upload) dalam 

website puspanlakuu.dpr.go.id  antara lain adalah SIMAS 

PANLAK UU, Keterangan DPR RI, dan Kajian Analisis dan 

Evaluasi UU. 

Produk Puspanlak UU tersebut dituangkan dalam aplikasi 

yang dapat diakses oleh Dewan, pegawai Setjen dan BK DPR 

RI maupun nasyarakat pada umumnya. 

Produk keterangan DPR RI sudah disusun dalam bentuk 

infografis dan akan di-unggah dalam media sosial DPR RI. 

Konten infografis Keterangan DPR RI disusun oleh penyusun 

(analis hukum) dan dapat diedit (redesign) oleh Bagian media 

Cetak dan Media Sosial dengan tidak mengubah isi substansi 

konten infografis dimaksud. 

Adapun masukan dari Bagian Media Cetak dan Media Sosial 

pada tampilan infografis Keterangan DPR RI akan ditambah 

template bingkai foto sesuai standar unggahan yang berlaku 

pada media sosial DPR RI. 

Rapat bersama bagian Pemberitaan Parlemen mi bertujuan 

bahwa nantinyasetelah kegiatan Latsar CPNS berakhir, output 

infografis Keterangan DPR RI yang dihasilkan dari kegiatan 

Latsar CPNS yang sedang dijalani Penulis mi menjadi output 

kinerja Puspanlak UU yang diunggah dalam media sosial DPR 

RI (Instagram DPR RI) agar masyarakat dan khususnya anggota 

DPR RI Iebih mudah tersosialisasi mengenai setiap pandangan 
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hukum DPR RI pada perkara pengujian undang-undang terhadap 

UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. 

Kegiatan mi telah mengimplementasikan niIai-nilai 

sebagai berikut: 

Akuntabilitas 

Kegiatan mi dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk 

menghasilkan hasil terbaik karena PenuJis telah menjadi 

salah satu pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang yang metakukan pembuatan infografis yang 

akan menjadi salah satu produk dari unit kerja. 

Manajemen ASN 

Dalam persiapan mateni rapat pemaparan dibutuhkan 

profesionalitas dari Penulis untuk menyusun mateni yang 

akan disampaikan pada saat rapat di hadapan rekan-rekan 

dari Biro Pemberitaan Parlemen dan pimpinan serta analis 

hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. 

c. Pengerjaan 15 (lima betas) ikhtisar Keterangan DPR RI 

Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan 

hari Rabu tanggal 11 September 2019 Penulis mengerjakan 15 

(lima belas) ikhtisar Keterangan DPR RI dari nomor perkara yang 

telah disetujui oleh Kapus Panlak UU. 
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GAMBAR 12. PENGERJAAN IKHTISAR KTERANGAN DPR RI 

Pembuatan Ikhtisar mi bertujuan untuk memudahkan 

Penulis memasukan informasi yang tepat dan akurat pada 

infografis Keterangan DPR RI. Kegiatan mi t&ah 

mengimplementasikan nilai-niIai sebagai berikut: 

Akuntabilitas 

Tahapan keiatan ml dilakukan dengan penuh tanggung 

jawab untuk menghasilkan hasil terbaik sesuai arahan Kapus 

Panlak UU yakni membuat informasi yang panjang menjadi 

informasi yang lebih singkat tanpa menghilangkan informasi 

penting dalam 15 (lima belas) nomor perkara Keterangan 

DPR RI tersebut. 

Manajemen ASN 

Daiam mengerjakan Ikhtisar Keterangan DPR RI ml 
dibutuhkan profesionalitas dari Penulis yakni keahilan di 

bidang hukum untuk menyusun substansi sesuai arahan 

Kapus Panlak UU. 
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d. Melaporkan penyelesaian 15 (lima belas) ikhtisar Keterangan 

DPR RI kepada Kapus Panlak UU 

Rabu, 11 September 2019 Penulis melakukan Konsultasi III 

Kegiatan 3 untuk melaporkan bahwa Penulis telah 

menyelesaikan Ikhtisar 15 Nomor perkara, kemudian 

dikonsultasikan kepada Kapus Panlak UU untuk mendapatkan 

masukan. Adapun dari konsultasi ini adalah Kapus Panlak 

membenikan arahan untuk mengubah jumlah Ikhtisar Keterangan 

DPR RI yang awalnya dibuat 15 (lima belas) ikhtisar Keterangan 

DPR RI, menjadi 10 (sepuluh) Ikhtisar Keterangan DPR RI yang 

dipilah-pilih berdasarkan isu hukum yang menarik. Arahan mi 

diberikan Kapus Panlak UU dengan pertimbangan bahwa Penulis 

memiliki beban kerja yang cukup banyak di Juar kegiatan 

aktualisasi pada unit kerja dan juga untuk menjaga kualitas output 

aktualisasi yang Iebih maksimal. 

GAMBAR 13. PENULIS MELAPORKAN PENYELESAIAN IKNTISAR 15 NOMOR PERKARA KETERANGAN 

DPR RI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD TAHUN 1945 

Pelaporan penyelesaian ikhtisar Keterangan DPR RI mi 

dilakukan agar Kapus Panlak UU mengetahui hasil pekerjaan 
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Penulis. Kegiatan ini telah rrrengimplementasikan nilai-niiai 

sebagai berikut: 

Akuntabilitas 

Tahapan kegiatan mi dilakukan dengan penuh tanggung 

jawab untuk menghasilkan hasil terbaik sesuai arahan Kapus 

Panlak UU yakni membuat informasi yang panjang menjadi 

informasi yang Iebih singkat tanpa menghilangkan informasi 

penting dala'rn 15 (lima belas) nomor perkara Keterangan 

DPR RI tersebut. 

Manajemen ASN 

Dalam mengerjakan Ikhtisar Keterangan DPR RI mi 

dibutuhkan profesionalitas dari Penulis yakni keahlian di 

bidang hukum untuk menyusun substansi sesuai arahan 

Kapus Panlak UU. 

e. Pembuatan 10 (sepuluh) ikhtisar Keterangan DPR RI dalam 

lembar kerja aplikasi pembuatan infografis 

Setelah ikhtisar disetujui oleh Kapus Panlak UU, pada han 

yang sama yakni Rabu tanggal 11 September2019 Penulis mulai 

mengerjakan infografis Keterangan DPR RI dengan 

menggunakan bahan ikhtisar Keterangan DPR RI yang telah 

selesai dan disetujui oleh Kapus Panlak UU. 
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Adapun kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai-nilai 

sebagai berikut: 

Akuntabilitas 

Tahapan kegiatan mi dilakukan dengan penuh tanggung 

jawab untuk menghasiikan hasil terbaik karena Penulis telah 

menjadi salah satu pegawal Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang yang melakUkan pembuatan infografis yang 

akan menjadi salah satu produk dan unit kerja. 

Manajemen ASN 

Dalam persiapan mateni rapat pemaparan dibutuhkan 

profesionalitas dari Penulis untuk menyusun materi yang 

akan disampaikan pada saat rapat di hadapan rekan-rekan 

pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. 

f. Melaporkan penyetsaian 10 (sepuluh) infografis Keterangan 

DPR RI 

Kemud ian pada hari Sen in tanggal 23 September 2019 

PenuJis menyelesaikan infografis Keterangan DPR RI dari 10 

(sepuluh) nomor perkara pengujian UU terhadap UUD Tahun 
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1945 dan melaporkannya pada Kapus Panlak UU untuk 

mendapatkan masukan. Adapun Kapus Panlak UU 

mengapresiasi infografis dimaksud karena telah sesuai dengan 

arahan karena tampilannya menarik dan mudah dipahami tanpa 

menghilangkan substansi penting dari setiap Keterangan DPR 

RI. 

GAMBAR 14. PENULIS MELAPORKAN HASIL. PEKERJAAN INFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI 

Kegiatan ml sebagai bentuk tanggung jawab profesional Penulis 

terhadap pimpinan dari setiap penugasan yang dibenikan. 

Adapun kegiatan ml mengimplementasikan nilai-nilai sebagai 

berikut: 

AkuntabiIita 

Kejelasan target sangat dibutuhkan dalam tahapan kegiatan 

ml yaitu target berupa tercapainya tujuan dihasilkannya 

infografis yang terbaik 

Etika Publik 

Pelaporan disampaikan dengan hormat dan sopan kepada 

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
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agar tercipta hubungan yang baik diantara penulis dan 

pimpinan unit kerja selaku mentor 

3) Komitmen Mutu 

Melaporkan hasH pekerjaan merupakan pertanggung 

jawaban secara vertikal kepada pimpinan Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang serta pertanggung jawaban 

horizontal kepada masyarakat perihal Keterangan DPR RI 

Atas Permonan Uji Materiil UU terhadap UUD Tahun 1945, 

guna memberikan efektivitas dan efisiensi kinerja Penulis. 

4. Pemaparan infografis Keterangan DPR RI di internal Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Penyebarluasan 

I nfog rafis 

a. Koordinasi untuk mengadakan rapat internal Puspanlak UU 

Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 bersamaan 

dengan pembuatan surat undangan koordinasi antara Puspanlak 

UU dengan BDTI terkait direktori untuk upload infografis, Pen ulis 

berkoordinasi dengan Kasubbag TU Puspanlak UU untuk 

rnenjadwalkan rapat dengan internal Puspanlak UU. Adapun 

rekomendasi dari Kasubbag TU Puspanlak UU adalah rapat 

internal diselenggarakan setelah rapat bersama BDTI selesai 

pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pukul 10.00 WIB. 
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GAMBAR 15. KOORDINASI DENGAN KASUBBAG TU PUSPANLAK UU UNTUK PENJADWALAN 

RAPAT INTERNAL PUSPANLAK UU 

Kegáatan 	mi 	bertujuan 	untuk 	memperlancar 

pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan koordinasi dengan 

Kasubbag TU yang bertugas menyiapkan jamuan rapat dan 

pertanggung jawabannya. Adapun kegiatan mi 

mengimplementasmkan nHai Etika Publik yakni koordinasi 

tersebut dilakukan dengan hormat dan sopan kepada Kasubbag 

TU. 

b. Rapat koordinasi Puspanlak UU dengan BOTI terkait 

pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS 

Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 

diadakan rapat koordinasi pelaksanaan aktualisasi pelatihan 

dasar CPNS Puspanlak UU dengan BDTI pada pukul 10.00 

sampai dengan Pukul 11 .00 WIB. Adapun peserta rapat tersebut 

adalah: 

Pranata Komputer Madya 

Analis Hukum 



3) PPNPN Analis Hukum 

GAMBAR 16. RAPAT KOORDINASI BERSAMA ROT! 

GAMBAR 17. RAPAT KOORDINASI BERSAMA BDTI 

Pembahasan: 

1) BDTI menyampaikan bahwa sudah dibuat subdirektori 

Infografis di website Puspanlak UU yang masuk di menu 

"Produk"; 
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BDTI menyampaikan bahwa sudah menyediakan tempat 

sekaligus mengunggah Simas Panlak UU di website 

Puspanlak UU dan website Badan Keahlian DPR RI; 

Kepala Puspanlak UU meminta BDTI untuk membuat menu 

infografis yang terpisah clari menu "Produk". 

Rapat ini bertujuan agar pada website Puspanlak UU 

disediakan tempat tersendiri untuk upload infografis, dengan cara 

berkoordinasi dengan pranata komputer BDTI selaku pihak yang 

berwenang dan berkompeten mengubah tampilan website di 

lingkungan DPR RI. Rapat mi telah mengimplementasikan nilai-

nilai sebagai berikut: 

Etika Publik' 

Hormat dan sopan dalam berkoñiunikasi ketika 

berkoordinasi dengan unit kerja lain yang mengikuti rapat ni. 

Nasionalisme 

Rapat mi bertujuan agar masyarakat mudah mengakses 

informasi yang tersedia dalam infografis Keterangan DPR RI 

yang dibuat oleh Penulis, sehingga hal mi menjadi salah satu 

bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud cinta 

tanah air yang dilakukan Pen ulis. 

Akuntabilitas 

Pertanyaan dan saran clari peserta rapat merupakan bentuk 

partisipasi dari peserta rapat dalam program aktualisasi 

Penulis. 

c. Pemaparan aktualisasi kepada internal Puspanlak UU 

Kemudian pada hari yang sama yakni Selasa tanggal 24 

September 2019 berdasarkan arahan Kasubbag TU pada 

tanggal 12 September2019, setelah rapat Bersama BDTI selesai 
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dilaksanakan kemudian dilanjutkan dengan rapat pemaparan 

aktualisasi Latsar CPNS Puspanlak UU yang salah satunya 

dipaparkan adalah aktualisasi Penulis kepada internal Puspanlak 

UU. Adapun peserta rapat tersebut adalah: 

Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan UU 

Koordinator Bidang Peraturan Pelaksanaan UU 

Analis Hukum 

PPNPN Analis Hukum 

GAMBAR 18. PEMAPARAN HASIL KEGIATAN AKTUALISASI PENULIS KEPADA INTERNAL 
PUSPANLAK UU 

Qk 

Pembahasan: 

1) Pemaparan 'internal dimulai dari presentasi CPNS Sdr. 

Antonius Samturnip dengan judul aktualisasi "Penyajian 

Infografis mengenai Kajian, Analisis, Evaluasi Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang", Adapun yang bersangkutan 

mendapatkan rnasukan dari analis hokum, antara lain: 

a) Mengubah warna yang terdapat dalam grafik lingkaran 

dalam infografis data narasumber; 
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Perlu diperhatikan lagi rumusan penghitungan presentase 

grafik infografis data narasumber, 

Agar memperhatikan penyusunan kalimat yang digunakan 

dalam memuat informasi yang terdapat dalam infografis. 

Pemaparan dilanjutkan oleh Sdr. Trisuharto Clinton dengan 

judul aktualisasi "Penyajian Infografis Keterangan DPR RI 

Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945". Adapun yang 

bersangkutan mendapatkan masukan untuk mengubah 

redaksional "a quo" menjadi sesuai dengan pasal yang diuji. 

Pemaparan dilanjutkan oleh Sdr. Rizki Emil Birham dengan 

judul aktualisasi "Videografis Simas Panlak UU". Adapun 

yang bersangkutan mendapatkan masukan untuk 

menyisipkan redaksi "apabila terdapat undang-undang yang 

tidak implementatif atau efektif atau sudah tidak sesuai 

dengan kebutuhan hokum masyarakat dalam videografis 

Simas Panlak UU. 

Kesimpulan dari rapat mi adalah setelah sosialisasi 

dan perbaikan dilakukan oleh para peserta Latsar Puspanlak UU, 

output dimaksud akan diupload secepatnya pada website 

Puspanlak UU, media sosial Puspanlak UU, dan media sosial 

DPR RI (berkoordinasi dengan bagian Media Sosial DPR RI). 

Dapun rapat initeIah mengimplementasikan niiai-nilai sebagai 

berikut: 

1) Etika Publik 

Hormat dan sopan dalam berkomunikasi ketika 

menyampaikan/mempresentasikan program akualisasi CPNS 

kepada peserta rapat. 

64 



Nasionalisme 

Kesempatan' untuk bertanya dan memberikan saran dare 

peserta rapat diberikan oleh Penulis dengan tidak membeda-

bedakan/tidak diskriminatif sehingga seluruh peserta rapat 

dapat melakukannya. 

Akuntabilitas 

Pertanyaan dan saran dari peserta rapat merupakan bentuk 

partisipasi dari peserta rapat dalam program aktualisasi 

Penulis dan Penulis menuangkannya dalam laporan singkat 

rapat. 

d. Mengunggah (upload) infografis Keterangan DPR RI pada 

website dan media sosial (instagram) Puspanlak UU 

Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, Penulis 

mengunggah infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji 

Materill UU Terhadap UUD Tahun 1945 pada website dan media 

sosial instagram Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang. 

Fl 
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GAMBAR 19. TANGKAPAN LAVAR (SCREENSHOT) UPLOAD INFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI PADA 

WEBSITE PUSPANLAK UU 

1E 
S 	

.

GAMBAR 20. TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) UPLOAD INFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI PADA 

WEBSITE PUSPANLAK UU 

1 	 KIrj DPR FU No. 5&JU.WIfaJNbe(219 
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GAMBAR 21. TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) UPLOAD INFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI PADA 

WEBSITE PUSPANLAK UU 

GAMBAR 22. TANGKAPAN LAVAR (SCREENSHOT) UPLOAD INFOGRAFIS KETERANGAN OPR RI PADA MEDIA 

SOSIAL (INSTAGRAM) PUSPANLA}( UU 

( 
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Kegiatan pengunggahan infografis Keterangan DPR RI mi 

merupakan bentuk pertanggung jawaban Penulis, untuk 

memberikan informasi dan data yang akurat dan mudah 

dipahami oleh Anggota DPR RI dan masyarakat. Pelaksanaan 

kegiatan mi telah mengimplementasikan nilal Akuntabilitas sebab 

kegiatan mi dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk 

menghasilkan hasil terbaik karena Penulis telah menjadi salah 

satu pegawal Pusat Pemantauari Pelaksanaan Undang-Undang 

yang melakukan pembuatan infografis yang akan menjadi salah 

satu produk dari unit kerja. 

5. Testimoni Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji 

Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 

a. Melakukan perekaman video testimoni darii pimpinan unit 

kerja 

Pada hari senin tanggal 30 September 2019 Penulis 

melaporkan kepada Kapus Panlak UU perihal finalisasi hasil 

infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Mateniil 

Undang-Undang Terhadap UUD Tahun 1945, setelah itu 

dilanjutkan dengan perekaman video testimoni dari Bapak Rudi 

Rochmansyah, S.H., M.H selaku Kepala Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang mengenai pendapat dan komentar 

beliau terkait pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan Penulis. 

68 



GAMBAR 23. PENIJLIS MEREKAM VIDEO TESTIMONI KAPUS PANLAK UU SEKALIGUS MENTOR 

PEN UL IS 

 

I. b , 

rL77 ") 

Kemudiap Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 

Penulis merekam video testimoni dari Ibu Poedji Poerwant, S.H., 

M.H., selaku Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang mengenai infografis Keterangan DPR El atas 

Permohonan Uji Materiil UU terhadap UUD Tahun 1945. 

GAMBAR 24. PENULIS MEREKAM VIDEO TESTIMONI KORBID PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU 

DENGAN DIBANTU OLEH REKAN ANALIS HUKUM 



Pembuatan video testimoni tersebut berjalan dengan 

lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Tahapan 

kegiatan tersebut telah mengimplementasikan nilai Etika Publik 

yang mana pengambilan video tersebut, penulis melakukannya 

dengan sopan dan hormat dengan pada pihak yang terlibat agar 

proses tersebut dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya. 

C. STAKEHOLDER 

Adapun pemangku kepentingan atau stakeholder dari pelaksanaan 

aktualisasi ini adalah: 

TABEL 6. PEMANGKU KEPENTNGAN STAKEHOLDER DARI PELAKSANAAN AKTUALSASI 

No. 	 Stakeholder 
- 

Peran 

Internal 	Kepala 	Pusat Selaku 	mentor 	dan 	pimpinan 	yang 

Pemantauan berwenang 	memberikan 	persetujuan 

Pelaksanaan 	Undang- setiap output pekerjaan yang dihasilkan 

Undang Pusat 	Pemaritauan 	Pelaksanaan 

Uriang-Undang 

2. 	Internal 	Analis Hukum di Pusat Penyusunan 	Keterangan 	DPR 	RI 

Pemantauan merupakan tugas clan fungsi analis 

Pelaksanaan 	Undang- hukum 	di 	Pusat 	Pemantauan 

Undng Pelaksanaan Undang-Undang. 

Pemberi saran atau masukan terkait 

ikhtisar Keterangan 	DPR 	RI yang 

meru pakan 	isi 	su bstansi 	infografis 

Keterangan DPR RI. 

Eksternal 	1. 	Peneliti 	di 	Pusat Penyusunan Keterangan DPR RI selain 

Penelitian dilakukan oleh Analis Hukum di Pusat 

Sekretariat Jenderal Pernantauan 	Pelaksanaan 	Undang- 

dan Badan Keahlian Undangjuga melibatkan Peneliti clari unit 

DPR RI Kerja Pusat Penelitian Badan Keahlian 

2. 	Perancang Undang- DPR RI dan melibatkan pula Perancang 

Undang 	di 	Pusat Undang-Undang 	clari 	unit 	kerja 	Pusat 

Perancangan Perncang Undang-Undang 

Undang-Undang 
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No. 	 Stakeholcier 	 Peran 

Sekretahat Jende:a 

dan Badan Keahtian 

DPRRI 

Unit Kerja Lain di 

Lingkungan 

Sekretariat Jenderal 

dan Badan Keahlian 

DPR 	RI 	yang 

membutuhkan 

output aktualisasi ini 

Eksternal Masyarakat 	dan 1. Setiap output aktualisasi berupa 

Anggota DPR RI  infografis keterangan DFR RI atas 

permohonan uji materiil UU terhadap 

UUD Tahun 1945, akan diunggah 

pada website dan media sosial 

(instagram) 	Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan 	Undang-Undang, 

sehingga masyarakat dan anggota 

DPR RI dapat dengan mudah 

mengakses infografis tersebut 

setelah diunggah. 

2. Penerima manfaat aktualisasi. 

D. KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA 

lABEL 7. KENOALA DAN DAMPAK 

No. 	 Kendala 	 Dampak 

Meringkas 	materi 	tanpa Butuh waktu yang cukup lama 

rnenghilangkan substansi penting 

dari setiap Keterangan DPR RI 

Atas Permohonan Uji Materiil UU 

terhadap UUD Tahun 1945. 

Belum 	memiliki 	aplikasi Menggunakan 	aplikasi 	pembuatan 

pembuatan infografis offline yang .infografis online yang membutuhkan 

berbayar (original) 	 koneksi internet jika mengerjakannya, ada 
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beberapa fitur desain yang tidak dapat 

digunakan karena harus berbayar. 

Adapun strategi untuk mengatasi kendala tersebut adalah 

koordinasi yang sinergis dengan Kepala Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang, Analis Hukum di Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang, dan pihak lain yang terlibat dalam 

penyusunan Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materlil UU 

terhadap UUD Tahun 1945, untuk mewujudkan penyajian infografis 

Keterangan DPR RI atas permohonan uji materiil UU terhadap UUD 

Tahun 1945 yang cepat, tepat, dan akurat. 

E. ANALISIS DAMPAK 

a. Analisis Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan 

Apabila kegiatan penyajian Infografis Keterangan DPR RI 

Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 (Infografis Keterangan DPR RI) ml 

dilaksanakan, maka kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-

undang tetap dapat berlangsung. Namun, akan kemungkinan terjadi 

beberapa dampak seperti dibawah ni: 

Belum tersedianya infografis Keterangan DPR RI; 

Penyajian data dan informasi yang tersedia saat mi hanya 

berbentuk teks narasi panjang, sehingga kurang efektif dan 

efisien guna memudahkan anggota DPR RI dan masyarakat 

untuk memahami substansi setiap Keterangan DPR RI yang ada, 

sedangkan apabila kegiatan Penyajian Infografis Keterangan 

DPR RI dilaksanakan, maka akan Iebih meningkatkan output 

dukungan keahlian dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang, yakni: 
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Tersedianya Infografis Keterangan DPR RI yang dapat 

memudahkan anggota DPR RI dan masyarakat untuk 

memahami substansi Keterangan DPR RI. 

Terciptanya efektivitas dan efisiensi penyajian dan 

penyebaran informasi serta data untuk melakukan tindak 

lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang akan digunakan 

oleh anggota DPR RI sebagal bahan acuan proses legislasi 

undang-undang; dan 

Terlaksananya prinsip informasi dan data publik yang mudah 

dimengerti (understandable) bagi masyarakat dan anggota 

DPR RI. 

b. Analisis Dampak Jika Kegiatan Dilakukan Tidak Menggunakan 

Nilai ANEKA 

Kegiatan I 

Jika kegiatan mi dilakukan tidak mengaktualisasikan nilai ANEKA 

maka dapat menyebabkan kurang baiknya hubungan antara 

Penulis dengan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang, serta kegiatan yang dirancang dalam 

Rancangan Aktualisasi tidak dapat berjalan dengan balk. 

Kegiatan 2 

Jika kegiatan mi dilakukan tidak mengaktualisasikan nilai ANEKA 

maka sulit bahkan tidak akan terkumpul/terinventaris bahan/data 

yang diperlukan oleh Penulis, sedangkan bahan/data tersebut 

adalah hal yang sangat penting dalam keseluruhan kegiatan mi, 

Kegiatan 3 

Jika kegiatan mi dilakukan tidak mengaktualisasikan nilai 

ANEKA, maka output yang dihasilkan oleh Penulis berupa 
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infografis tidak akan menghasiikan hasil yang balk karena 

pembuatan infografis membutuhkan nhlai ANEKA tersebut dalam 

pengerjaannya, serta kegiatan ml merupakan kegiatan yang 

paling penting/utama dalam aktualisasi CPNS ml. 

Kegiatan 4 

Jika kegiatan ini dilakukan tidak mengaktualisasikan maka 

kegiatan mi tidak dapat berjalan dengan lancar karena dalam 

kegiatan mi dibutuhkan banyak partisipasi pihak lain yang harus 

diperlakukan sesuah dengan nilal ANEKA, serta materi dalam 

pemaparan ml tidak tersajikan dengan balk 

Kegiatan 5 

Jika kegiatan ml dilakukan tidak mengaktualisasikan nilai ANEKA 

maka dimungkinkan tidak akan ada subjek yang mau 

memberikan testimoni dari kegiatan yang dilakukan oleh Penulis 

c. Dampak Eksternal dari pelaksanaan aktualisasi 

Dampak eksternal dari pelaksanaan aktualhsasi ml adalah 

masyarakat dan anggota DPR RI dapat dengan mudah memahami 

isi dari setiap Keterangan DPR RI atas Permohonan Uji Materiil 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang 

jumlah rata-rata per tahunnya sekitar 100-an nomor perkara 

pengujian undang-undang yang harus dibuatkan Keterangan DPR 

RI. Adapun dampak internal-nya adalah memberikan output baru 

bagi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang sangat 

berguna untuk meningkatkan dukungan keahlian kepada DPR RI. 

Output aktualisasi yang akan dilaksanakan mi juga sejalan 

dengan nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika 

Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi), yang penjabarannya 

sebagal berikut: 
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Akuntabilitas - bahwa penyajiàn Keterangan DPR RI atas 

permohonan uji materiil UU terhadap UUD Tahun 1945 dalam 

bentuk infografis merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja 

DPR RI kepada masyarakat dengan bentuk yang mudah 

dipahami 

Nasionalisme - bahwa output aktualisasi bermanfaat bagi 

masyarakat untuk mengetahui perkembangan hukum di 

Indonesia. 

Etika Publik - bahwa penyampaian infografis dimaksud 

disampaikan dengan memperhatikan kaidah dan norma yang 

berlaku di masyarakat, artinya informasi yang disampaikan tidak 

mengandung konten SARA (Suku, Agama, Ras, Adat). 

Komitmen Mutu - bahwa penyajian infografis dimaksud memiliki 

tujuan utama untuk mewujudkan pelayanan publik dan inovasi 

baru dalam hal penyampaian informasi Keterangan DPR RI atas 

permohonan uji materiil UU terhadap UUD Tahun 1945 dengan 

cepat, tepat, dan akurat. 

Anti Korupsi - bahwa pelaksanaan aktualisasi ini dilaksanakan 

dengan tepat waktu dan memenuhi target yang ditentukan 

pimpinan. 

F. JADWAL KEGIATAN 

Target penyelesaian produk aktualisasi sampai dengan kegiatan 

aktualisasi selesai adalah sebanyak 10 (sepuluh) infografis Keterangan 

DPR RI atas permohonan uji materiil UU terhadap UUD Tahun 1945. 

Nantinya 10 (sepuluh) konten infografis itu adalah disusun dengan 

bahan 10 (sepuluh) Keterangan DPR RI atas permohorian uji materlil 

UU terhadap UUD Tahun 1945 yang dipilih berdasarkan pertimbangan 
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bersama pimpinan (Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang). 

TARFI P IAMkAIAI vznIarnM 

I No. Kegiatan  

0) •  

- 
E 

) 

CD 
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(N 
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(N 

N CN 

C) 

Q) (N 
10 l 

C) 

I 
(N (/) 

a) 
C/) 

<1) 
C/) 

5 1 2 3 4 

 Konsultasi dengan Kepala Pusat 
Pemantauan 	Pelaksanaan 
Undang-Undang 	selaku 
pimpinan unit kerja dan mentor 
- 	Penyampaian 	konsep 

kegiatan aktualisasi kepada 
Kapus Panlak UU;  

Pengajuan 	bahan/materi 
yang akan dibuat infografis 
kepada Kapus Panlak UU 
untuk mendapatkan arahan 

- 	Melaporkan 	 hasil 
penyempurnaan pengajuan 
bahan/materi 	yang 	akan 
dibuat 	infografis 	kepada 
Kapus 	Panlak 	UU 	untuk  
disetujui. 

 Pengumpulan 	bahan 	/ 	materi 
pembuatan 	 infografis 
Keterangan 	DPR 	RI 	Atas 
Permohonan 	Uji 	Materiil  
Undang-Undang 	terhadap 
Undang-Undang 	Dasar Tahun 
1945 I 

Pengumpulan 	Keterangan 11  
OPR 	RI 	yang sudah final 
(sudah tidak ada perubahan) 
dan 	sudah 	ditandatangani 
oleh_tim_kuasa_DPR_RI  
Diskusi 	untuk 
berkoordinasi 	bersama 
dengan Analis Hukum yang 
bertanggung Jawab dalam 
penanganan 	perkara 
pengujian undang- undang 
terkait 	di 	sidang 
Mahkamah Konstitusi 

 Pembuatan infografis 
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No Kegiatan 
.0 
E (N (N 

0 
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N- 0) 	(1) .._) 
cLx—  

(N  CN 

CD 
c• 	CD(N (C 

I ) a) CD (N Cl) Cl) Cl) 

5 	1 2 3 4 

Membuat draft awal ikhtisar 
(ringkasan) 	Keterangan 
DPR 	RI 	sesuai 	arahan 
Kapus Panlak UU 
Melaporkan hasil perbaikan 
draft 	awal 	ikhtisar 
Keterangan DPR RI kepada 
Kapus Panlak UU 

Pengerjaan 15 (lima belas) 
ikhtisar Keterangan DPR RI 

Melaporkan 	penyelesaian  
15 	(Jima 	belas) 	ikhtisar 
Keterangan DPR RI kepada 
Kapus Panlak UU 

Pembuatan 	10 	(sepuluh) 
ikhtisar Keterangan DPR RI 
dalam lembar kerja apllkasi 
pembuatan infografis 

Melakukan 	perbaikan 
infografis 	sesuai 	arahan 
Kapus Panlak UU 

4. Pemaparan 	infografis 
Keterangan DPR RI di internal 
Pusat 	 Pemantauan 
Pelaksanaan 	Undang-Undang 
dan penyebarluasaii infografis 

Koordinasi 	 untuk 
mengadakan rapat internal 
Puspanlak UU 

Rapat koordinasi Puspanlak 
UU 	dengan 	BDTI 	terkait 
pelaksanaan 	aktualisasi 
Latsar CPNS 

Pemaparan 	aktualisasi 
kepada 	internal 	Puspanlak 
UU 
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- 	 Mengunggah 	infografis 	di 
website 	dan 	instagram 
Puspanlak UU  

5. Testimoni Infografis Keterangan 
DPR RI Atas Permohonan Uji 
Materiil 	Undang-Undang 
terhadap Undang-Undang Dasar  
Tahun 1945  
- 	 Menyusun 	video/dokumen 

testimoni 
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BAB V PEN UTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Konsultasi dengan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang selaku pimpinan unit kerja dan mentor 

Penyampaian konsep kegiatan aktualisasi kepada Kapus 

Panlak UU 

Akuntabilitas, Etika Publik, dan Pelayanan Publik. 

Pengajuan bahan/materi yang akan dibuat infografis 

kepada Kapus Panlak UU untuk mendapatkan arahan 

Komitmen Mutu, Etika Publik, Manajemen ASN, dan 

Akuntabilitas. 

Melaporkan 	hasil 	penyempurnaan 	pengajuan 

bahan/materi yang akan dibuat infografis kepada Kapus 

Panlak UU untuk disetujui 

Komitmen Mutu, Etika Publik, dan Manajemen ASN. 

2. Pengumpulan Data Bahan/Materi Pembuatan Infografis 

Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-

Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

Pengumpulan Keterangan DPR RI atas Permohonan Uji 

Materiil Undang-Undang yang sudah final (sudah tidak 

ada perubahan) dan sudah ditandatangani oleh tim kuasa 

DPR 

Akuntabilitas dan Anti Korupsi. 

Diskusi untuk berkoordinasi bersama dengan Analis 

Hukum yang bertanggung jawab dalam penanganan 

perkara pengujian undang-undang 

Etika Publik, Komitmen Mutu dan Akuntabilitas. 

3. Pembuatan infografis 
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Membuat draft awal ikhtisar (ringkasan) Keterangan DPR 

RI sesuai arahan Kapus Panlak UU 

Akuntabilitas dan Etika Publik. 

Melaporkan hasH perbaikan draft awal Ikhtisar 

Keterangan DPR RI kepada Kapus Panlak UU 

Etika Publik dan Akuntabilitas. 

Pengerjaan 15 (lima belas) Ikhtisar Keterangan DPR RI 

Akuntabilitas dan Manajemen ASN. 

Melaporkan penyelesaian 15 (Jima belas) ikhtisar 

Keterangan DPR RI kepada Kapus Panlak UU 

Akuntabilitas dan Manajemen ASN. 

Pembuatan 10 (sepuluh) lkhtisar Keterangan DPR RI 

dalam Lembar Kerja Aplikasi Pembuatan Infografis 

Akuntabilitas dan Manajemen ASN. 

Melaporkan penyelesaian 10 (sepuluh) Infografis 

Keterangan DPR RI 

Akuntabilitas, Etika Publik, dan Komitmen Mutu. 

4. Pemaparan infografis Keterangan DPR RI di internal Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan 

Penyebarluasan Infografis 

Koordinasi untuk mengadakan rapat internal Puspanlak 

uu 
Etika Publik 

Rapat koordinasi Puspanlak UU dengan BDTI terkait 

pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS 

Etika Publik, Nasionalisme, dan Akuntabilitas. 

Pemaparan aktualisasi kepada internal Puspanlak UU 

Etika Publik, Nasiona!jsme, Akuntabilitas 

Mengunggah (upload) infografis Keterangan DPR RI pada 

website dan media sosial (instagram) Puspanlak UU 
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Etika Publik dan Akuntabilitas. 

5. Testimoni Infografis Keterangan DPR RI 

a. Melakukan perekaman video testimoni dari pimpinan unit 

ke rja 

Etika Publik 

B. SARAN 

1. Untuk Instansi dan Unit Kerja Peserta 

Perlu adanya workshop (pelatihan) teknis perihal kemampuan 

membuat infografis ataupun metode teknologi lainnya guna 

menciptakan hasil kerja yang inovatif, efektif, dan efisien. 

Output dari instansi dan/atau unit kerja dapat ditingkatkan dan 

segi penyajiannya dengan menggunakan teknologi yang 

semakin memadai, 

Memfasilitasi pekerjaan pembuatan infografis dengan aplikasi 

ash (genuine) sehingga memperoleh hasil yang maksimal, 

2. Untuk Penyelenggara Pelatihan 

Penjadwalan kegiatan Latsar On Campus sebaiknya diatur 

sedemikian rupà agar waktu antar kegiatan tidak terlalu padat 

yang membuat peserta Latsar kurang istirahat, utamanya pada 

minggu pertama pelaksanaan Latsar On Campus. 
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FORMULIR PERSETUJUAN COACH 
PADA TAHAP RANCANGAN AKTUALISASI 

1. Nama Peserta : 	 Trisuharto Clinton, S.H. 

Unit Kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Penyajian Infografis Keterangan DPR RI Atas 
Gagasan Pemecahan Isu : 	 Permohonan Uji Materlil Undang-Undang 

Terhadap Undang-Undang DasarTahun 1945 

Catatan terhadap Gagasan Pemecahan Isu 

- 	 Kalimatkan identifikasi isu dengan Iebih baik agar isu dapat mewakili kondisi 
terkini yang memerlukan perbaikan (jika kalimat negatiftidak digunakan) 

- 	 Rincikan nilai-nilai ANEKA serta Peran dan Kedudukan PNS dalam tabel 
rancangan 

Rekomendasi 

Tampilkan rencana perbedaan uji materiil yang belum dan sudah di infografis 
kan 

Jakarta, 23 Agustus 2019 

Coach, 

Heny Widyaninqsih, S.Psi., M.Si. 
19721203 199803 2003 



Sekretariat Jenderal dan adan Keahilan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

KARTU KENDALl 
PROSES PEMB1MBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN... 

TAHUN 2019 

Nama 	: Trisuharto Clinton, S.H. 	Nama Coach Heny Widyaningsih, S.Psi, M.Si 
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahllan DPR RI (Unit Kerja Pusat 

Pemantauan Pelaksariaafl Undang-Undang 
NIP. 	: 199303112019031001  
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(*) Pembmbingan yang sah 	 Kepala Bidang Pelaksanaan 
adalah pembimbingan yang 	 Pusdikiat Setjen dan BK DPR RI 
ditandatangani oleh Coach 

RusmantO SH MH 



Sekretarial Jenderal dan Badan Keahflan 
Dewari Perwakilan Rakyat Repu 	ndonesa 

KARTU KENDALl 
PROSES PEMBMBNGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR 

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN.. 
TAHUN 2019 

Nama 	: Trisuharto. Clinton, S . H. 	Nama Mentor: Rudi Rochmansyah, S.H, M . H. 
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahilan DPR RI (Unit Kerja: Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-U ndang 
NIP. 	: 199303112019031001 
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(*) 
Pembimbingan yang sah 
adalah pembimbingan yang 
ditandatangani oleh Mentor 



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahian 
Dewan Parwakilan Rakyat RepubHk Indonesia 

KARTU KENDALl 
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUAIJSAS1 ANTARA PESERTA DENGAN COACH 

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN ..... 
TAHUN 2019 

Nama 	: Trisuharto Clinton, S.H. 	Nama Coach : Heny Widyaningsih, S.Psi, M.Si 
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahllan DPR RI (Unit Kerja Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
NIP. 	:199303112019031001 
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(*) Pembimbingan yang sah 	 Kepala Bidang Pelaksanaari 
adaah pembimbingan yang 	 Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI 
ditandatangani oleh Coach 

Rusmanto, SH., MH 



LAPO RAN 
PENGERJAAN KONSEP KEGIATAN AKTUALISASI SESUAI ARAHAN KEPALA 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG (MENTOR) 

Hari/tanggal : Rabu, 28 Agustus 2019 
Pukul 	: 14.00WIB 
Tempat 	: Ruangan Analis Hukum Pusat Pemantauan Peiaksanaan Undang- 
Undang 

Calon Pegawai Negeri Sipil 
Nama 	: Trisuharto Clinton, S.H. 
NIP 	.199303112019031001 
Jabatan 	: Analis Hukum 
Golongan 	:111/a 

Mentor 
Nama 	: Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 
NIP 	: 196902131993021001 
Jabatan 	: Kepala Pusat Pemantauan Petaksanaan Undang-Undang 
Golongan 	: IV/d 

LaporanPekerjaan 
Pengajuan 15 (lima belas) nomor register perkara tahun 2017 Keterangan DPR RI 
Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945, untuk di evaluasi oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang: 

No. Nomor Register Undang-Undang Yang Diujikan 
Perkara  

1. 6/PUU-XV/2017 Undang-Undang 	Nomor 	35 	Tahun 	2014 	tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen 

2. 7/PUU-XV/2017 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 
Hukum Pidana 

3. 11/PUU-XV!2017 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan 	Peraturan 	Pemerintah 	Pengganti 	Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

4. 15/PUU-XV/2017 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah 

5. 28/PUU-XV12017 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP 

6 63/PUU-XV/2017 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan 

c 



 68/FUU-XV/2017 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak 

 74IPUU-XV/2017 Undang-Undang Nomor8Tahun 1981 tentang KUHAP 

 78/PUU-XV/2017 Undang-Undang 	Nomor 	14 	Tahun 	2002 	tentang 
Pengadilan Pajak 

 80/PUU-XV/2017 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah 

 87/PUU-XV/2017 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen 

 88/PUU-XV/2017 Undang-Undang 	Nomor 34 Tahun 	1964 tentang 	Dana 
Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

 93/PUU-XV/2017 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi 

 97/PUU-XV/2017 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan 

 102/PUU-XV/2017 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2017 tentang Akses Informasi 	Keuangan 	Untuk 
Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang 

Mengetahui, 
MENTOR 

(V 	f 

(Rudi Rochnansyah, S.H., M.H. 
NIP. 19692131993021001 



LAPO RAN 
HASIL KONSULTASI KONSEP KEGIATAN AKTUALISASI DENGAN KEPALA 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG (MENTOR) 

Hari/tanggal : Rabu, 28 Agustus 2019 
Pukul 	09.30 WIB 
Tempat 	: Ruang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Calon Pegawai Negeri Sipil 
Nama 	: Trisuharto Clinton, S.H. 
NIP 	.199303112019031001 
Jabatan 	Analis Hukum 
Golongan 	: III / a 

Mentor 
Nama 	: Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 
NIP 	: 196902131993021001 
Jabatan 	: Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Golongan 	IV I d 

Hasil KonsultasllBimbingan 
Perlu koordinasi dengan Bagian Media Sosial Biro Pemberitaan untuk 
mengunggah (upload) konten infografis di media sosial DPR RI; 
Perlu koordinasi dengan BDTI; 
Kapuspanlak UU akan mengirimkan nota dinas kepada unit kerja yang terkait 
untuk menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan aktualisasi CPNS; 
Pemilihan keterangan DPR RI diajukan oleh penyusun aktualisasi sejumlah 15 
(Iima belas) nomor register perkara tahun 2017, kemudian dilaporkan kepada 
Kapuspanlak UU untuk di revisi; 
Keterangan DPR RI yang dipilih sejumlah 15 (lima belas) nomor perkara itu 
masing-masing di rangkum dalam format word untuk didiskusikan terlebih dahulu 
dengan Kapuspanlak UU mengenai materi substansinya yang akan dimasukan 
ke dalam infografis. 

Me ngeta h u i, 
MENTOR 

f1J 
(V 	- 

(Rudi Ro4hmansyah, S.H., M.H. 
NIP. 19902131993021001 



LAPORAN 
REVISI PENGERJAAN KONSEP KEGIATAN AKTUALISASI SESUAI ARAHAN 

KEPALA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
(MENTOR) 

Hari/tanggal : Kamis, 29 Agustus 2019 
Pukul 	: 14.00WIB 
Tempat 	: Ruangan Analis Hukum 
Undang 

Calon Pegawai Negeri Sipil 
Nama 	Trisuharto Clinton, S.H. 
NIP 	: 199303112019031001 
Jabatan 	Analis Hukum 
Golongan 	Ill I a 

Mentor 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Nama 	: Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 
NIP 	: 196902131993021001 
Jabatan 	: Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Golongan 	IV / d 

LaporanPekerjaan 
Bahwa berdasarkan pertimbangan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang, pengajuan 15 (Iima belas)nomor register perkara tahun 
2017Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materill Undang-Undang 
Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk disajikan infografis tersebut 
diubah pengajuannya berdasarkan nomor register perkara tahun 2018. Hal ini 
dengan pertimbangan agar yang disajikan dalam infografis adalah data terbaru dan 
sudah final. OIeh karena itu, dipilihlah 15 (lima belas) Keterangan DPR RI Atas 
Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945nomor register perkara tahun 2018, sebagai berikut: 

No. Nomor Register Undang-Undang Yang Diujikan 
Perka ra 

 67IPUU-XV112018 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum 

 80/PUU-XVI/2018 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran 

 14/PUU-XVI/2018 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara 

4 3/PUU-XVI/2018 Undang-Undang 	Nomor 12 Tahun 1985 tentang 	Pajak 
Bumi dan Bangunan juncto Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 	1984 tentang 	Perubahan Atas 	Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

5. 74/PUU-XVI/2018 Undang-Undang 	Nomor 	8 	Tahun 	2010 	tentang 



1 Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

 94/PUU-XVI/2018 Undang-Undang 	Nomor 	36 	Tahun 	1999 	tentang 
Tele ko m unikasi 

 77/PUU-XVI/2018 Undang-Undang 	Nomor 	13 	Tahun 	2003 	tentang 
Ketenagakerjaan 

8 88/PUU-XVI/2018 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara 

9. 24/PUU-XVI/2018 Undang-Undang 	Nomor 	16 	Tahun 	2014 	tentang 
Pembentukan 	Kabupaten 	Buton 	Selatan 	di 	Propinsi 
Sulawesi Tenggara 

10 15/PUU-XVU2018 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

 63/PUU-XVU2018 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas 

 59/PUU-XV112018 Undang-Undang 	Nomor 11 	Tahun 	1992 tentang 	Dana 
Pensiun 

1  71/PUU-XVI/2018 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum 

 93!PUU-XVI/2018 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum 

 4!PUU-XVI/2018 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 	1981 	tentang Hukum 
Acara Pidana 

Mengetahui, 
MENTOR 

(Rudi Rochnansyah, S.H., M.H. 
NIP. 19691J2131993021001 



SEKRETARAT JENDEKAL LJIP1 'i.'' 	 "-".-9, I'M 

:. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 1NDONESA 
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 I 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id  

Nomor 	21 9/PUSPANLAK UU/VlII/201 9 
Sifat 	Biasa 
Derajat 	Segera 
Larnpiran 
Perihal 	: Rapat Videografis dan Infografis 

Jakarta, 29 Agustus 2019 

Yth. 
Kepala Biro Pemberitaan Parlemen 
Sekretariat Jenderal dan Bad an Keahlian DPR RI 
Bapak Yohannes 0.1. Tahapari, S.H., M.Si, 

J a k a r t a 

Bersama mi kami sampaikan dengan hormat, dalam rangka 
membicarakan program penyusunan videografis "Simas Panlak UU", infografis "Keterangan DPR", dan infografis "Kajian, Analisis, den Evaluasi 
Undang-Undang" untuk dapat ditayangkan di media sosial DPR. Kami 
mengundang Saudara untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada: 

fiari I tanggal : Rabu, 4 September 2019 
Waktu 	: Pukul 13.30 s.d selesal 
Acara 	Penyusunan videografis "Simas Panlak UU", infografis 

"Keterangan DPR", dan infografis "Kajian, Analisis, dan 
Evaluasi Undang-Undang" 

Tempat 	: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 
Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI 

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya. apabila Saudara berhalangan hadir, kami mohon kiranya dapat menugaskan kepada bagian yang membidangi TV 
Parlemen dan Media Sosial untuk menghadiri rapat dimaksud. 

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kehadirannya, 
kami ucapkan terimakasih. 

Kepala Pusat Pemantauan 
Peláksanaan Undang-Undang, 

(qL 

I 	- 
Rudi Rochnansyah. S.H.. M.H. 

NIP. 1969d213 199302 1 001 

Tembusan: 
Kabag Televisi dan Radio Parlemen 
Kabag Media Cetak dan Media Sosial 



SEKRETARIAT JENDERAL LAN LJI¼ 

~ 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLEK INDONESIA JLNJENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 TELR: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 I 5715 925, WEBSITE :www.dpr.gOid 

Jakarta, 12 September 2019 Nomor 226/PUSPANLAK UUIIX/2019 
Sifat : Biasa 
Derajat : Segera 
Lampiran  

Perihal : Rapat Videografis dan Infografis 

Yth. 
Kepala Pusat Data dan Informai 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Bapak Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H. 

Jakarta 

Bersama mi kami sampaikan dengan hormat, dalam rangka membicarakan program pengunggahafl infografis "Keterangan DPR", infografis Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Ufldaflg", den videografis "Simas Panlak UU" agar dapat ditayangkan di website p uspa nlakuu,dpr.gD.ld. Kami mengundang Saudara untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada 

Karl Itanggal : Selasa, 24 September 2019 
Waktu 	: Pukul 10.00 s.d selesal 
Acara 	Pengunggahan infografis "Keterangan DPR", infografis Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang", serta 

videografis "Simas Panlak UU" di website 
puspan lakuu.dpr.g0.id  

Tempat 	Ruang Rapat Pusat PemantaUafl Pelaksanaan Undang- Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI 

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya. Apabila Saudara berhalangan hedir, kami mohon kiranya dapat menugaskan kepada bagian yang membidangi Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) untuk menghadiri rapat dimaksUd. Demikian untuk menjadi makium atas perhatian dan kehadirannYa, kami ucapkan terimakasih. 

Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaafl Undang-Undang, 

udi RodimanSVah, SH.. M.H. 
NIP. 1960213 199302 1 001 

Tembusan: 
Kabid Data dan Teknologi Inforrnasi 
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Jakada, 12September 2019 	H Nomor 	227/PUSPANLAK UU/IX/2019 
Sifat Biasa 
Deräjat : Segera 
Lampiran : I (satu) lbr 
Perihal Undangan Rapat 

Yth. 
Daftar Nama Terlampir 
J a k a r t a 

Dengan hormat, 

Kami beritahukan bahwa Pusat PemantaUafl Pelaksanaafl Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat mengeflai AktulisaSi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU, yang akan dilaksanakafl pada: 

Han / tanggal: Selasa, 24 September 2019 
VVaktu 	: Pukul 14.00 s.d 15.00 WIB 
Acara 	: Pembahasafl Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Peg awai 

Negeri Sipil PUSPANLAK UU 
Tempat 	: Ruang Rapat Pusat PemantaUafl Pelaksaflaafl Undang- Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI 

Mengingat pentingflya acara tersebut, kami n-iengharapkan kehadiran Saud era tepat pada waktunYa. 
Atas perhatianflYa, kami ucapkan terimakasih. 

Kepata Pusat PemantaUan 
Petaksanaafl Undang_Undang, 

& 

Rudi RodhmansVah S.H.. Mi 
NIP. 1990213 1993021 001 



Daftar Undangan 

1. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 
2, Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 

Hariyanto, S.H. 
Poedji Foerwanti, S.H., M.H. 
Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM. 
NurAzizah, SR., M.H. 
Maulidia Novita, S.H., M.Si. 

8, Ester Yoanda Friska, S.H., M.H. 
Reza Azhari, S.H., LL.M. 
Ira Chandra Puspita, S.F-I., M.H. 

11.Yosa Jeremia Donovan, Si-I., Mi-I. 
12.Bintang Wicaksono Ajie, S.F-I., M.H. 
13.Putri Ade Norvita Sari, S.H., Mi-I. 
14.Anisa Rahmasari, S.H. 
15.Refaini Hasna Ghassani, S.H. 
16.S. Agus Trimarawuan, S.H. 
17.Pinanti Mega Dewanti, S.H. 
18.Rr. Lucia P Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn. 
19.Mega Irianna Ratu, S.H., MBA 
20.Yodia Surya Nugraha, S.H. 
21.Juan Fery Situmorang, S.H. 
22.Dita Futri Utami, S.H. 
23.Vidy Fauzizah Sampurno, S.H. 
24. Rahmani Atm, S.H. 
25.Muhammad YusufWahyudi, S.H. 
26.Inda Rachmawati, S.H. 
27.Sanela Amalia Putri, S.H. 
28. Samudi 
29.Supian, S.E. 
30.Martin Yohannes 
31.Atis Jaelani 
32. Nadia Septyana 
33.SuIy Leginasari 
34. Risdatu Sa'diah 
35.Budi Santoso 
36.Moh. Riko 
37.Muammar Khadafi 



LAPORAN 
PEMAPARAN DRAFT KONSEP RINGKASAN KETERANGAN DPR RI ATAS 

- 	PERMOHONAN UJI MATERIIL UU TERHADAP UUD TAHUN 1945 

Hari/tanggal : Jumat, 30 Agustus 2019 
PukuJ 	: 14.00 WIB 
Tempat 	: Ruangan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Calon Pegawal Negeri Sipil 
Nama 	: Trisuharto Clinton, S.H. 
NIP 	: 199303112019031001 
Jabatan 	: Analis Hukum 
Golongan 	:111/a 

Mentor 
Nama 	: Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 
NIP 	: 196902131993021001 
Jabatan 	: Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Golongan 	: IV / d 

Laporan Pekerjaan 
Femaparan draft konsep ringkasan keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji 
Materiil UU terhadap. UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 4/PUU-XVI/2018, 
sebagai contoh (sample) kepada Kapus Panlak UU. 

RINGKASAN 

KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA 

TERHADAP 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

Dalam Perkara Nomor: 4/ PUTJ-XVI /2018 

PASAL YANG DIUJIKAN(UU 8/1981 - KUHAP) 

Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata "penabanan" 

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
karena kewajibannya mempunyai wewenang: 	 - 
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan. 

U 



Pasal 11 sepanjang kalimat "kecuali mengenai penahanan yang wajib 

diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik" 

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalarn 
Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib 
diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. 

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) 

Untuk kepentingan penyidikan, pen yidik atau penyidik pembantu atas 
perintah pen yidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang 
melakukan penahanan. 
Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan 
penahanan atau pen ahanan lanjutan. 

BATU UJI 

Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

Pemohon berprofesi sebagai seorang advokat, bertindak selaku kuasa 

hukum menangani perkara sengketa jual beli tanah tambak. Terkait 

kasus itu, Pemohon pernah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan - 

dugaan melakukan tindak pidana Pasal 263 Jo, Pasal 311 dan Pasal 317 

KUHP (pemalsuan dan/atau fitnab dan/atau pengaduan palsu), saat ia 

menjadi kuasa hukum dari seorang terlapor atas tindak pidana yang 

sama.4 Hak imunitas Pemohon dalam menjalankan profesinya 

Pemohon pernab mengajukan praperadilan tapi kemudian putusan 

praperadilan itu mengalahkan pemohon. 

Dalam perkara pidananya, pemohon merasa bersikap kooperatif dan 

oleh karenanya ia merasa tidak perlu ditahan. 

Keterangan DPR RI 

A. Kedudukan Hukum 

Parameter kerugian konstitusional karena berlakunya suatu UU 

(Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-

V/2007): 

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang 

diberikan oleh UUD Tahun 1945; 



Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut 

dianggap Pemohon telah dirugikan oleh suatu UU yang diuji; 

Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang 

dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya 

bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat 

dipastikan akan terjadi; 

Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan 

berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; 

Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan 

maka kerugian dan/ atau kewenangan konstitusional yang didalilkan 

tidak akan atau tidak lagi terjadi. 

B. Pokok Permohonan 

Dalil Pemohon terkait hak imunitas advokat, DPR RI merujuk pada 

Penjelasan Pasal 16 UU Advokat bahwa hak imunitas advokat itu 

berlaku batasan yaitu sepanjang advokat memiliki "itikad baik" 

selama menjalankan profesinya. 

Dalil Pemohon terkait pemeriksaan etik terlebih dahulu oleh Dewan 

Kehormatan Advokat sebelum diproses pidananya, DPR RI merujuk 

Pasal 26 ayat (6) UU Advokat bahwa pemeriksaan pelanggaran etik 

oleh Dewan Kehormatan organisasi advokat itu tidak menghilangkan 

tangglrng jawab pidana. 

Proses penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan di sidang 

pengadilan yang disertai penahanan adalah bagian dari integrated 

criminal justice system, artinya selama proses itu berlang sung, berlaku 

asas praduga tak berasalah (presumption of innocence).Pemohon 

menjalani proses itu sebagaidalam hal pembuktian tindak pidana, 

dan tidak ada kaitannya dengan pelanggaran hak konstitusional 

Pemohon. 

Dalil Pemohon terkait penahanan adalah kewenang milik hakim, 

bukan penyidik ataupun jaksa penuntut umum. DPR RI 

berpandangan bahwapenahanan dan pemidanaan adalah dua hal 

berbeda. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di 



tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim 

dengan penetapannya, berdasarkan KUHAP (Pasal 1 angka 21 

KUHAP). Sedangkan pemidanaan adalah bentuk hukuman bagi 

seseorang yang sudah dinyatakan bersalah atau terbukti bersalah 

berdasarkan putusan pengadilan oleh hakim. 

Penyitaan dan penahanan tidak dapatdisamakan karena penyitaan 

berkaitan dengan benda, sedangkan penahanan terkait dengan 

manusia. Penahanan tidak memerlukan izin darl Ketua Pengadilan 

karena merupakan wewenang secara atribusi dari KUHAP kepada 

penyidik dan penuntut umum untuk melaksanakannya. 

Menyamakan pengaturan penyitaan dan penahanan adalah suatu 

bentuk ketidakadilan yang sesungguhnya. 

DPR RI berpandangan bahwa terdakwa dapat memperoleh rehabilitasi 

dalam hal putusan bebas sebagai kompensasi penahanan yang tclah 

dilakukan(Pasal 97 KUHAP). 

Pemohon secara terang mengungkapkan bahwa permohonan mi 

diajukan untuk kepentingan Pemohon - semakin jelas bahwa 

permohonan mi bukan masalah konstitusionalitas keberlakuan suatu 

UU, melainkan masalah terkait dengan penerapan norma UU a quo. 

Mengetahul, 
MENTOR 

(Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 
NIP. 196902131993021001 

U 



LAPORAN 
PEMAPARAN DRAFT KON SEP RINGKASAN KETERANGAN DPR RI ATAS 

PERMOHONAN UJI MATERIIL UU TERHADAP UUD TAHUN 1945 

Hari/tanggal 	Jumat, 3 September 2019 
PLikul 	10.00 WIB 
Tempat 	: Ruangan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Calon Pegawai Negeri Sipil 
Nama 	Trisuharto Clinton, S.H. 
NIP 	199303112019031001 
Jabatan 	Analis Hukum 
Golongan 	III I a 

Mentor 
Nama 	: Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 
NIP 	196902131993021001 
Jabatan 	: Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Golongan 	: IV I d 

Laporan Pekerjaan 
Hasil revisi draft konsep ringkasan keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materill 
UU terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor4/PUU-XVI/2018, berdasarkan 
basil konsultasi pads tanggal 30 Agustus 2019. 

RINGKASAN 

KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA 

TERHADAP 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

Dalam Perkara Nomor: 4/ PUU-XVI / 2018 

A. KETENTUAN UU HAP YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP 

UUD TAHUN 1945 

Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata "penahanan" 

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 

karena kewajibannya mempunyai wewenang: 



d. me laku kari penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 

pen yLtaan. 

Pasal 11 sepanjang kalimat "kecuali mengenai penahanan yang wajib 

diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik" 

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam 

Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib 

diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. 

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) 

Untuk kepentingan penyidikan, pen yldik atau penyidik pembantu 

atas perintah penyidik sebagairnana dimaksud dalam Pasal 11 

berwenang melakukan penahanan. 

Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang 

melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. 

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP 

PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKIJNYA PASAL A QUO UU 

HAP 

Bahwa Pemohon beranggapan penahanan yang dilakukan oleh 

penyidik Polda Jatim terhadap Pemohon sangat merugikan hak 

konstitusional Pemohon sebagai Advokat yang mempunyai hak imunitas 

di dalam menjalankan profesionya balk di dalam persidangan maupun di 

luar persidangan dalam rangka pembelaan terhadap klien (Vide 

Perbaikan Permohonan, him. 5, angka 14) 

Bahwa pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 24 ayat 

(1), Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai 

berikut: 

Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

men yelenggarakan peradüan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 



Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil ser-ta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum. 

Keterangan DPR RI terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) 

Pemohon 

DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim 

Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah 

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah 

Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-

111/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai 

parameter kerugian konstitusional. 

Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan 

1. Bahwa terhadap anggapan Pemohon yang merasa bahwa hak 

konstitusionalnya dilanggar dengan berlakunya Pasal 7 ayat (1) huruf 

d sepanjang kata "penahanan", Pasal 11 sepanjang kata "kecuali 

mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan 

wewenang daripenyidik", dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU HAP, 

DPR RI memberikan pandangan terkait dengan hal tersebut, perlu 

memahami adanya prinsipDifere nsiasi Fungsionaldalam KUHAP 

sebagai kontrol penyidikan yang bertujuan: 

"untuk melenyapkan tindakan proses pen yidikan yang saling tumpang 

tindih antara kepolisian dan kejaksaan, sehingga tidak lagi terulang 

proses pen yidikan yang bolak-balik antara kepolisian dan kejaksaan, 

untuk menjamin adanya "kepastian hukum" dalam proses penyidikan. 

Dengan diferensiasi, setiap orang tahu deng an pasti instansi yang 

berwenang memeriksa pada tingkat penyidikan hanya "kepolisian" 

sehingga tersangka tahu mernpersiapkan din pada setiap tingkatan 

pemeriksaan yang dia had api juga dzferensiasi ditujukan untuk 



"menyederhanakan" dan "mempercepat" proses penyelesaian perkara. 

Jadi, mengefektikan tugas-tugas penegakan hukum ke arah yang 

lebih menunjang pr-i nsip peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan, 

di samping itu dferensiasifungsional memudahkan pengawasan pihak 

atasan secara struktural, karena dengan penjernihan pembagian tugas 

dan wewenang, monitoring pengawasan dapat ditujukan secara 

terarah kepada instansi bawahan yang memikul tugas pen yidikan. Hal 

mi sekaligus memudahkan peletakan tanggung jawab yang lebih 

efektif, karena dengan dziferensiasi, aparat penyidik tidak lagi 

melemparkan, tanggung jawab pen yidikan kepada instansi lain, bulat 

dan penuh menjadi tanggung jawabnya. Setiap kekeliruan dan 

kesalahan yang terjadi menjadi beban yang harus dipikul seorang dir-i, 

tidak lagi dicampurbaurkan menjadi beban instansi lain. dengan asas 

dzferensiasi dapat dipastikan tercipta satu hasil berita acara 

pemeriksaan, yalcni hanya berita acara yang dibuat oleh pihak 

kepolisian, tidak dzjumpai lagi dua macam hasil berita acara 

penyidikan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain 

dalam berkas perkara".(M. Yahya Harahap, 2012: 47) 

2. Bahwa jika dalam proses penyidikan, penangkapan, dan penahanan 

tersebut ada diketahui ada proses yang tidak sah menurut UU HAP, 

maka tersangka dapat melakukan upaya hukum Praperadilan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU HAP. Bahwa 

berdasarkan berkas permohonan Pemohon yang disampaikan kepada 

Mahkamah, bahwa Pemohon telah mengambil upaya hukum 

Praperadilan terhadap penetapan tersangka dan penahanan terhadap 

Pemohon, dan Praperadilan mengalahkan Pemohon (vide, Perbaikan 

Permohonan, him. 5 angka 15). Berdasarkan dari Prinsip Diferensiasi 

Fungsional dan dari putusan Praperadiian tersebut, DPR RI 

berpandangan bahwa proses penyidikan dan penahanan Pemohon 

tidak meianggar hak konstitusionainya. Oleb karenanya ketentuan 

Pasal 7 ayat (1) huruf ci sepanjang kata "penahanan", PasaIl 11 

sepanjang kata "kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan 



dengan pelimpahan wewenang dari penyidik", dan Pasal 20 ayat (1) 

dan ayat (2) UU HAP tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar 

kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan 

sebagai berikut: 

Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 

permohonan a quo tidak dapat diterima; 

Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 

Menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata Penahanan, 

Pasal 11 sepanjang kalimat; kecuali mengenai penahanan yang wajib 

diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik dan Pasal 20 

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945; 

Menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata Penahanan, 

Pasal 11 sepanjang kalimat; kecuali mengenai penahanan yang wajib 

diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik dan Pasal 20 

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Mengetahui, 
MENTOR 

(Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 
NIP. 196902131993021001 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

.iin JENutj'AL&ArOT5U6RDTO,JAKARTAKODE POS 10270 
TELP (021) 5715349 FAX (021) 5715 42315715 925, WEBSITE www dpr go !d 
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LAPORAN SINGKAT 
RAPAT PEMBAHASAN VIDEOGRAFIS DAN INFOGRAFIS 

PRODUK PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
DITJNGGAH DALAM MEDSOS DPR RI 

Hari/tanggal 	Rabu, 4 September 2019. 

Pukul 	 : 13.30- 15.00 WIB. 

Tempat 	 Ruang Rapat Puspanlak UU, Lantai 6, Gedung 

Sekretariat Jenderal DPR RI 

Ketaa Rapat 	: Rudi Rochmansyah, S.H., M.H 

Notu.len Rapat 	Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 

Acara 	 Penyusunan videografis 'Simas Panlak UU", infografs 
"Keterangan DPR", dan infografis ' Kajian, Analisis dan 

Evaluasi Undang-Undang". 

Peserta Diskusi: 
Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan UU 
Kasubag Program dan Produksi Televisi Bag Televisi dan Radio Parlemen 

Kasubag Medsos dan website Bag Media Cetak dan Media Sosial 

Jajaran Bag Televisi dan Radio Parlemen 
Jajaran Bag Media Cetak dan Media Sosial 
Analis Hukum Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU 

I. PENDAHULUAN 

Ketua rapat membuka diskusi pada pukul 13.30 WIB. 

H. PEMBAHASAN: 

Dari diskusi yang dilaksanakan, diperoleh poin-poin sebagai berikut: 

1. Produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak 

UU) yang sudah di-upload dalam website puspanlakuu.dpr.go.id  

antara lain adalah SIMAS PANLAK UU, Keterangan DPR RI dan 

Kajian Analisis dan Evaluasi TJU. 



Produk Puspainlak UU tersebut dituangkan dalam aplikasi yang 
dapat diakses oleh Dewan, negawai Setjen dan Badan Keh1in flPP 

RI maupun masyarakat pada umumnya. 
Dalam rangka peningkatan layanan kepada pengguna webs ite 

puspanlakuu.dpr.go.id  dan meningkatkan respon dari masyarakat 
terhadap penggunaan produk Puspanlak UU, produk Puspanlak UU 
yang berupa SIMAS PANLAK UIJ akan disajikan dalam videografis 
pada medsos DPR RI. 
Adapun produk Puspanlak UU berupa Keterangan DPR RI dan 
Kajian Analisis dan Evaluasi UU akan disajikan dalam Instagram 
medsos DPR RI. 

SIMAS PANIAK UU merupakan salah satu bentuk dukungan fungsi 
pengawasan pelaksanaan UTJ kepada Dewan. Melalui videografis 
tersebut akan ditampilkan ajakan untuk mengisi data-data yang 
tercanturn dalam SIMAS PANLAK UU. Hasil dari pengisian data 
tersebut akan diolab menjadi bahan untuk kegiatan pemantauan 

pelaksanaan UU. 
Teknis pembuatan videografis tersebut dikoordinasikan dengan 
Bagian Televisi dan Radio Parlemen dan Bagian Media Cetak dan 
Media Sosial, meliputi naskak berikut pertanyaannYa, konten yang 
menyusun adalab pegawai Puspanlak UU, akan diambil gambar 
kepada Kapus Panlak UU, setelah itu akan dilalcukan review, 
pengisian suara video yang bisa dan pegawai di Puspani.ak UU 

maupun orang lain. 

Produk Keterangan DPR RI sudah disusun dalam bentuk infografis 
dan akan diunggah dalam medsos DPR RI. Konsten infografis 
Keterangan DPR RI disusun oleh pegawal Puspanlak UU jika perlu 
tampilan yang lebib menanik perhatian rnasyarakat bisa 

diedit/redisigrL oleh Bagian Media Cetak dan Media Sosial dengan 
tidak mengubah konten. Masukan dari Bagian Media Cetak dan 
Media Sosial pada tampilan infografis akan ditambah template 

gedung DPR RI dan akun medsos DPR RI. 
Untuk produk Kajian Analisis dan Evaivasi UU yang rnerupakan 
produk internal Puspanlak UU tidak dapat diunggah di medsos DPR 
RI namun akan diunggah di website puspanlakuu.dpr.go.id . Hal mi 



sesuai dengañ konten yang masuk dalam medsos ]DPR RI adalah 

produk DPR RI. 

III. PENUTUP 

Diskusi ditutup pada pukul 15.00 WIB. 

Jakarta, 4 September 2019 
Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, 

1 

Rudi Rocmansvah, S.H., M 
NIP. 1960213.199302.1001 



SEKRETARAT JENDERAL DAN BADAN KEAKLIAN 
s. 

	 DEWAN PERWAKLAN RAKYAT REPUBLJK INDONIESIA 
JLN. JENJERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KOE POS 1027 

TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 15715 925, WEBST. www.dpr.go.id  

DAFTAR FIADIR 
Han Itanggal 	 : Rahu, 4 September 2019 
Waktu 	 : Pukul 13.30 WIB- Selasai 
Tempat 	 : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Lantai 6, Gedung Sekretaria Jenderal DPR RI 
Acara 	 : Rapat Penyusunan Videografis Sirnas Panlak IJU Inografis Keterangan 

DPR dan Infografis Ka ian Analis dan Evaluasi Undang-Undang 
Ketua Rapat 	 : Rudi Rochrnansyah, S.H., M.H. 

NO N NGAN 

 Rudi Roclimansyah, S.H., Md-I. 

JABATkq

tauan Kepala Pusat Pe 
Pelaksanaan Unda  

4NDAT-,A 

 Dahliya Bahnan, S.H., M.H. Kasubag TU. Pusat  

 Poedji Poenanti, S.H. Analis KebUakan Pertarna 

 Hariyanto, S.H. 
Kordinator Bidan 	Peraturan 

Pelaksana 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPLJBLIK ENDONESIA 
12M 	J--)~--  

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE P05 10270 3 
TELF. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715423/5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id  

NOTA DINAS 

No.: PL.021904/SETJEN DAN BK DPR RI/09/2019 

Yth. 	: Kabid Data dan Teknologi Informasi 

Dari 	Kabid Pelaksanaan DikIat 

Hal 	: Permohonan dukungan Tim IT 

Tanggal 	: 6 September2019 

Bersama ini diberitahukan bahwa CFNS Tahun 2019 Angkatan III sedang 

melaksanakan agenda Habituasi dan ditugaskan untuk membuat Rancangan 

Aktuallsasi. 

Sehubungan dengan hal itu, mohon bantuan Saudara kiranya dapat 

menugaskan 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil di Bidang Data dan Teknologi 

Informasi, yaitu: 

No Nama/NIP Jabatan 

 Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc. Pranata Komputer Muda 
NIP. 198008132009121001  

 Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I. Pranata Komputer Madya 
NIP. 198210032009121001  

untuk memberikan bimbingan dalam rangka koordinasi dengan Peserta Latsar 

Angkatan III untuk meminimalisir kesalahan dalam penggunaan infrastruktur digital 

dibawah pengelolaan Bidang Data dan Teknologi Informasi, berikut nama-nama 

terlampir yang membutuhkan bimbingan tersebut pada tanggal 10 September 2019 di 

Ruang Rapat Pusdiklat Iantai 4. 

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

Kabid Pelaksanaan Diklat, 

c1 
Rusmanto, S.., M.H. 
NIP. 19711211997031001 



Lampiran Nota Dinas No.: PL.02/904/SETJEN DAN BK DPR R1!09/2019 

Daftar Nama CPNS Latsar Angkatan Ill yang Berkoordinasi dengan BDTI 

No. Nama Jabatan  

Kurnia Owl Rachman 
Anahs Pengaduan Masyarakat 

2 
Fadhiiah Afifah 

Analis Data dan informasi 

Antonius Samturnip 
Anahs Hukum 

Nanda Ainun Octafiani 
Penyusun Bahan Kebijakan 

Trisuharto Clinton 
Analis Hukum 

Andi Yuhyanto 
An ails Tata Usaha 

Nindah Warachmah Suharji 
Analis Data dan Informasi 

8 
Aifi Widoretno 

Jurnalis 

Intan Sasya Menlia 
Analis Dikiat 

10 
Satrio Arga Effendi Analis Anggaran Pendapatan can Belanja 

Negara Ahii Pertama 
Rizki indra Kurniawan 

11 Anahs Kepegawalan Pertama 

12 NurSaban AlifAbyan 
Pamong Budaya Pertama 

13 
Rizki Emil Birham 

AnaUs Hukum 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id  

DAFTAR HADIR RAPAT AKTUALISASI DEN GAN BDTI 

Pusdiklat, 10 September 2019 

No Nama Unit Tand 
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40 	 SEKRETAR[AT JENDERAL DAN BADAN KEAKL[AN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPLJBL[K [NDONES(A 

JLNZ JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 15715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id  

LAPO RAN SINGKAT 
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAK tJU 
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI 

Hari/tanggaJ 	Selasa, 24 September 2019 
PukuJ 	 10.00-11.00 WIB 
Tempat 	: Ruang Rapat Puspanlak UU, Lt. 6, Ruang 608, Gedung 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian IDPR RI 
Ketua Rapat 	: Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 
Acara 	 : Rapat terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU dengan BDTI 

Peserta Rapat 
Pranata Komputer Madya; 

Analis Hukum; 

PPNPN Analis Huknm 

POKOK-POKOK RAPAT: 

I. PENDAHULUAN 

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 10.00 WIB 

LI. PEMBAHASAN 

BDTI menyampaikan bahwa sudab dibuat subdirektori Infografis di 

website Puspanlak UU yang masuk di menu "Produk"; 

Selain itu, BDTI juga menyampaikan bahwa sudah menyediakan 

tempat sekaligus mengunggah videografis Simas Panlak UU di 

website Puspanlak UU dan website Badan Keahlian DPR RI; 

Kepala Puspanlak UU meminta BDTI untuk membuat menu Infografis 

yang terpisah dari menu "Produk". 



T'- 	SEKRETAR[AT JENDERAL DAN BADAN KEAKLIAN 
DEW&N PERWAKILAN RAKYAT REPLJBL[K ENDONESLA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 I 5715 925, WEBSITE www.dprgoJd 

KESIMPULAN: 

1. BDTI akan membuat menu tersendiri untuk Infografis yang terdiri 

dan direktori Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang, Peraturan Pelaksana, Keterangan DPR RI, 

Rekapitulasi Putusan MK, Pasal/Ayat yang Dibatalkan oleh Putusan 

MK, Anotasi Putusan MK, Info Judicial Review, dan lain-lain 

PENUTUP 

Rapat ditutup pada pukul 11.00 WIB. 

Jakarta, 24 September 2019 

Mengetahui, 

Kepala Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang 

S.H.. M.H. 

NIP. 1990213.199302.1001 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
JL JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715349 FAX. (021) 5715423 /5715295 WEBSITE : www.dpr.go.id  

DAFTAR HADIR 

Han /tanggal 	 : Selasa, 24 September 2019 
Waktu 	 Pukul 10.00 WIB- Selasai 
Tempat 	 Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaaii Undang-Undang 

Lantai 6, Gedung Sekretaria Jenderal DPR RI 
Acara 	 : Pembahasan Aktua[isasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 

Puspanlak Undang-Undang 
Ketua Rapat 	 Rucli Rochmansyah. SF1., M.H. 

T1TGN 

L 
Kepala Pusat Pemantauan  Rudi Rochmansyah, S.11,  M.H. Pelaksanaan Undang-Undang 

Baan, S.H., M.H. 
Kepala SubbagianTata Usaha  Dahliya 

1) 
 Poedji Poerwanti, S.H. Analis Kebi akan Perta.ma 
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p SEKRETARLAT JENDERAL DAN B&DAN KEAE-(L[AN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPLJBL(K INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423! 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id  

LAPORAN SINGKAT 
RAPAT PEMEAHASAN AKTUALISASI PELATHAN DASAR 

CPNS PtJSPANLAK UU 
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI 

Hari/tanggal 	: Selasa, 24 September 2019 
Pukul 	 : 11.00-12.30W13 
Tempat 	 Ruang Rapat Puspanlak UU, Lt. 6, Ruang 608, Gedung 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 
Ketua Rapat 	: Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 
Acara 	 : Rapat terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU 

Peserta Rapat 
Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan UU; 

Koordinator Bidang Peraturan Pelaksanaan UU; 

Analis Hukum; 

PPNPN Ana]is Hukum 

?OKOK-POKOK RAPAT: 

PENDAHtJLUAN 

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 11.00 WIB 

PEMBAHASAN 

1. Pemaparan internal dimulai dari presentasi CPNS atas nama 

Antonius Samturnip dengan judul aktualisasi cPenyajian  Infografis 

mengenai Kajian, Analisis, Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang". Adapun yang bersarigkutan mendapatkan 

masukan dari analis hukum, antara lain: 

Mengubah warna yang terdapat dalam grafik lingkaran dalam 

infografis data narasumber; 

Penlu diperhatikan lagi rumusan penghitungan presentase grafik 

infografis data narasumber; 

Agar memperhatikan penyusunan kalimat yang digunakan dalam 

memuat informasi yang terdapat dalam infografis. 



SEKRETAR[AT JENUKAL L.JAN 
EWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK fNDONES(A 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id  

Pemaparan dilanjutkan oleh Sdr. Trisuharto Clinton dengan judul 
aktualisasi "Penyajian Infografis Keterangan DPR RI Atas 
Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945". Adapun yang bersangki.itan mendapatkan 
masukan untuk mengubah redaksional "a quo" menjadi sesuai 

dengan pasal. yang dimaksud. 

Pemaparan dilanjutkan oleh Sdr. Rizki Emil Birham dengan judul 
aktualisasi "Videografis Simas Panlak UU". Adapun yang 
bersangkutan mendapatkan masukan untuk menyisipkan redaksi 

"apabila terdapat undang-undang yang tidak implementatif atau 
efektif atau sudah tidak sesual dengan kebutuhan hukum 

masyarakat dalam videografis Simas Panlak UU. 

III. KESIMPUL&N: 
Setelah sosialisasi dan perbaikan dilakukan oleh para presenter, 

output dimaksud akan diupload secepatnya. 

I'.T. PENtJTUP 

Rapat ditutup páda pukul 12.30 WIB. 

Jakarta, 24 September 2019 

M engetahui, 

Kepala Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang 

S.H., M.H. 

NIP. 196*213.1993O2.1OO1 



DAFTAR HADIR 
RAPAT PEMAPARAN INFO GRAFIS KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALIJASI PEMANTAUAN 

PELAKSANAAN im, INFOGR.AFIS KETERANGAN DPR RI, DAN 
VIDEOGRAFIS SIMAS PANLAK U[J 

Tanggal 	: Selasa, 24 September 2019 
Waktu 	14:00 s.d. 15:00 WIB 
Tenapat 	: Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI 
Acara 	: PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASARCALON PEGAWAI 

NEGEPJ SLPIL PUSPANLAK LJU 

'EANDA TANGAN 
Ruth Rochmansyaka, S.H., M.H. Kepala Pusat Pemantauan 1. 

Pelalcsanaan Undang-Undang 

 DabBya Baan, S.H., M.H. Kepala Subbaan Tata. Usaha 2. 

 Hariyanto, S.H. Koordinator Bidang Pemantauan 3. 	., 
Peraturan Pelaksanaan IJndang- 
Undang 

 
__________________________ 

Poedji Poean, S.H., M.H. Koordinator Bidang Pemantauan 4. 
Pelaksanaan Undang-Undang 

 Yudarana Sukao Putra, Perancang Peraan Penmdang- 5. 
S.H., LLM Undansan Pertama __________ 

L Nur Azizah, S.H., M.K. Analis HuIrum  

 Maulidia Novita, S.H., M.Si. Analis Hukum 

 Ester Yolanda Friska, S.H., Analis Hukum - 

 Reza Azha, S.H., LL.M. Analis Hulnam 	
1 

9. 

 Ira Chandra Puspita, S.H., Ana]is Hukum 10. 

 Yosa Jeremia Donovan, S.H., Analis .Hu] 1 

 
MH 
Bintang WicalisonoAjie, S.H., AnaJis Hukim 12. 
M.H. 

 Pufri Ade Norvita Sari, S.H., Analis Hukum 13. 
M.H.  

 Anisa Rahmasari, S.H. Analis Hukum 14. 
- 

1E Antonius Samturnip,S.FL Analis Hukuin 

 Refaini Hasna Ghassani, S.H. AnaJis Hukim 16. 

 Rizki Eniii Birham, S.H. Anaiis Hukum 17.-4/ 	- 

 Tnsuliao Clinton, S.H. Analis Hukum 18Y 

 S. Agus Trimarawulan, S.H. Analis Hukum 10 

 Pinanti Mega Dewanti, S.H. Analis Hukum 

2t 



- 

21. 	Rr. Lucia P Devi Da=ayanti 
Yumsu, S.H., M.Kn.  

Anis Huhum 21. 

22.  1 Mega Irianna Ratu, S.H., MBA Analis Hukum 
22,Ii 

23. Yodia Surya Nugraha, S.H. Analis Hukam 23. 

24. Jin Fer Sitmnnorang, S.H. 	1 Analis Hukum 24. 

25. Dita Putri Utami, S.H. Analis Hukmn 25. 

26. \7idy Fauzizali Sampurno, S.H. Analis Hukum 26t( ¼' 

27. Rahmani Auk, S.H. Analis Hukum 27. 

 
- 

 

Muhammad.YusufWah3fllth, 

hula Rachmawati, S.H. 
S.H. 

 

Analis Hukum 

Analis Hukura 29. 

28. 

30. Sanela Amalia Puul, S.H. Analis Hukum 30. 

 Saniudi Staff 	 . 

 Supian, S.E. Staff 32. 

 Man Yohannes Staff 33. 1 

 Atis Jaelani Staff 34  

 Nadia Septyana Staff 35. 
 

 Suy Leginasari Staff 
j 

36. 

 Risdatu Sa'diah Pramubakti 37. 

 Budi Santoso Pramubaku 38/ 

 Moh. Pdko Pramubakti 39. 

 Muaramar Itadafi Pramubakd 40. 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPIXBLIK INDONESIA 

KETERANGAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUUK ZND03TESIA 

ATAS 

PERMOHONAN PENGUJIAN PATERIIL 

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAX BUM! DAN 
BANGUNAN JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAffUN 1994 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 
TENTANG PAJAK BUMI DAN EATIGUNAN 

TERHADAP 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK mDONESaA TAHUN 1945 

DALAM PER}ARA NOMOR: 3/PUU-/218 

Jakarta, 13 Maret 2018 

I 	KepadaYth: 
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Di Jakarta 

Dengan hormat, 

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/111/2015-
2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepacia Anggota Komisi 
UI DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya 
Panjaitan, SR., MR. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SR., 
MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) 
Arteria Dahian, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197} ; Dr. Ir. H. Adies Kadir, 
SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Jr. Sufmi Dasco Ahmad, SR., MH., 
(No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MR., (No. Anggota A-437) 
Muslim Ayub, SH.MM  (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. 
(No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul 
Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiquihadi, M.Si. (No. Anggota 
A-19) ; H. Sarifudcljn Sudding, SR., MH. (No. Anggota A-559), clalam hal irii 
balk secara bersama-sama maupun sencliri-sendir.i bertinclak untuk clan 
atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk 
selanjutnya disebut ---------------------------------------------------------- DPR RI. 
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Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia (selanjutnya disebut MK), penihal kepada DPR RI untuk 

menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait 

dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nornor 12 Tahun 

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo. Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UndangJJndang Nomor 12 Tahun 

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya clisebut UU Pajak 

Bumi dan Bangunan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang 

diajukan oleh: 

1. 	Nama : 	 Jestin Julian 
Tempat/tanggal lahir Jakarta, 15 Februari 1999 

Kewarganegaraan : 	 WNI 
Pekerjaan Mahasiswa 
Alamat Ji. Sunter Karva Biok HA6 No. 6, 

Stinter Agung, Kota Jakarta Utara, 
DKT Jakarta. 

Bertindak untuk clan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut 

-------------------- Pemohon I 

2 	Nama Agus Pravogo 
Tempat/ tanggal lahir Jakarta, 9 September 1966 
Kewarganegaraan WNI 
Pekerjaan Karyawan Swasta 
Alamat 	 : JI. 	Cempaka 	Putih 	Tengah 	IIA/ 14, 

Kelurahan 	Cempaka 	Putih 	Timur, 
Kecamatan Cempaka Putih, 
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 

Bertindak untuk dan atas narna diri sendiri dan keluarganya (Keluarga 

Besar Ny. Hj. Latini), untuk selanjutnya disebut -------------- Pemohon U 

3 Nama 	 Nur Hasan 
Tempat/tanggal lahir 	Jakarta, 15 Juli 1953 
Kewarganegaraan 	WNI 
Pekerjaan 	 : 	Pensiunan 
Alamat 	 : 	Komplek DKI Biok c_i No.6 

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut 

----------------------------------
------------------------

Peinohon III 

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon 11, dan Pemohon Iii disebut sebagai 

---------------------------------
----------------------

PARA PEMOHON. 

Dengan mi DPR RI menampaikan keterangan terhadap permohonan 

pengujian materiil UU Pajak Bumi dan Bangunan terhadap UUD Tahun 

1945 dalam perkara nornor 3 / PUU-XVI/ 2018 sebagai berikut: 
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A. KETENTUAN UU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DMOHONKAN 
PENGUJIAN TERHADAP TJUD TAHUN 1945 

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas 

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Pajak Bumi Dan Bangunan yang 

berketentuan sebagai berikut: 

Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UU Pajak Bumi Dan Bangunan 

Yang menjadi Subyek Pajak czdalah orarig atau badan yang secara 

nyata mempunyai suatu hak atas bumi, clari/ata-u memperoleh 

manfaat Was bumi dan/atau memiliki, rnenguasai, dan/atau 

rnemperoleh manfaat atas bangunan. 

Subyekpajak sebagczimana dimaksud daLam czyat (1) yang dikenakan 

kewajiban membayar pajak menjczdi Wajib Pajak menurut Undang- 

undang mi. 

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTTUSONAL PARA PEMOHON 

YANG IMANGGAP TELAH DIRUGKAN OLE} EERLAKUIYA PASAL 4 

AYAT (1) DAN AYAT 2) LW PAJAK EUMI DAN ANGUNAN 

Para Pemohon dalarn permohonannya mengemukakan bahwa hak 

konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal-
pasal a quo yang pada intinya adalah sebagai berikut: 

Bahwa keberadaan Pasal a quo yang memerintahkan para subjek pajak 

untuk wajib membayar pajak humi dan bangunan, yang karena 

memberatkan, mernberi kemungkinan besar untuk seseorang kehilangan 

hak atas suatu tanah bask yang akan diperoleh ataupun yang sudah 

diperoleh, yang dalam kasus mi dialami oleh Para Pemohon. 
(Vide Perbajkan Permohonari Pemohon hal. 8) 

Bahwa pasal a quo dianggap Para Pernohon bertentangan dengan 

Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagal berikut: 

Pasal 28H ayat (1) UUD Tun 1945 

Setiap orany berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
h 	memperoleh pelayanan kesehatan. 

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Para 

Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai 
berjkut: 

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk .siuruhn\'a; 

Menyatakan Pasaj 4 ayat (1) dan (2) UU PBB bertentangan dengan 

Pasal 281-I ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak rnernpunyai kekuatan 
hukum; 

) 
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DEWAN FERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

KETERANGAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIK INDONESIA 

ATAS 

PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL 
UNDANG-UNDANG REPUELIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1992 

TENTANG DANA PENSIUN 

TERBADAP 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 

DALAM PERKARA NOMOR: 59JPUU-XVI/2018  

Jakarta, 15 Nopember 2018 

Kepacia Yth: 
Kea Mahkamah Konstusi Republik Indonesia 

) 	di Jakarta 

Dengan hormat, 

) 	 Berciasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/I11/2015- 

2016 tanggaJ 18 JErnuari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi 

III DPR RI yaitu: Drs. Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya 
Panjaitan, SH., MM. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., 

MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SM. (No. Anggota A-459) 
Errna Suryani Ranik, SM (No. Anggota A-446); Arteria Dahian, ST., SM., MH. 

(No. Anggota A-197) ; Dr. Jr. H. Adies Kaclir, SM., M.Hum. (No. Anggota A- 

)  282) ; Dr. Jr. Sufrni Dasco Ahrnad, SM., MM., (No. Anggota A-377) ; Didik 

Mu1ianto, SM., MM., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota 

A-458) ; H. Abdu] Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar 
Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SR., M.Si. (No. AnggotaA-528) 

Drs. TaufiquJhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SM., 
MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ml balk secara bersama-sama maupun 

,1 ' ., 	'i 	 0 • 	 •0 	 . 	 .- 1,-,r.. f 
- 	 ....... 	 . 	 L. 	 ,.. 	 .. 	 L&fl.SLLaA L 

Repubhk Indonesia, untuk selanjutnya disebut------------------------- DPR RI. 
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Sehubungan dengan surat darl Mabkamah Konstitusi Republik 
Indonesia (MK) terkait dengan permohonan pengujian materiil Unclang-
Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (selanjutnya disebut 

•  UU Dana Pensiun) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya clisebut UUD Tahun 1945) yang 

diajukan oleh: 

Nama 	 Muhammad Helmi Kamal Lubis 
) 	 Pekeajaan 	 Swasta 

Alamat 	 : •Jl. H. Ramli Selatan No. 59 Rt.004/003, 
Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, 

DKI Jakarta 

) 
	

Dalam hal mi Pemohon cliwakili oieh kuasa hukumnya, yaitu: 

Ahmad Bay Lubis, S.H., M,H., 
AkmalHidayat,S.H.,M.H., 
Dedv Setvawan S.H. 

Yang seluruhnya adalah Advokat dan/atau Pengacara pada Law Office 
LUBIS-AGAMAS & PARTNERS, yang berkantor di Jakarta, Ji. Jambrut 

No. 16, Kelurahan Kenani, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DEl Jakarta, 
berdasarkan Surat Kuasa Ehusus tertanggal 29 Mei 2018. 

untuk selanjutnya disehut sebagai ------------------------------------- Pemolion. 

I.) 

Dengan. mi DPR RI menyampaikan keterangan terhadap 
permohonan pengujian materiil UU Dana Pensiun terhaclap UUD •Tahun 
1945 dalam perkara nomor 59/PUU-XVI/2018 sebagai benikut: 

A. Ketentuan UU Dana Pensiun Yang Dimohonkan Pengujian Terbadap 
UUD Tahun 1945 

Pemohon dalam permohonan mengajukan pengujian Pasal 29 
huraf a, Pasal. 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) LTU Dana Pensiun yang 
berketentuan sebagai berikut: 

Pasal 29 huruf a UU Dana Pensiun: 
"Keicayaan Dana Pensiun dihimpun dan: 
a. zuranpembei-z lcenja; 
b..... ,'..  

Il 



Pasal 52 ayat (1) huruf a IJU Dana Pensiun: 
"Setiap Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala 
mengenai kegiatannya kepada Menteri yang terdiri dari : (a) laporan 
keuangan yang telah diaudit oleh akuntan pub Ilk." 

Pasal 52 ayat (4) UU Dana Pensiun: 
"Dalam ran gka pemeriksaan Langsung sebagalinana dimaksud 
dalam ayat '2) Menteri dapat rnenunjulc cilcuntan pub ilk dan/ atau 
aktuaris." 

B. Hak danJatau Kewenangan Konstitusional Pemohon Yang Dianggap 
Dirugikan Oleh Berlakunya Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) buruf 
a dan Pasal 52 ayat (4) TJtJ Dana Pensiun 

Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak 
konstitusionalnya teiah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya 
ketentuari Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat 
(4) UU Dana Pensiun sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya 
yang pada intinya sebagai berikut: 

Bahwa Pemohon aclalah perorangan Warga Negara Indonesia yang 
hak-hak kosntitusionalnya telah dirugikan oieh beriakunya Pasal 29 
huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) TJU Dana Pensiun; 

) (vide perbaikan permohonan, hIm. 4, poin II, angka 5). Bahwa pada 
saat Pemohon merijabat sebagai Presdir DP Pertamina ternyata Badan 
Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disingkat BPK) melakuikan 

) 

	

	
pemeriksaan investigatif terhadap DP Pertamina, khususnya terkait 
dengan pembelian saham PT. Sugih Energy, Tbk. oleh DP Pertamina 

) 

	

	 di pasar saham Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 dan 2015. 
(vide perbaikan permohonan, him. 5, angka 8 

Bahwa pemeriksaan BPK dan tuduhan korupsi keuangan negara di 
DP Pertamina yang dituijukan kepada Pemohon berawal dari adanya 

) audit BPK dan pemahaman bahwa kekayaan DP Pertamina adalah 
bagian darl kekayaan negara. Hal mi terjadi karena norma hukum 
yang terdapat pada Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan 
ayat (4) UU Dana Pensiun tidak jelas dan multi tafsir. (vide perbaikan 
permohonan, him. 6, angka 12). 

11 
Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonan beranggapan pasal- 

pasal a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat 
(1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: 

1. Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945: 
Segala warga negara bersamaan lcedudukannya di daiam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pernerintahan itu 
ciengan tidak ada kecuaiinya 

Ii 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLEK INDONESIA 

KETERANGAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPTJBLIK INDONESIA 

ATAS 

PERMOHONAN PENGIJJIAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG 

03 	 PEMILIHAN UMUM 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

DALAM PERKARA NOMOR: 71/PUU-XVIJ 2018 

Jakarta, 10 Desember 2018 

KepadaYth: 
Ketua Mahkarnah Konstitusi Republik Indonesia 
Di Jakarta 

1) 
Dengan hormat, 

32 
Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-

2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Kornisi 
) III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya 

Panjaitan, SH., MN. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SI-f., 
MH. (No. Anggota A376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) 
Arteria Dahian, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; Dr. Jr. H. Adies Kadir, 
SH., M.I-ium, (No. Anggota A-282) ; Dr. Jr. Sufrni Dasco Ahmad, SH., MH., 
(No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SI-I., MH,, (No. Anggota A-437); H. 
Muslim Ayub, SH.,MM (No. Anggota A-458) ; Dr. H.M. Anwar Rachman, MN 
(No. Anggota A-73) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A- i 19) ; H. Arsul 
Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiquihadi, M.Si. (No. Anggota 
A-19) ; Samsudin Siregar, SH.(No. Anggota A-547), dalam hal mi balk secara 
bersamasama maupun sendiri-sendiri bertindak urituk dan atas nama 
Dewari Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disehut --
----------------------------------------------------------------------------------- DPR RI. 
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Sehubungan dengan surat darl Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia (selanjutnya disebut MK), terkait dengan permohonan pengujian 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
(selanjutnya disebut dengan UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tabun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 

) 	
1945) yang diajukan oleh: 

Dorel Almir, usia 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta, seianjutnya disebut 
dengan----------------------------------------------------------------- Pemohon I; 
Abda Khair Mufti, usia 49 tahun, pekerjaan karyawan, selanjutnya 
disebut dengan ------------------------------------------------------ Pemohon II; 

3 Muhammad Hafidz, umur 38 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, 
selarijutnya disebut dengan -------------------------------------- Pemohon Ill. 

Dalam hal mi bertindak sehagai perorangan, selanjutnya secara 
bersama-sama disebut dengan ------------------------------------ Para Pemohon. 

Dengan mi DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan 
pengujian UU Pemilu terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 
71 /PUU-XVI/20 18 sebagai herikut: 

A. KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJJAN 
TERHADAP UUD TAHUN 1945. 

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan 
pengujian Pasal 326 UU Pemilu yang clianggap bertentangan UUD 
1945, khususnya Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Bahwa isi 
ketentuan Pasal 326 UU Pemilu adalah sebagai benikut: 

Pasal 326 
Dana Kampanye yang berasal dan pihalc lain sebagaimana di7flakStld 
dalam Pasal 325 ayat (2) hunf c benpa sumbangan yang sah menurut 
hukum dan bersfat tidak men gikat dan dapat berasal dan 
perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau baclan usaha 
nonpemenntah. 

E. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG 
_ 	 DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH EERLAKUNYA 

KETEN'FUAN A QUO UU PEMILU 

Bahva Para Pernohon clalam permohonan a quo mengemukakan 
bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh 
herlakunya ketentuan a quo UU Pemilu yang pada intinya Para 
Pernohon sebagai perseorangan Wanga Negara Indonesia yang 
diberikan hak konstitusional oleh Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. 
Menunut Para Pemohon, Pasal 326 UU Pemilu berpotensi menimbulkan 
kerugian, terkait dengan tidak adanya pengaturan mengenai batasan 
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KETERANGAN 
DEWAN PERWAKIL,AN RAKYAT REPTJBIK INDONESIA 

ATAS 

PERMOHONAN PENGUJIAN TJNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 

TENTANG TELEKOMUNIKASI 

TERHADAP 
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPtJBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 

DALAM PERKARA 
NOMOR: 94/PUU-XVI/201 8 

Jakarta, 21 Januari 2019 

Kepada Yth: 
Ketua Mahkamali Konstitusi Republik Indonesia 
Di Jakarta 

Dengan hormat, 

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-
2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi 

III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya 
Panjaitan, SH., MH, (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., 
MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) 

Emia Suryani Ranik, SH (No. Anggota A-446) ; Arteria Dahian, ST., SH., 

MH. (No. Anggota A-197); Dr. Jr. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota 

A-282) ; Dr. Jr. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik 

Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH.MM  (No. 

Anggota A-458) ; Dr. H.M. Anwar Rachman, SH.,MH (No. Anggota A-73) ; H. 

Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. 
Anggota A-528) ; Drs. Taufiquihadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; Samsudin 

Siregar, SH (No. Anggota A-547), dalam hal mi balk secara bersama-sama 

maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut --------------- DPR RI. 

Sehubungan dengan surat dari Mahkamab Konstitusi Republik Indonesia 
(MK) kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di 
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persidangan MK terkait dengan permohonari pengujian materiil Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya 
disebut UU Telekomunikasi) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) 
yang diajukan oleh: 

Nama 	 : Sadikin Arifin 
Pekerjaan 	: Penterjemah 
Kewarganegaraan 	Indonesia 

Yang dikuasakan kepada Ma'ruf, S.H., Raynov Tumorang P, S.H., M. Afif 
Abdul Qoyim, S.H., advokat dan asisten advokat dari Perkumpulan 
Lembaga Bantuan 1-lukum Masyarakat yang bertindak balk bersama-sama 
ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemohon berdasarkan Surat 
Kuasa Khusus, untuk selanjutnya disebut sebagai----------------- PEMOHON 

Dengan mi DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan 
pengujian UU Telekomunikasi terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara 
Nomor 94/ PUU-XVI / 2018 sebagai berikut: 

A. KETENTUAN UU TELEKOMUNIKASI YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
PERHADAP UUD TAHUN 1945. 

Bahwa Pemohon dalam perm ohonannya mengaj ukan pengujian 
Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yang dianggap bertentangan dengan 
Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Bahwa isi 
ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi adalab sebagai berikut: 

Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi 
"Untuk keperluari proses peradilan pidana, penyelenggara jasa 
telekomunikasi dapat merekam informasi yang diki rim dan atau 
diterima oleh pen yelenggara jasa telekomtrnikasi serta dapaL 
memberikari informasi yang diperlukan atas: 
Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu ;  
Permintaan pen yidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan 
ketentuan Undang-undang yang berlaku" 

B. HAK DAN/ATATJ KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG 
DIANGGAP DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU 
TELEKOMUNIKASL 

Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa 
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telab dirugikan dan 
dilanggar oleh berlakunya pasal a quo UU Telekomunikasi yang pada 
intinya sebagai benikut: 

Bahwa Pemohon beranggapan bahwa Pasal 42 ayat (2) UU 
Telekomunikasi hanya membatasi subjek hukum yang dapat 
memperoleh rekaman percakapan pada: (i) Jaksa Agung dan atau 
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KETERANGAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIK INDONESIA 

11 

PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 
TENTANG PEMILIHAN tJMtJM 

TERHADAP 
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPtJBLIK INDONESIA 

TAHTJN 1945 

DALAM PERKARA 
NOMOR: 93/PUU-XVI/ 2018 

Jakarta, 17 Januari 2019 

Kepada Yth: 
Ketua Mabkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Di Jakarta 

Dengan hormat, 

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-
2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi 
III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya 

Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., 

MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) 
Erma Suryani Ranik, SH (No. Anggota A-446) ; Arteria Dahlan, ST., SH., 
MH. (No. Anggota A-197); Dr. Jr. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota 

A-282) ; Dr. Jr. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik 
Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH.MM  (No. 
Anggota A-458) ; Dr. H.M. Anwar Rachman, SH.,MH (No. Anggota A-73) ; H. 

Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. 
Anggota A-528) ; Drs. Taufiquihadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; Samsudin 
Siregar, SH (No. Anggota A-547) ; dalam hal mi balk secara bersama-sama 
maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut --------------- DPR RI. 
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Sehubungan dengan surat dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
(MK) kepada JDPR RI untuk menghadini dan menyampaikan keterangan di 
persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemillihan Umum (selanjutnya 
disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang 
diajukan oleh: 

1 	Nama 	 : Palaloi, S.H 
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu, 

DKI Jakarta, Periode 2013-2018 
Selanjutnya disebut ------------------------------------------------ Pemohon I 

2 	Nama 	 : Melianus Laoli 
Pekerjaan/Jabatan : Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gunung 

Sitoli Utara 2019 
Selanjutnya disebut ----------------------------------------------- Pemohon II 

3 	Nama Abdul Rosyid 
Pekerjaan/Jabatan 	: Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gunung 

Sitoli Utara 2019 
Selanjutnya disebut --------------------------------------------- Pemohon III 

4 	Nama Sitefano Gulo 
Pekerjaan/Jabatan Ketua 	Panitia 	Pemilihan Kecamatan 	pada 

pemilihan Kepala Daerah Nias Barat tahun 
2016 

Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon IV 
5 	Nama 	 : Alex 

Pekerjaan/Jahatan 	: Panitia 	Pengawas 	Pemilihan 	Kabupaten 
Mahakam Ulu pada Pemilihan Kepala Daerah 
Tahun 2017 

Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon V 

Pemohon 1 sampai dengan Pemohon V diwakili oleh Para Advokat dan 
pembela yang tergabung dalam Law Firm M.Kamal Singadirata & Rekan, 
balk secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan 
atas nama pembeni kuasa, selanjutnya disebut sebagai -------------------------  

--------------------------------------------------------- Para Pemohon. 

Dengan mi DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan 
pengujian UU Pemilu terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 
93/PUU-XVI/2018 sebagai berilcut: 

A. KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
TERHADAP UUD TAHtJN 1945. 

Bahwa Para Pemohon dalam perbaikan permohonannya mengajukan 
pengujian atas Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu yang mengatur: 
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Pasal 92 ayat (2) huruf c 

Jumlah anggota: 

c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan 

Beserta Penjelasannya dan Lampirannya terhadap UUD Tahun 1945. 

B. HAK DAN/ATAIJ KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG 
DIANGGAP DIRTJGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU 
PEMILU. 

Para Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak 
dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar 
oleh berlakunya pasal a quo UU Pemilu yang pada intinya sebagai 
berikut: 

Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta 
penjelasari dan lampiran UU Pemilu yang mengatur mengenai anggota 
Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang 
menyebabkan kineija Bawaslu tidak maksimal dan dapat 
berimplikasi terganggu / terab aikannya tahapan penyeienggaraan 
Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1), (2), (3) dan (5) UUD 
TaI-iun 1945. Kendala yang sangat potensial pasti adalab dalam hal 
Bawaslu kabupaten/kota dengan jumlab 3 (tiga) orang akan menjadi 
kendala dalam pelalcsanaan tugas yang dibebankan kepada Bawaslu 
kabupaten/kota (vide Pasal 101 UU Pemilu). Oieh karena itu 
penentuan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/kota berbasis jumiah 
penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrative 
pemerintahan sebagaiman uraian tersebut tidak memiliki 
pertimbangan dan argumentasi hukum yang jelas (vide Perbaikan 
Permohonan him. 19 nomor 13). 

Babwa menurut Para Pemohon, Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta 
penjeiasan dan lampiran UU Pemilu yang mengatur mengenai anggota 
Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (iima) orang 
berpotensi menambah beban kinerja anggota Bawaslu 
Kabupaten/kota yang anggotanya berjumlah 3 (tiga) orang lebih berat 
yang tentunya akan berimplikasi terhadap terganggunya asas 
pelaksanaan pemilu sebagaimaria dimaksud Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 serta berpotensi terganggunya pelaksanaan pemilu sesuai 
prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, 
proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien (vide 
Perbaikan Permohonan him. 26 nomor 20) 
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KETERANGAN 
DEWAN PERWAKLLAN RAKYAT REPtIBLIK INDONESIA 

ATAS 

PERMOHONAN PENGtJJIAN 

tJNDANG-tJNDANG NOMOR 13 TAHIJN 2003 
TENTANG KETENAGAKERJAAN 

TERHADAP 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

DALAM PERKARA NOMOR: 77/PUU-XVI/2018 

Jakarta, 21 November 2018 

Kepada Yth: 

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Di Jakarta 

Dengan hormat, 

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-

2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi 

III DPR RI yaitu: Drs. Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya 

Panjaitan SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., 

MR. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) 

Erma Suryani Ranik, SH (No. Anggota A-446); Arteria Dahian, ST., SH., MH. 

(No. Anggota A-197) ; Dr. Jr. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-

282) ; Dr. In Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik 

Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota 

A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar 

Al Habsy (No. Anggota A- 119) ; H. Arsul Sani, SR., M.Si. (No. Anggota A-528) 
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Drs. Taufiquihadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., 

MH. (No. Anggota A-559), dalam hal mi balk secara bersama-sama maupun 

sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut ------------------------- DPR RI. 

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi (selanjutnya 

disebut MK) Republik Indonesia, terkait dengan permohonan pengujian 

materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 

Tahun 1945) yang diajukan oleh: 

Nama 	: Kim Nam Hyun 

Jabatan 	: Direktur Utama PT. Manito World 

Yang memberikan kuasa kepada Banua Sanjaya Hasibuan, SH, MH 

dkk yang merupakan advokat/konsultan hukum pada kantor Banua 

Sanjaya Hasibuan, SH, MH and Partners. Untuk selanjutnya disebut --------- 

---------------- ----------------------------------------------------------------- Pemohon 

Dengan mi DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan 

pengujian mateniil UU Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945 dalam 

perkara nomor 77/PUU-XVI/2018 sebagai berikut: 

A. KETENTUAN UiJ KETENAGAKERJAAN YANG DIMOHONKAN 
PENGTJJIAN TERHADAP UTJD TAHUN 1945 

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 

172 UU Ketenagakerjaan yang dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 

1945. 

Bahwa isi ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan adalah sebagai 

benikut: 
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Pasal 172 

Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat 

aki bat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah 

melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan 

hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 

156 ayat (2), uang pen ghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 

ayat dan uangpengganti hak .7 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4). 

B. HAK DAN/ATATJ KEWENANGAN KONSTITtJSIONAL YANG DIANGGAP 

PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA Uti 

KETENAGAKERJAAN 

Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak 

konstitusionalnya telah dirugikan dan dilai -iggar oleh berlakunya UU a 

quo yang pada intinya sebagal berilcut: 

Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan tidak 

memiliki kepastian hukum tentang bagaimaria seorang dianggap 

sakit yang berkeparijangan yang benar-benar dapat dinyatakan 

tanpa adanya keterarigan rekam medis atau keterangan resmi sakit 

dari rumab sakit maupun analisa ilmiah yang nantinya bisa 

menimbulkan masalah baru dikemudian han. Oleh karena hal 

tersebut, Pasal 172 UU Ketenagakerjaan dimohonkan oleh 

Pemohon untuk direvisi atau ditarnbahkan kata-kata "rekam medis 

darl kedokteran atau keterangan resmi dari rumab sakit', agar 

tidak ada permasalahan bagi para pekerja dan para pengusaha 

dikemudian han. (vide perbaikan permohonan, angka 6) 

Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

otomatis Pemohon ataupun para pengusaha atau perusahaan wajib 

membayar para pekerja yang putus kerja dengan menggunakan 

bunyi Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan walaupun tidak melampirkan bukti rekam medis 

ataupun surat keterangan resmi sakit dan Rumah Sakit dan 
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KETERANGAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

ATAS 

PERMOHONAN PENGUJIAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTtJKAN 

KABUPATEN B1JTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

TERHADAP 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

DALAM PERKARA NOMOR: 24/PTJU-XVI/2018 

Jakarta, 3 Desember 2018 

Kepada Yth: 
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Di Jakarta 

Dengan hormat, 

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-
2016 tanggal 18 Januari 2016, telab menugaskan kepada Anggota Komisi III 
DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, 
SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. 
Anggota A-376); Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Erma Suryani 
Ranik, SH (No. Anggota A-446); Arteria Dahian, ST., SH., MH. (No. Anggota A-
197) ; Dr. Jr. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Jr. Sufmi 
Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., 
(No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir 
Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-
119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. AnggotaA-528) ; Drs. Taufiquihadi, M.Si. 
(No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), 
caIam hal mi balk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak 
untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk 
selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------ DPR RI. 

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia (MK), perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan 
menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan 
pengujian materiil Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (selanjutnya disebut Lampiran UU Pembentukan Kab 
Buton Selatan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh: 
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Nama 	 MUH. BASLI ALl 
Warga Negara 	: Indonesia 
Pekerjaan 	 : Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar 

Alamat 

	

	 Ji. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Kab. Kep 
Selayar, Sulawesi Selatan 
Selanjutnya disebut------------------- Pemohon I 

Nama 	 : MAPPATUNRU, S.Pd 
Warga Negara 	: Indonesia 
Pekerjaan 	 : Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 
Alamat 	 : Dusun Pariangan Selatan, Desa Harapan, Kec. 

Bontosikuyu, Kab. Kepulauan Selayar, 
Sulawesi Selatan 
Selanjutnya disebut ----------------- Pemohon II 

Dalam hal mi diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu: 
Andi Liling, S. H 
Saenuddin P, S.H 
Moh. AlFatab Alti Putra, S.H, M.H. 
Karisman Pratama, S.H., M.H. 

Yang kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Andi Liling, S.H. & 
Rekan, yang berlamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 30, Kota Parepare, 
Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 
02/SKK/AL/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018, baik secara sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa 
untuk selanjutnya disebut sebagai--------------------------------- Para Pemohon 

Dengan mi DPR RI menyarnpaikan keterangan terhadap permohonan 
pengujian materiil atas Lampiran UU Pembentukan Kab Buton Selatan 
terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalani perkara nomor 24/PUU-XVI/2018 
sebagai berikut: 

A. KETENTUAN LAMPIRAN UU PEMBENTUKAN KAB BUTON SELATAN 
YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas 
Lampiran UU Pembentukan Kab Buton Selatan, sebagai berikut mi: 
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B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP 
PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA LAMPIRAN 
UU PEMBENTUKAN KAB BUTON SELATAN 

Bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan 
bahwa hak konstitusionalnya telab dirugikan dan dilanggar oleh 
berlakunya UU a quo yang pada intinya sebagai berikut: 

Babwa berlakunya Lampiran UU Pembentukan Kab Buton Selatan di 
Provinsi Sulawesi Tenggara, berupa peta wilayah Kabupaten Buton 
Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menggambarkan Pulau 
Kakabia dengan sebutan Puiau Kawi-Kawia sebagai bagian dari wilayah 
Kabupaten Buton Selatan adalah bertentangan dengan Peraturan 
Menteri Dalarn Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah 
Administrasi Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (selanjutnya 
disebut dengan Permendagri Pulau Kakabia). 
(Vide Perbaikan Permohonan him 6) 

Bahwa Lampiran UU Pembentukan Kab Buton Selatan di Provinsi 
Sulawesi Tenggara yang bertentangan dengan Permendagri No. 
45/2011 oleh. karenanya bertentangan pula dengan Undang-Undang 
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KETERANGAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

ATAS 

PERMOHONAN PENGtJJIAN MATERIIL 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 

TENTANG JALAN 

TERHADAP 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

DALAM PERKARA NOMOR: 15/PUU-XVI/2018 

Jakarta, 12 April 2018 

Kepada Yth: 
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Di Jakarta 

Dengan hormat, 

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-
2016 tanggal 18 Januari 2016, telab menugaskan kepada Anggota Komisi 
III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Ariggota A-245) ; Trimedya 
Panjaltan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaldi Mahesa, SH., 
MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) 
Arteria Dablan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; Dr. Jr. H. Adies Kadir, 
SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Jr. Sufmi Dasco Ahmad, SR., MH., 
(No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SR., MH., (No. Anggota A-437) 
Muslim Ayub, SH. MM (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. 
(No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-i 19) ; H. Arsul 
Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiquihadi, M.Si. (No. Anggota 
A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal mi 
balk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan 
atas nania Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk 
selanjutnya disebut ---------------------------------------------------------- DPR RI. 

Sehubungan dengan surat dan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya 
disebut MK) Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri 
dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan 
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permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
38 Tahun 2004 tentang Jalan (selanjutnya disebut UU Jalan) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 
disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh: 

Nama 
Tempat/Tanggal Lahir 
Pekeijaan 
Kewarganegaraan 
Alamat 

Prof. Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. 
Gorontalo/ 150ktoberl96 1 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
Indonesia 
Jalan Taman Kemang Anyelir, Blok AE 11, 
KP 2, RT 06/035. 

Untuk selanjutnya disebut sebagai ---------------------------- PEMOHON I 

Nama 
Tempat/Tanggal Lahir 
Pekerjaan 
Kewarganegaraan 
Alamat 

Drs. Abdul Ral-iman Sabara, MS. IS, M.H. 
Kendari/ 29 April 1963 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
Indonesia 
Komp. Pamulang Estat F-8/ 14 RT 
004/0 13 Pamulang Timur, Pamulang 

Untuk selanjutnya disebut sebagai --------------------------- PEMOHON II 

Dalam hal mi diwakili oleh kuasa hukumnya yaltu: 
Dr. Arrisman, S.H., M.H. 
Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. 
Slamet Riyanto, S.H., M.H. 
Siti Nur Intihani, S.H., M.H. 
Arifudin, S.H., M.H. 
Ramdani Eka Saputra, S.E., S.H., M.M. 

Yang kesemuanya adalah advokat padakantor hukum "Arrisman & 
Partners", yang memilih domisili hukum di Jalan Batas Pradana 2 No.12 RT 
02 RW 16 Pabuaran Bojonggede, Cibinong - Jawa Barat 16921. 
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2018, baik secara 
sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama 
Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai--------- PARA PEMOHON. 

Dengan mi DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan 
pengujian materiil UU Jalan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara 
nomor 15/PUU-XVI/2018 sebagai berikut: 

A. KETENTIJAN UU JALAN YANG DIMOHONKAN PENGtJJIAN TERHADAP 
UUD NRI TAHUN 1945 
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Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas 
Pasal 50 ayat (6) UU Jalan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 
28D ayat (1) clan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa isi 
ketentuari pasal a quo adalab sebagal berikut: 

Pasal 50 ayat (6) UU Jalan: 

Konsesi pen gusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu 
untuk memenuhi pengenibalian dana investasi dan keuntungan yang 
wajar bagi usaha jalan tol. 

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP 
PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 50 
AYAT (6) tJU JALAN 

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak 
konstitusionalnya teiah dirugikan dan dilanggar oieh berlakunya Pasal 
50 ayat (6) UU Jalan yang pada intinya adalah: 

Bahwa pembayaran jalan tol yang tidak pasti sampai kapan 
diharuskan terus membayar, membuat Para Pemohon merasa 
sangat dirugikan. Ketidakpastian hukum terhadap pembayaran 
jalan tol tersebut membuat Para Pemohon dan masyarakat terbebani 
terus menerus. 
(Vide Perbaikan Permohonan him. 8-9) 
Bahwa masa konsesi jalan tol dalam jangka waktu yang iama dan 
tidak ada kepastian jangka waktunya dalam suatu undang-undang 
sangat potensial dan faktual merugikan hak Para Pemohon dan 
masyarakat pada umumnya dikarenakan negara tidak mampu 
mendayagunakan prasarana untuk kepentingan umum in casu jalan 
toi sebagaimana ditegaskan Pasai 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 
Tahun 1945. 
(Vide Perbaikan Permohonan him. 9) 

Bahwa Pasal 50 ayat (6) UU Jalan dianggap bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang 
berketentuan sebagai berikut: 

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: 
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perLalwan yang sarna dihadapan 
hukum." 

Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: 
"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
rnenguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." 
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KETERANGAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

ATAS 

PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 

2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA 

TERHADAP 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

DALAM PERKARA NOMOR: 14/PUU-XVI/2018 

Jakarta, 267 Juni 2018 

Kepada Yth: 

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Di Jakarta 

Dengan hormat, 

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/II1/2015-

2016 tanggal 18 Januari 2016, telab menugaskan kepada Anggota Komisi 

III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya 

Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., 

MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) 

Arteria Dahian, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; Dr. Jr. H. Adies Kadir, 

SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., 

(No. Anggota A-377) ; Didik Muksianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) 

Muslim Ayub, SH.MM  (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. 

(No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-i 19) ; H. Arsul 

Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiquihadi, M.Si. (No. Anggota 

A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal mi 
baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan 

atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk 

selanjutnya disebut ----------------------------------------------------------DPR RI. 
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Sehubungan dengari surat dari Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia (MK), perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan 
menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan 
pengujian materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentanig Badan 
Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 
Tahun 1945) yang diajukan oleh: 

Nama 	: Albertus Magnus Putut Prabantoro 
Pekerjaan 	: Peneliti Ekonomi Kerakyatan 
Warga Negara : Indonesia 
Alamat 	: JI. Kano III No. 27 RT.002 RW. 009 Kelurahan Kelapa 

Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten. 
Untuk selanjutnya disebut sebagai-------------------------------- Pemohon I 

Nama 	: Letjen. TNI (Purn) Kiki Syahnakri 
Pekerjaan 	: Pemerhati Keadilan Sosial 
Warga Negara : Indonesia 
Alamat 	: Ji. Komp. Pati AD F 21 RT. 001 RW.003 Kel. Kuningan 

Timur Kec. Setiabudi DKI Jakarta 
Untuk selanjutnya disebut sebagai------------------------------ Pemohon II. 

Dalam hal mi memberikan kuasa kepada 

Dr. Iur.Liona N. Supriatna, SH.,M.Hum; 
Hermawi Taslim, SH; 
Daniel T. Masiku, SH; 
Sandra Nanigoy, SH., MH; 
A. Benny Sabdo Nugroho, SH.,MH; 
Gregorius Retas Daeng, SH; 
Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo, SH; 
Bonifasius Falakhi, SH 

Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Kedaulatan 
Ekonomi Indonesia (Taken), memiliki domisili hukum di Ruko Gading 
Serpong Jl. Raya Kelapa Sawit BD 12 No. 22 Kompleks Ruko 1E Gading 
Serpong Tangerang. HP: 0896 1934 2558, email: bennysabdogmail.com , 
balk sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama 
pemberi kuasa sesuai surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2018 dan 
pemberi kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai----------- Para Pemohon. 

Dengan mi DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan 
pengujian materiil UU BUMN terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara 
14/PUU-XVI/2018 sebagai berikut: 
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A. KETENTUAN UU BUMN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP 
UUD TAHUN 1945 

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 
2 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 4 ayat (4) UU BUMN yang dianggap 
bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) 
dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan pasal-pasal a 
quo adalah sebagai berikut: 

Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU BUMN 
(l)Maksud dan tujuanperidirian BUMN adalah: 

memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonoinian 
nasiortal pada umumnya dan pener-imaan negara pada 
khususnya; 
mengejar keun.tungan; 

Pasal 4 ayat (4) UU BUMN 
(4)Dikecualikan dart ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 

bagi penambahari penyertaari modal negara yang berasal dan 
kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya. 

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP 
PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU BUMN. 

Para Pemohon dalam permohonannya tidak mengemukakan 
kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, serta tidak 
menguraikan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang 
didalilkan Para Pemohon dengan berlakunya UU a quo. Para Pemohon 
dalam permohonan a quo hanya menjelaskan kerugian-kerugian yang 
sifatnya secara umum dan bukan merupakan kerugian konstitusional. 
Adapun kerugian yang didalilkan Para Pemohon dalam permohonan a 
quo pada intinya adalah sebagai berikut: 

Bahwa menurut Para Pemohon inisiatif penambahan penyertaan 
modal Negara hanya dilakukan semata-mata berdasarkan motivasi 
ekonomi yang terkait dengan permodalan dan/atau kapasitas usaha 
sebagal konsekuensi dan norma yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 
(1) huruf a dan b Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang 
BUMN. Seharusnya motivasi untuk penambahan penyertaan modal 
negara dilakukan dengan pertimbangan dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dicita-citakan 
dalam Pasal 33 UUD 1945; 
(Vide perbaikan permohonan him. 12) 

Bahwa hak konstitusional Para Pemohon dirugikan karena bunyi 
frasa "ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah" dalam Pasal 4 
ayat (4) dalam UU BUMN menyebabkan adanya penyelewengan 
dalam peraturan turunan yang mendegradasi peran DPR sebagai 
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11 :4: 

KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PENG1JJIAN MATERHL 

UNDANG-TJNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 

TENTANG BADAN TJSAHA MILIK NEGARA 

iw*4:!.' 'j:i 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

Dalam Perkara Nomor: 14/PUTJ-XVI/2018 

A. KETENTTJAN UIJ BIJMN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP 

UUD TAHUN 1945 

Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU BUMN 

(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: 

memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional 

pada umumnya dun penerimaan negara pada khususnya; 

mengejar keuntungan; 

Pasal 4 ayat (4) UU BUMN 

(4) Dike cualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 

bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dan 

kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya. 

B. HAK DAN/ATATJ KEWENANGAN KONSTITTJSIONAL YANG DIANGGAP 

PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UTJ 

BTJMN 

1. Bahwa menunit Para Pemohon inisiatif penambahan penyertaan 

modal Negara hanya dilakukan semata-mata berdasarkan motivasi 

ekonomi yang terkait dengan permodalan dan/atau kapasitas usaha 

sebagai konsekuensi dari norma yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) 

huruf a dan b UU BUMN. Seharusnya motivasi untuk penambahan 

penyertaan modal negara dilakukan dengan pertimbangan dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan 
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untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dicita- citakan 

dalam Pasal 33 UUD 1945; 

(Vide perbaikan permohonan him. 12) 

2. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon dirugikan karena bunyi frasa 

"ditetapkan dengan Peraturan Pemerintab" dalam Pasal 4 ayat (4) 

dalam UU BUMN menyebabkan adanya penyeiewengan dalam 

peraturan turunan yang mendegradasi peran DPR sebagai 

representasi Para Pemohon dalam meiakukan fungsi legislasi, fungsi 

anggaran dan fungsi pengawasan. Hal tersebut terbukti dengan 

Pemerintah menerbitkan PP No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan 

Ft1-II11hi-r1 ivi 	Necrr 	nir 	iTTvii'T r,r, 	 11, 

Pasal 2A ayat (1)yang berbunyi . .Penyertaczn modal negara yang 

berasal dari kekayaan Negara berupa saham milik negara pada BUMN 

atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara". 

(Vide perbaikan permohonan him. 14) 

Bahwa pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 yang 

berketentuan sebagai berikut: 

Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD Tahun 1945 

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. 

Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 
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Dewan Perwakilan Rakyat memüiki fungsi legislasi, fungsi anggaran, 

dan fungsi pengawasan. 

C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDTJKAN HUKUM (LEGAL 

STANDING) PEMOHON 

DPR RI berpandangan bahwa hak dan/kewenangan konstitusional 

Para Pemohon sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 

tidak dirugikan oleh ketentuan a quo. Hal mi dikarenakan Pasal 2 ayat (1) 

huruf c undang-undang a quo yang menjelaskan "maksud dan tujuan 

pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi 

pemenuhan hajat hidup orang banyak". Berdasarkan frasa "bagi 

pemenuhan hajat hidup orang ban yak" tersebut ketentuan a quo tidak 

hanya terbatas pada huruf a dan b yang mengatur mengenai maksud dan 

tujuan pendirian BUMN. Sehingga dapat diartikan selain bertujuan 

mengejar keuntungan, BUMN memiliki maksud dan tujuan lain yang 

salah satunya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c undang-undang a quo. 

Para Pemohon hanya mengartikan maksud ketentuan a quo hanya 

mencalcup sebagian tidak mengartikan maksud ketentuan a quo secara 

keseluruhan dalam flap hurufpasal a quo. Maka atas penjelasan tersebut, 

dapat dinyatakan ketentuan a quo telah sesuai dengan maksud Pasal 33 

ayat (1), (2), dan (3) UUD Tahun 1945. Terkait dengan ketentuan frasa 

"ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah" pada Pasal 4 ayat (4) undang-

undang a quo yang dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 

20A ayat (1) IJUD Tahun 1945, DPR RI berpandangan bahwa Para 

Pemohon tidak menguraikan secara rinci letak kerugian hak/dan atau 

kewenangan konstitusional Para Pemohon. Dengan demikian, DPR 

berpandangan bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh 

UUD NRI Tahun 1945 tidak ada yang dilanggar oleh ketentuan a quo. 

D. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 
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1. Bahwa bila Para Pemohon dalam permohonannya merasa hak 

konstitusional nya dirugikan atas ketentuan a quo khususnya Pasal 2 

ayat (1) huruf a dan b yang dianggap bertentangan dengan Pasal 33 

ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI Tahun 1945, maka DPR RI berpandangan 

bahwa dalil yang diuraikan Para Pemohon tidak beralasan. Karena bila 

ketentuan a quo kemudian dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf 

c undang-undang a quo menyatakan bahwa "maksud dan tujuan 

pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum 

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan 

memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak". BercIasarkin 

ketentuan tersebut, DPR RI berpandangan meskipun BUMN didirikan 

salah satu tujuannya mengejar keuntungan, maka perlu digaris 

bawahi bahwa meskipun mengejar keuntungan, BUMN juga dalam 

pendiriannya ditujukan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum 

yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang 

banyak yang juga telah sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD NRI 

Tahun 1945. Selain itu DPR berpandangan bahwa ketentuan a quo 

tidak boleh diartikan hanya sebatas huruf a dan b saja, melainkan Para 

Pemohon harus mengartikan keseluruhan maksud pasal a quo. 

Sehingga menjadi dapat dipahami bahwa BUMN didirikan bertujuan 

tidak terlepas pada upaya mengejar keuntungan tetapi juga tetap 

melalcukan upaya pemenuhan hajat hidup orang banyak sebagaimana 

amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945; 

- 2. Bahwa dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR RI dalam praktiknya 

tetap memiliki peranan penting dalam memberikan persetujuan atas 

PMN, artinya ketika ada perpindahan kepemilikan saham yang dimiliki 

negara di BUMN ke perusahaan lain ataupun pengalihan saham 

melalui PMN, maka tetap perlu melalui mekanisme APBN yaitu 

persetujuan DPR RI. DPR RI memberikan pengawasan bukan hanya 

pada saat penetapan APBN, tetapi juga dalam pengelolaannya, supaya 

terbuka, bertanggung jawab, dan betul-betul dimaksudkan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengawasan mi termasuk 
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pemberian persetujuan kegiatan-kegiatan terhadap langkah 

pemerintah dalam penggunaan keuangan negara salah satunya PMN. 

Babwa mengacu pada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah 
Konstitusi dalam putusan perkara No. 62/PUU-XI/20 13 menyatakan 
"bahwa benar, kekayaan negara telah bertransformasi menjadi modal 

BUMN atau BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk 

pada paradigma usaha (business judgement rules), namun pemisahan 

kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan 

BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara, karena dah 

perspektif transaksi yang tenjadi jelas hanya pemisahan yang tidak 

dapat dikonstruksikan sebagai pen galihan kepemilikan, oleh 

karenanya tetap sebagai kekayaan negara dengan demikian 

kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku. 

(Vide pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 621PULl-

XI12013 halaman 23) 

Bahwa berdasarkan uraian di atas, atas frasa "Ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah" pada Pasal 4 ayat (4) undang-undang a quo 

tetap dimaknai babwa setiap PMN ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah dan melalui mekanisme APBN yaltu dalam hal mi 
persetujuan DPR. Maka DPR berpandangan, bukan undang-undang a 

quo yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945, melainkan ketentuan 

dalam peraturan pelaksananya. Hal mi mengingat dalam peraturan 

pelaksana dari ketentuan a quo yang mengatur lebih lanjut bahwa 

"PMN pada BUMN atau Perseroan Terbatas dilakukan tanpa rnelalui 

mekanisme APBN" yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan 
Penatausahaan Modal Negara pada BUMN (PP 44 Tahun 2005) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2016 (PP 72 Tahun 2016) disebutkan bahwa "penyertaan modal negara 

yang berasal dan kekayaan negarcz berupa saham milik negara pada 
BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan 

oleh Pemenintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan 
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dan Belanja Negara". Sehingga DPR RI berpandangan tidak tepat bila 

permohonan uji materiil tersebut ditujukan terhadap UU a quo, karena 

justru peraturan pelaksana dari uu a quo yang justru dalam tataran 

implementasinya telah mendegradasi fungsi DPR RI. Dengan demikian 

menjadi patut bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan 

tersebut bukan ke Mahkamah Konstitusi melainkan ke lembaga yang 

lebih berwenang dalam mengadili uji materiil peraturan di bawah 

undang-undang yaitu dalam hal mi adalah Mahkarnah Agung Republik 

Indonesia (MA RI). 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar 

•&LAya, c;LLtc1 iVtJi1b Hkiiii I\OflSUWS1 memberikan amar putusan 

sebagai berikut: 

Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 

permohonan a quo tidak dapat diterima; 

Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 

Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, dan frasa "ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah" pada Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70) tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 

Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, dan frasa "ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah" pada Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70) tetap mempunyai 

kekuatari hulcum mengikat. 



IKHTISAR 

KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 

TENTANG JALAN 

TERHADAP 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

Dalam Perkara Nomor: 15/PUU-XVI/2018 

KETENTUAN UU JALAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP 

IJUD TAHUN 1945 

Pasal 50 ayat (6) 

Konsesi pengusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu 

unt-uk memenuhipengembalian dana irwestasi dan keuntungan yang wajar 

bagi usahaja1an tol. 

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITtJSIONAL YANG DIANGGAP 

PEMOHON TELAH DIRtIGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO TJU 

JALAN 

Bahwa pembayaran jalan tol yang tidak pasti sampai kapan 

diharuskan terus membayar, membuat Para Pemohon merasa sangat 

dirugikan. Ketidakpastian hukum terhadap pembayaran jalan tol 

tersebut membuat Para Pemohon dan masyarakat terbebani terus 

meneru S. 

(Vide Perbaikan Permohonan him. 8-9) 

Bahwa masa konsesi jalan tol dalamjangka waktu yang iama dan tidak 

ada kepastian ,jangka waktunya dalam suatu undang-undang sangat 

potensial dan faktual merugikan hak Para Pemohon dan masyarakat 

pada umumnya dikarenakan negara tidak mampu mendayagunakan 

prasarana untuk kepentingan umum in casu jalan tol sebagaimana 

ditegaskan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945. 
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(Vide Perbaikan Perrriohonan him. 9) 

Bahwa pasai-pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 

(1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai 

berikut: 

Pasai 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 

Setiap orarg berhak atas penga/cuan, jarninan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum. 

Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945 

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 

-, 	--. 	- 	-. -.:--•------ ---' '- 	- 	.- 

KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDTJKAN HUKUM (LEGAL 

STANDING) PEMOHON 

Bahwa pasal a quo mengatur mengenai konsesi pengusahaan jalan tol 

berkenaan dengan pengembalian dana investasi dalam ruang iingkup 

pengusahaan jalan tol yang dilakukan berdasarkan skema Kerjasama 

Pemerintah Badan Usaha (KPBU) / Public Private Partnership (PPP). 

Subyek utama yang terkait dengan skema KPBU berdasarkan Peraturan 

Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan 

Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres KPBU) adalah Pemerintah 

yang berperan sebagai Penanggung Jawab Kerjasama Proyek (PJPK) dan 

Badan Usaha yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol sedangkan 

Para Pemohon tidak termasuk dalam keduanya. 

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 

1. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (6) UU Jalan, "konsesi pengusahaan 

jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi 

pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha 

jalan toL" Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (1) PP 15 Tahun 

2005 tentang Jalan Tol diatur bahwa "Jangka waktu konsesi ditetapkan 
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dalarn perjanjian pengusahaan." Dengan demikian, naasa konsesi 

bukanlah suatu jangka waktu yang tidak jelas sebagaimana yang 
didalilkan oleh Para Pemohon, tetapi suatu ketetapan jangka waktu 
yang pasti, sebab dituangkan dalam bentuk perjanjian, dalarn ha]. mi 
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (selanjutnya disebut PPJT), dimana 

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa 
"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku 

sebagal undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Artinya, 

Peijanjian Pengusahaan Jalan Tol (seianjutnya disebut PPJT), termasuk 

ketentuan mengenai jangka waktu konsesi yang diatur dalam PPJT 
tersebut, beriaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang 

membuatnya. 

Bahwa Pasal 44 ayat (1) UU Jalan menyebutkan jalan tol sebagai bagian 

dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), kata alternatif mempunyai 

makna pilihan diantara dua atau beberapa pilihan. Maka apabila Para 
Pemohon merasa dirugikan jika melintasi jalan tol yang berbayar dan 
pengusahaannya masih dalam masa konsesi yang dipegang oleh badan 

usaha, Para Pemohon hanya harus memilih untuk melewati pilihan 
jalan umum lainnya dan tidak menggunakan jasa jalan tol. Adanya jalan 
tol diselenggarakan sebagai jalan alternatif yang dapat dijadikan pilihan 

oleh masyarakat yang sebenarnya keberadaannya telah diakui oleh 

Para Pemohon mempermudah akses kegiatan masyarakat serta 
memperlancar sirkulasi perekonomian masyarakat dan negara. 

Bahwa terhadap dali Para Pemohon yang menyatakan "bahwa frasa 

"dalam jangka waktu tertentu" dalam rumusan Pasal 50 ayat (6) 

merupakan frasa yang memberikan dampak terjadinya kerugian bagi 

negara dan rakyat Indonesia. Sebab, ketentuan dalam jangka waktu 

rnengaki bat kan adanya kesepakatan waktu yang membedabedakan 

antar sesama jalan tol, padahal sesungguhnya hal-hal berkaitan dengan 

aset negara perlu diperjelas masa waktunya agar rakyat tidak 

dirugikan." (Vide perbaikan permohonan, him. 24, angka 111.20). 

Terhadap dalil tersebut DPR RI berpendapat bahwa sesungguhnya 
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jangka waktu masa konsesi akan ditentukan dengan pasti dan 

dituangkan ke dalam PPJT. Sebagaimana diatur dalam Pasal 64 huruf b 

PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (sebagai peraturan turunan 

dari UU Jalan) menyatakan bahwa salah satu hal yang wajib termuat 

dalam PPJT adalah masa konsesi pengusahaan jalan to!, sehingga 

tidakiab benar jika Para Pemohon menyatakan jangka waktu masa 

konsesi dalam pengusahaan jalan tol tidak jelas. 

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang beranggapan ketentuan Pasal 

50 ayat (6) UU Jalan, ketentuan yang memiliki makna absurd dan 

multitafsir sehingga norma tersebut tidak dijiwai dengan nilai-nilai 

kcpatian hukum yang brkeadiian sei)agaiiIlana dimaksud iasai u 

avat (1) UUD Tahun 1945 adalah tidak benar. Tr1ad ap dali! Para 

Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa dari ketentuan Pasal a 

quo justru memberikan kepastian hukum terkait dana investasi, karena 

di dalam Pasal a quo diatur mengenai pengembalian dana investasi dan 

keuntungan yang wajar bagi usaha jalan to!. Dari sisi Negara c.q 

Pemenintah dengan usaha jalan tol tersebut, tercapai penyelenggaran 

jalan tol tanpa membebankan dana yang besar pada APBN, 

sebagaimana peruntukan penyelenggaraan jalan to!, yang juga diatur 

dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c UU Jalan, yaitu meringankan beban 

dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan, sedangkan bagi 

badan usaha mendapatkan keuntungan yang wajar. 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar 

kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan 

sebagai berikut: 

Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal 

standing) sehingga permohonan a quo hanus dinyatakan tidak dapat 

ditenima (niet oat vankelijk verklaard); 

Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 

permohonan a quo tidak dapat diterima; 

Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 
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Menyatakan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 

Tentang Ja1an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 132) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 

1945; 

Menyatakan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 

Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 132) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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IKHTISAR 

KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL 
UNDANG-TJNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014 
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROPINSI 

STJLAWESI TENGGARA 

TERHADAP 

UNDANG-TJNDANG DASAR NEGARA REPTJBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

Dalam Perkara Nomor: 24/PUIJ-XVI/2018 

KETENTUAN UU PEMBENTUKAN KAB. BUTON SELATAN YANG 
DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945 

Lampiran UU Pembentukan Kab. Buton Selatan 

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP 
PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU 

UU PEMBENTUKAN KAB. BUTON SELATAN 



Bahwa Lampiran UU Pembentukan Kab Buton Selatan di Provinsi 

Sulawesi Tenggara yang bertentangan dengan Permendagri No. 45/2011 

oleh karenanya bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(selanjutnya disebut UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Sulawesi) sebagai Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Selayar 

mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang merugikan hak 

konstitusional pemerintahan daerah Kabupaten Kepuiauan Seiayar, yang 

dengan seketika kehilangan hak-haknya dalam menjalankan 

pemerintahan di Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar, 

(Vide Perbaikan Permohonan him 6 Poin 12) 

paI-paa 	Lj) 	 U1LCilLcLligall ueugall LiD ayai t 1 ) aan 

ayat (2), Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang 

berketentuan sebagai berikut: 

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 

Provinsi dan daerah pro vinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang 

tiap-tiap pro uinsi Kabupaten, dan kota itu mempunyal pemerintahan 

daerah, yang diatur dengan undang-undang. 

Pemerintah daerah pro vinsi, daerah Kabupaten, dan Kota rnengatur dan 

mengurus sendiri urusanpemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

Pasal 22A 

Keterituan lebih lanjut tentarig tata cara pembentukan undang-undang 

diatur dengan undang-undang. 

Pasal 28D ayat (1) 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama di hadapan hukum. 



C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDtJKAN HtJKUM (LEGAL 

STANDING) PEMOHON 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya hanya rnendalilkan 

ketentuan Lamp UU Pembentukan Kab Buton Selatan bertentangan 

dengan Pasal 18 ayat (1), (2) Pasal 22A, dan UUD Tahun 1945 tanpa 
menguraikan secara jelas hak dan/atau kewenangan konstitusional. 

Para Pemohon seperti apa yang terlanggar, karena Pasal 18 UUD Tahun 
1945 mengatur mengenai pembagian daerah provinsi dan 

kabupaten/kota, serta asas otonomi dan tugas pembantuan yang 
dimiliki oleh Pemerintah daerah. Begitupun halnya dengan Pasal 22A 

UUD Tahun 1945 adalah pengaturan mengenai tata cara pembentukan 
undangundang dengan undang-undang. In casu batu uji Pasal 18 dan 
22A UUD Tahun 1945 tidak mengatur hak/dan atau kewenangan 

konstitusional Pemohon dan tidak ada relevansinya. 

Bahwa dalam perbaikan permohonannya Para Pemohon menj elaskan 

legal standing nya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang 

berprofesi sebagai Bupati Kabupaten Selayar dan Kepala DPRD 
Kabupaten Selayar yang merasa wilayah administrasinya di Pulau 

Kakabia hilang, karena Pulau Kakabia masuk dalam wilayab 
Kabupaten Buton Selatan berdasarkan lampiran undang-undang a quo. 

Dasar Para Pemohon menganggap Pulau Kakabia masuk dalam wilayah 

Kabupaten Selayar adalah berdasarkan UU tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Sulawesi dan Permendagri Pulau Kakabia. DPR RI 

dalam hal mi memandarig penjelasan Para Pemohon adalah keliru 

sehingga tidak akan menimbulkan kerugian konstitusional yang 
bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial dapat 

terjadi. Bahwa penjelasan eksplisit mengenai Pulau Kakabia masuk 
wilayah Kabupaten Selayar ada pada Pasal 3 Permendagri Pulau 

Kakabia, dan bukan pada UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sulawesi yang hanya mengatur secara pokok pembagian wilayah tanpa 

menyebut Pulau Kakabia sama sekali. 

D. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 



Bahwa menjadi tidak berdasar jika Para Pemohon masih menggunakan 

dasar hukum UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi yang 

merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang telah diganti tersebut dan 

Pasal 18 UUD Tahun 1945 sebelum diamandemen. Apalagi dalam 

hukum dikenal asas lex posterior derogat legi priori, yang artinya 

peraturan yang baru dapat mengesampingkan peraturan yang lama. 

Oleh karena itu, dasar Para Pemohon yang menggunakan turunan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Daerah yang telah diganti tersebut dan Pasal 18 UUD 

Tahun 1945 seboluin d1iiiiaiidiiieji, harus dikesaxnpingkan sejaic 

adanra undang-undang penierintahan d2erah yx g baru dan 

amandemen terhadap Pasal 18 UUD Tahun 1945. Secara tidak 

langsung, penentuan Pulau Kakabia yang didasarkan Para Pemohon 

pada UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi untuk sudah 

tidak relevan lagi. Justru lampiran undang-undang a quo yang 

mengikuti stuktur perubahan pemerintahan daerah telah sejalan 

dengan amanat konstitusi dan undang-undang pemerintahan claerah 

yang terus berganti. 

DPR RI berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 

32 / PUU-X/ 2012 sebelumnya telah menyatakan hal yang sama terkait 

bahwa pembentukan daerah baru dengan adanya pemekaran daerah 

yang merupakan pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi 

kewenangan sepenuhnya dari pembentuk Undang-Undang untuk 

membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya. Oleh 

karena itu DPR RI berpendapat bahwa penetapari wilayah Pulau 

Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan 

adalah tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945, karena hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk 

undangundang dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena 

berkaitan dengan persoalan penerapan atau pelaksanaan undang-

undang. 



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar 
kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan 

sebagai berikut: 

Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal 
standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat 

diterima (niet ontvarikelzjk verklaard); 

Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 

permohonan a quo tidak dapat diterima; 

Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 

Menyatakan Lampiran Unclang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara 
berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan, sepanjang yang 
menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-KaWia sebagai wilayah 
Kabupaten Buton Selatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

DasarTahun 1945; 

Menyatakan Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara 
berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan, sepanjang yang 
menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah 
Kabupaten Buton Selatan tetap mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. 



IKHTISAR 

KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL 

tJNDANG-tJNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1992 

TENTANG DANA PENSIUN 

TERHADAP 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPTJBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

Dalam Perkara Nomor: 59 / PUU-XVI/ 2018 

KETENTUAN UU DANA PENSITJN YANG DIMOHONKAN PENGIJJIAN 

TERHADAP TJtJD TAHTJN 1945 

Pasal 29 huruf a 

Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dun: 

a. luran pembeni kerja; 

Pasal 52 ayat (1) huruf a 

Setiap Dana Pensiun wajib men yampailcan laporan berkala mengenai 

kegiatannya kepada Menteni yang terdini dan: 

(a) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntanpubik. 

Pasal 52 ayat (4) 

Dalarn rangka pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) Menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuans. 

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP 

PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU 

DANA PENSIUN 

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang hak-hak 

kosntitusionalnya telah dirugikan oleh beriakunya Pasal 29 huruf a, 

Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) UU Dana Pensiun; (vide 

perbaikan permohonan, him. 4, pain II, angka 5). Bahwa pada saat 
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Pemohon men,jabat sebagai Presdir DP Pertamina ternyata Badan 

Pemeriksa Keuangan (seianjutnya disingkat BPK) melakukan 

pemeriksaan investigatif terhadap DP Pertamina, khususnya terkait 

dengan pembelian saham PT. Sugih Energy, Tbk. oleh DP Pertamina di 

pasar saham Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 dan 2015. 

(vide perbaikan permohonan, him. 5, angka 8) 

2. Bahwa pemeriksaan BPK dan tuduhan korupsi keuangan negara di DP 

Pertamina yang ditujukan kepada Pemohon berawal dari adanya audit 

BPK dan pemahaman bahwa kekayaan DP Pertamina adalah bagian 

dari kekayaan negara. Hal mi terjadi karena norma hukum yang 

terdapat pada Paal 29 1'ar'af a, i'l 2 yL (1) .iui LU , daEi ddL -t) 

UU Dana Pensiun tidak jelas dan multi tafsir. (uide rwrhikcn 

permohonan, him. 6, angka 12). 

Bahwa pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat 

(1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai 

berikut: 

Pasall 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjtrnjung hukum. dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya 

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum. 

KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL 

STANDING) PEMOHON 

1. DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 29 UU Dana Pensiun 

mengatur tentang sumber kekayaan dana pensiun, Pasai 52 ayat (1) 

- 	huruf a UU Dana Pensiun mengatur tentang laporan berkaia mengenai 
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kegiatan pengelolaan Dana Pensiun kepada Menteri yang salah satunya 

memberikan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, 

sedangkan Pasal 52 ayat (4) UU Dana Pensiun mengatur mengenai 

kewenangan menterL DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal a 

quo yang dimohonkan diuji itu tidak ada relevansinya dengan 

persamaan kedudukan dalam hukum dan jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) 

dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. 

DPR RI berpandangan bahwa ketentuan pasal a quo adalah ketentuan 

yang sudah jelas, rinci dan pasti (lex certa). Selain itu sebagainiana 

disampaikan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 28/PUU-V 

/2008, dalam hal mi, Mahkamah juga harus mempertimbangkan 

penyebab sesungguhnya dari timbulnya masalah yang diajukan 

Pemohon apakah karena aturannya ataukah praktiknya. Jika memang 

bersifat normatif barulah menyangkut masalah konstitusionalitas yang 

akan mempengaruhi konstitusionalitas ketentuan yang diuji yarg 

merupakan dasar pembentukan UU tersebut. Selain itu, sifat putusan 

Mahkamah Konstitusi yang erga omnes berlaku dan berdampak secara 

luas kepada masyarakat Indonesia dan tidak hanya kepada Pemohon 

saja. Kerugian yang disampaikan oleh Pemohon adalah karena adanya 

audit BPK di DP Pertamina yang memahami bahwa kekayaan DP 

Pertamina adalah bagian dari kekayaan negara (vide permohonan 

halaman 6), bukan dikarenakan dari ketentuan a quo yang bersifat 

multi tafsir. Bahwa BPK dalam menjalankan kewenangannya tersebut 

bukan didasari oleh ketentuan norma pasal-pasal a quo UU Dana 

Pensiun yang diujikan oleh Pemohon, melainkan dalani menjalankan 

kewenangannya BPK mempunyai dasar/landasan hukum tersendiri 

yaitu UUD Tahun 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK). 

Bahwa pada pokoknya kerugian yang didalill<an Pemohon adalah 

Pemohon yang saat mi ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan 

dituntut secara hukum di pengadilan tipikor yang disebabkan karena 

adanya audit dari BPK yang oleh Pemohon dikaitkan dengan ketentuan 
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a quo dan menyebabkan Pemohon dan keluarganya menanggung malu 

serta merasa terhina dikalangan masyarakat termasuk menanggung 

rasa tidak aman. Bahwa terhadap dalil tersebut DPR RI berpandangan 

pernyataan tersebut tidaklah tepat, dikarenakan status Pemohon yang 

sampai dengan saat mi masih sebagai terdakwa, artinya Pemohon 

belum menerima hukuman pidana dan proses hukum atas kasus 

Pemohon masih beriangsung. Bahwa dalam hukum pidana mengenal 

asas praduga tidak bersalah, sampai saat mi belum ada Putusan 

Pengadilan yang menyatakan Pemohon bersalah. Atas dasar kerugian 

yang dikemukakan Pemohon, sudah jelas bukan kerugian hak 

dan/atnu l:cwnangan 1on ic,iu1 ng biL ik (khusus) 

dan aktual atau setidaknya bersifat Dotensial yang menurut nenalaran 

yang wajar dapat dipastikan terjadi. 

D. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 

1. Bahwa Pemohon menguraikan tentang pokok permasalahan yang 

dihadapi Pemohon yakni terkait dengan Pemeriksaan BPK terhadap DP 

Pertamina yang akhirnya Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, 

terdakwa dan dituntut secara hukum di Pengadilan Tipikor dengan 

tuduhan melakukan tindak pidana korupsi karena merugikan 

keuangan negara yang ada di DP Pertamina (vide perbaikan 

permohonan him 9 angka 18). Selain itu, Pemohon mengangap sumber 

masalah terkait dengan audit investigatif BPK terhadap DP Pertamina 

karena kesalahan BPK memahami dan menafsirkan Pasal 29 UU a quo, 

khususnya terkait dengan "iuran pemberi kerja'. BPK menyamakan 

iuran pemberi kerja sebagai keuangan negara di DP Pertamina. (vide 

perbaikan permohonan him 18 angka 44). DPR RI berpandangan 

terhadap seiuruh dalil tersebut merupakan permasalahan yang terkait 

dengan fungsi dan kewenangan BPK sesuai dengan UU BPK terhadap 

kedudukan Pemohon itu sendiri. Oleh karena itu dalil kerugian 

Pemohon a quo jelas tidak relevan dengan uu a quo yang dimohonkan 

pengujian oleh Pemohon. Bahwa kerugian yang dialaini oleh Pemohon 

bukan diakibatkan dari ketentuan pasal a quo yang multi tafsir, 
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melainkan karena adanya kasus konkret yang dialami oleh Pemohon 

mengenai audit BPK dimana berdasarkan kewenangannya, BPK 

menganggap telah terjadi kesalahan pengeiolaan kekayan LiP 

Pertamiria yang menyangkut kerugian negara. Alasan Perno hon kabur 

(obscuur), Pemohon hanya berusaha mengkaitkan kasus konkret yang 

dialaminya tersebut dengan ketentuan pasal a quo UU Dana Pensiun 

tanpa argumentasi hukum yang jelas. 

2. Bahwa Pemohon mendalilkan Pemerintah melakukan Dana Pensiun 

yang pendirinya BUMN secara berbeda (diskriminatif). Perlakuan 

diskriminatif oleh BPK terhadap Pemohon dikarenakan Pasai 29 huruf 

a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat 94) UU Dana Pensiun 

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 

Tahun 1945 (vide perbaikan permohonan him. 21, angka 49). DPR RI 

berpandangan bahwa dalam sejumlah putusan terdahulu, Mahkamah 

Konstitusi telah memberikan pembatasan terhadap apa yang 

dimaksud dengan diskriminasi. Misalnya Putusan MK No. 14-17/PUU-

V/2007 bahwa diskriminasi adalah berbeda dan harus dibedakan 

dengan tindakan atau kebijakan pembatasan hak asasi manusia yang 

diatur dengan undang-undang di mana pembatasan hak asasi dapat 

dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945, 

yaitu pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang diatur dengan 

undang-undang dapat dibenarkan sepanjang untuk maksud semata-

mata untuk menjarnin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adii sesuai 

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. In casu 

ketentuan a quo tidak bersifat diskriminatif sebagaimana 

anggapan Pemohon karena pasal-pasal tersebut berlaku bagi 

seluruh Dana Pensiun tanpa terkecuali. Kerugian yang dialami 

Pemohon merupakan akibat dari implementasi norma atas kasus 

konkret yang dialami oleh Pemohon, dan bukan merupakan 

permasalahan konstitusionalitas norma. 
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar 

kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan 

sebagai berikut: 

Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal 

standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat 

diterima (niet ontuankebj1c verklaarcl); 

Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 

permohonan a quo tidak dapat diterima; 

Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 

Menyatakan Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun 

(Lombaran Ncara ReDublik iü('Auneia Tiiuri 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 77), tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 

1. Menyatakan Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 77), tetap 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. 



IKHTISAR 

KETER.ANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PENGTJJIAN MATER-IlL 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG PEMILIHAN UMtTM 

TERHADAP 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

Dalam Perkara Nomor: 71 / PtJU-XVI/ 2018 

KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

TERHADAP UUD TAHUN 1945 

Pasal 326 

Dana Kampanye yang berasal dari pihak: lain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 325 ayat (2) huruf c benipa sumbangan yang sah menurut 

hukum dan bersfat tidak: mengilcat dan dapat berasal dari perseorangan, 

kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha nonpemerintah. 

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP 

PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU 

PEMILU 

Bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa 

hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya 

ketentuan a quo UU Pemilu yang pada intinya Para Pemohon sebagai 

perseorangan Warga Negara Indonesia yang diberikan hak konstitusional 

oleh Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Menurut Para Pemohon, Pasal 

326 UU Pemilu berpotensi menimbulkan kerugian, terkait dengan tidk 

adanya pengaturan mengenai batasan pemberian dana kampanye untuk 

pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang berasal dari pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden maupun partai politik dan/ atau gabungan 

partai politik. (Vide perbaikan permohonan him 3-4). 



Bahwa pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 

(1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai 

beriku t: 

Pasal 22E ayat (1) UTJD Tahun 1945 

Pemilihari umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil setiap Zima tahun sekali. 

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

huku m. 

KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL 

STANDING) PEMOHON 

Bahwa DPR RI berpandangan Para Pemohon yang bertindak sebagai 

perorangan WNI tidak menguraikan kualifikasi kepentingan hukum 

ataupun hubungan hukum dalam kontestasi pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden. DPR RI berpandangan Para Pemohon tidak memiliki 

kepentingan hukum ataupun hubungan hukum antara kualifikasinya 

Para Pemohon yang bukan kader partai politik maupun bukan bagian 

dari tim sukses dengan benlakunya Pasal 326 UU Pemilu. 

Bahwa DPR RI berpandangan tidak relevan apabila Pasal 22E ayat (1) 

UUD Tahun 1945 dijadikan batu uji konstitusionalitas terhadap 

perkara mi karena Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 mengatur 

mengenai asas-asas penyelenggaraan pemilu, bukan mengatur 

mengenai hak konstitusional Para. Oleh karena itu DPR RI 

berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki hak dan/ atau 

kewenangan konstitusional. 

D. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 



1. Bahwa ketentuan Pasal 326 UU Pemilu memang sudah dirancang untuk 

menjelaskan lebih lanjut ketentuan Pasal 325 ayat (2) huruf c UU 
Pemilu. Sedangkan ketentuan Pasal 325 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 
Pemilu tidak perlu dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 326 UU Pemilu, 
sebab hal tersebut sudah di manifestasikan clalam bentuk keterbukaan 
laporan keuangan, pengawasan dana kampanye, dan administrasi dana 

kampanye yang diatur pada UU Pemilu. Pertama soal keterbukaan 

laporan keuangan, Pasal 13 UU Pemilu memberikan wewenang bagi 

Komisi Pemiihan Umum (KPU) untuk mengumumkan laporan 

sumbangan dana kampanye pemilu. Kedua soal pengawasan dana 

kampanye, Pasal 93 huruf d, Pasal 97 huruf b angka 5, dan Pasal 101 

huruf b angka 4 UU Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota 
diberikan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan tahapan 

pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. Ketiga soal administrasi 

dana kampanye, Pasal 173 ayat (2) huruf i UU Pemilu mensyaratkan 
setiap partai politik untuk menyerahkan nomor rekening dana 

kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU untuk menjadi 
peserta pemilu. Tiga pokok mekanisme tersebut merupakan sistem yang 
diciptakan agar terciptanya transparansi dana kampanye khususnya 
dalam kontestasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa DPR RI 
berpandangan melalui ketentuan I dana kampanye yang diatur pada UU 
Pemilu, pembuat Undang-Undang sebenarnya sudah mengakomodir 
kebutuhan masyarakat yang ingin mengetahui secara transparan 
perihal dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
ataupun dana yang bersumber darl partai politik dan/ atau gabungan 

partai politik yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden. Sehingga masyarakat dapat turut serta mengawasi 
pelaksanaan pemilu, salah satu caranya dengan mengkritisi dana 
kampanye yang diumumkan tersebut apabila diduga ada 

penyelewengan yang dilakukan peserta pemilu. 

2. Bahwa Para Pemohon hanya menguraikan kekhawatiran Para 

Pemohon belaka terkait praktik pemberian dana kampanye secara 



langsung kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau 

melalui perantaraan partai politik yang mengusung calon Presiden dan 

Wakil Presiden tersebut. Bahwa ketentuan a quo sudah menjamin hak 

konstitusi setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum khususnya dalam hal penyelenggaraan pemilu, sebagaimana 

diatur Pasal 28D ayat (1) UUD tahun 1945. Selain itu secara empiris 

belum pernah ditemukan kasus seperti yang dikha.watirkan Para 

Pemohon, sehingga tidaklah relevan apabila Pasal a quo dinyatakan 

bertentangan dengan konstitusi hanya berdasarkan dugaan dan 

n,-_ -.-,. 	... 	c.i 	. 

3. Bahwa berdasarkan pandangan tersehut. ketPr1Tn Pasal a TTTT 

Pemilu tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D 

ayat (1) UUD Tahun 1945. 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar 

kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan 

sebagai berikut: 

Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal 

standing) sehingga permohonan a quo hams dinyatakan tidak dapat 

diterima (niet ontvankehjk verklaarcl); 

Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 

permohonan a quo tidak dapat diterima; 

Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 

Menyatakan Pasal 326 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945; 

Menyatakan Pasal 326 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 



IKHTISAR 

KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERTIL 
UNDANG-UNDANG REPTJBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 
TENTANG KETENAGAKERJAAN 

TERHADAP 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPTJBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

Dalam Perkara Nomor: 77/PtJU-XVI/2018 

KETENTIJAN Ut KETENAGAKERJAAN YANG DIMOHONKAN 
PENGTJJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945 

Pasal 172 

Pekerja/buruh yang mengalami saki:t berkepanjangan, mengalami cacat 
alcibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah 
melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan 
hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 
156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 
156 ayat 3), dan uangpengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 

(4). 

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP 
PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO Ut 

KETENAGAKERJAAN 
1. Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 172 UU Ketenagakerjaafl tidak 

memiliki kepastian hukum tentang bagaimana seorang dianggap sakit 
yang berkepanjangan yang benar-benar dapat dinyatakan tanpa 
adanya keterangan rekam medis atau keterangan resmi sakit dan 
rumah sakit maupun analisa ilmiah yang nantinya bisa menimbulkan 

masalah bat-u dikemudian han. Oleh karena hal tersebut, Pasal 172 
UU Ketenagaketjaan dimohonkan oleh Pemohon untuk direvisi atau 
ditambahkan kata-kata "rekam medis dari kedokteran atau keterangan 
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resmi dari rumah sakit, agar tidak ada permasalahan bagi para 

pekerja dan para pengusaha dikemudian han. (vide perbaikan 

permohonan, angka 6) 

2. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan otomatis 

Pemohon ataupun para pengusaha atau perusahaan wajib membayar 

para pekerja yang putus kerja dengan menggunakan bunyi Pasal 172 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

walaupun tidak melampirkan bukti rekam medis ataupun surat 

keterangan resmi sakit dari Rumah Sakit dan Pemohon/pengusaha 

h--rns mcngcivari:an biay& yalig tidak keptsLieui iiukurnnya 

apakah Pekerja tersebut sakit berkepaniangan atau tidjk. (uirlc' 

perbaikan permohonan, angka 9). 

Bahwa pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan 28D ayat (1) 

ULID Tahun 1945 yang berketentuan sebagai benikut: 

Pasal 28D ayat (1) UIJD Tahun 1945 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum. 

C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL 

STANDING) PEMOHON 

Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengalami kerugian atau berpotensi 

dinugikan dikarenakan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan tidak memiliki 

kepastian hukum tentang bagaimana seorang dianggap sakit yang 

berkepanjangan tanpa adanya keterangan. DPR RI berpandangan bahwa 

Pemohon kurang memahami ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan 

secara menyeluruh. Bahwa sudah ada pengaturan mengenai pembuktian 

kondisi kesehatan dengan surat keterangan dokter bagi Pekerja/buruh 

yang berhalangan masuk kerja karena sakit dengan berdasarkan 



keterangan dokter dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a dan j UU 

Ketenagakerjaan. Hal mi inembuktikan bahwa kerugian yang didalilkan 
oleh Pemohon tersebut adalah diakibatkan karena Pemohon sendiri yang 
kurang memahami UU Ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif. 
Oleh karenanya, tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional 
Pemohon yang dirugikan. DPR RI berpandangan yang dialami Pemohon 
adalah akibat dan penerapan hukum atas ketentuan Pasal a quo UU 

Ketenagakeijaan dan bukan permasalahan inkonstitusionalitas norma 

Pasal a quo UU. 

D. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan: 

"Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 
Tjndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan otomatis Pemohon ataupun para pengusaha 
atau perusahaan harus wajib membayar para pekerja yang 
putus kerja dengan menggunakan bunyi Pasal 172 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaafl 
walaupun tidak melampirkan bukti rekam medis ataupun 
surat keterangan resmi sakit dari Rumah Sakit dan 
Pemohon/pengusaha harus mengeluarkan biaya yang tidak ada 
kepastian hukumnya apakah Pekerja tersebut sakit 
berkepanjangan atau tidak (vide perbaikan permohonan angka 
9) 

DPR RI berpandangan bahwa rekam medis yang diinginkan oleh 
Pemohon terkait dengan Pasal a quo UU Ketenagakeijaan keliru atau 
tidak berdasar karena menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat 
(2) dan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU Praktik Kedokteran rekam 
medis perupakan rahasia kedokteran yang tidak dapat dibenikan 
kepada siapapun kecuali untuk kepentingan kesehatan pasien, 
memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka 
penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan. 

Bahwa sudah ada pengaturan mengenai pembuktian kondisi 
kesehatan dengan rekam medis bagi Pekerja/buruh yang berhalangan 
masuk kerja karena sakit dengan berdasarkan keterangan dokter 
dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a dan j UU Ketenagakerj aan 
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yang pada intinya mengatur tentang adanya bukti surat keterangan 

dokter yang menyatakan Pekerja/buruh berhalangan masuk selama 

jangka waktu tertentu atau dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat 

kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja. Bahwa dengan 

adanya surat keterangan dokter sudah tidak diperlukan adanya rekam 

medis yang ditunjukkan kepada Pemberi Kerja dalam hal pengajuan 

pemutusan hubungan kerja oleh Pekerja/buruh. 

3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan: 

"Bahwa Pemohon sangat merasa dirugikan sekall dengan tidak 

adanya kepastian liukuin dari Pasal 172 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan bukti 
sebagal bcrikut: Pttsaji Perkara No. 134/k-dt. 6us-

PHI/2017/PN.Bdg yang mana isinya berbunyi antara lain 

vaii : , r,.er,.hi,k-,irn Trnijr,,-,t/ 

kompensasi dan hak-hak Penggugat (Pekerja) lainnya secara 

tunai dan selcaligus kepada Penggugat (Pekerja) den gan jumlah 

total sebesar Rp 87.621.377,- (delapan puluh tUjLth juta enam 

ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah)." 

(iAde perbaikan permohonan angka 7). 

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI memberikan 

pandangan justru dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung 

tersebut telah memberikan bukti bahwa Pekerja/buruh dalam perkara 

tersebut dapat membuktikan bahwa benar telah mengalami sakit 

berkepanjangan selama 12 bulan terus menerus atau lebih dengan 

menderita cacat pada tangan dan kaki kanan sehingga tidak dapat 

bekerja, dan hal tersebut sudah dapat dipastikan telah diperiksa oleh 

Pengadilan Negeri Bandung. Bahwa justru hal mi telah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a dan j UU Ketenagakerjaan yang 

mengatur tentang adanya bukti surat keterangan dokter yang 

menyatakan Pekerja/buruh berhalangan masuk selama jangka waktu 

tertentu 

- 4. Bahwa penambahan ketentuan sebagaimana permohonan Pemohon 

agar ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan direvisi atau 

ditambahkan kata-kata "rekam medis darl kedokteran atau keterangan 

resmi dan rumah sakit, merupakan perumusan norrria baru dalam 

pasal a quo UU Ketenagakerjaan yang sesungguhnya menjadi 

kewenangan Pembentuk Undang-Undang. Hal mi sejalan dengan 
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pandangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 
5/PUU-V/2007 halaman 57 yang menyatakan bahwa: 

"Mahkamah bukanlab pembentuk undang-undaflg yang dapat 
menambah ketentuan undang-undang dengan cara 
menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang 
diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang 
supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, 
dan/atau bagian undang-undaflg tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali barn yang harus ditambahkan dalam undang-undang 
merupakan tugas pembentuk undang-undaflg untuk 
merumuskannya." 

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaafl tidak 
bertentangafl dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD TAhun 1945. 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar 
kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan 
sebagai berikut: 

Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal 
standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat 
diterima (niet ontvankelijk verklaard); 
Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidakflya 
permohonan a quo tidak dapat diterima; 
Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 
Menyatakan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaafl, tidak bertentangafl dengan U ndang-Undang 

DasarTahUfl 1945; 

Menyatakan Pasal 50 ayat (6) U ndang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 
Tentang Jalan, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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IKHTISAR 

KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL 
tJNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHtTN 2017 
TENTANG PEMILIHAN UMUM 

TERHADAP 

TJNDANG-TTNDANG DASAR NEGARA REPTJBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

Dalam Perkara Nomor: 93/PUU-XVI/ 2018 

KETENTTJAN TJTJ PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
TERHADAP UtTD TAHTJN 1945 

Pasal 92 ayat (2) huruf c 

Jumlah anggota: 

c. Bawaslu Kabupaten/KOta sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan 
Beserta Penjelasannya dan Lampirannya terhadap UUD Tahun 1945. 

HAK DAN! ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP 
PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU 

PEMILTJ 

Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta 
penjelasan dan lampiran UU Pemilu yang mengatur mengenai anggota 
Bawaslu Kabupaten/KOta sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang 
menyebabkan kinerja Bawaslu tidak maksimal dan dapat berimplikasi 
terganggu/terabaikannYa tahapan penyelenggaraafl Pemilu yang diatur 
dalam Pasal 22E ayat (1), (2), (3) dan (5) UUD Tahun 1945. Kendala yang 
sangat potensial pasti adalah dalam hal Bawaslu kabupaten/kota dengan 
jumlah 3 (tiga) orang akan menjadi kendala dalam pelaksanaafl tugas 
yang dibebankan kepada Bawaslu kabupaten/kota (vide Pasal 101 UU 
Pemilu). Oleh karena itu penentuan jumlah anggota Bawaslu 
Kabupaten/kota berbasis jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah 
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wilayah administrative pemerintahan sebagaiman uraian tersebut tidak 

memiliki pertimbangan dan argumentasi hukum yang jelas. (uide 

Perbajkan Permohonan him. 19 nomor 13). 

Bahwa pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 22E ayat 

(1), (2), (3) dan (5) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: 

"(1) Pemjljhan umum dilaksanakan secara langsung, umum, be has, 

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, 

Pemilihan umum diselenggaralcan untuk memilih anggota Dewan 

Prwakiiart kalcyat, JJewan Perwa/cjlan Daerah, Presideri dan wakil 

rrp.cfr7'n da.n DeLL'n Pc,'waJcjl 	RaJc- at Duuh. 

Peserta peinilihan umurn untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilarz Rakyat Daerah adalah partai 

politik." 

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." 

C. KETERANGAN DPR RI TERHADAJ' KEDUDUN HUKIJM (LEGAL 

STANDING) PEMO}JON 

Bahwa Para Pemohon mendaliikan bahwa "karena jumlah anggota 

Bawaslu Kabupateri/ kota ditetapkan 3 (tiga) orang untuk dapat men gabdi 

sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten/kota menjadi hilang" sehingga 

merugikan hak konstitusjonal Para Pemohon. Bahwa terhadap dalil 

Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa merujuk pada hak 

konstitusjonal Para Pemohon yang kemudian juga menjadi batu uji dan 

pengujian uu a quo, maka Para Pemohon tidak memiliki hak/dan atau 

kewenangan konstitusional. Hal mi dikarenakan ketentuan Pasai 22E ayat 

(1), (2), (3) dan (5) UUD Tahun 1945 yang dijadikan batu uji oieh Para 

Pemohon tidak mengatur mengenai Bawaslu. Selain itu, ketentuan pasal 
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tersebut mengatur mengenai pelaksanaan pemilu dan tidak mengatUr 
terkait hak konstitusionai warga negara sehingga tidak relevan apabila 
menggunakan ketentuan tersebut sebagai batu uji ketentuan pasal a quo 

UU Pemilu. Ketentuan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu mengatUr 
mengenai jumlah keanggotaan Bawaslu kabupaten/kota yang tidak 
berkaitan dengan pekerjaan Para Pemohon. Oleh karenanya, Para 
Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangafl konstitusioflal yang 
diberikan oleh UUD Tahun 1945 dan pengujian ketentuan pasal a quo 

menjadi tidak beralasan. 

D. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 
1. Bahwa DPR RI berpandangan berdasarkan dalil Para Pemohon yang 

menyatakan 'Bahwa dalam penyusunan suatu norma, khususnya 
norma hukum kepemiluan tidak semata-mata mendasarkanpada aspek 
dinamika politik. Namun yang paling mendasar dalam pembentlLkan 
suatu norma atau peraturari perundang-undan9'an yang terkodfikasi 
maupun tidak selain secara hierarkis tidak boleh bertentangan den gan 
peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, juga harus 
berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan 
yang baik antara lain: asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan 
pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atcw 
keseimbangan, keserasian dan keselarasan; Anggota BawaslU 
Kabupaten/Kota di sebagian wilayah hanya 3 (tiga) orang 

Komisioner" (vide Perbaikan Permohonan him. 13 nomor 4), dalil Para 
Pemohon tersebut sudah benar. Maka apabila Para Pemohon 
mendalilkan bahwa ketentuan pasal a quo UU Pemilu bertentangan 
dengan UUD Tahun 1945 tentu sangat bertentangan dengan dalil Para 
Pemohon yang telah disampaikan dalam perbaikan permohonannya. 
Selain itu, dengan tidak adanya kerugian atas hak dan/atau 
kewenangan konstitusionai sebagaimana telah diuraikan di bagian 
kepentingan hukum (legal standing) karena tidak ada relevansi antara 
ketentuan Pasal 22E ayat (1), (2), (3), dan (5) UUD Tahun 1945 yang 
dijadikan batu uji dengan ketentuan pasal a quo UU Pemilu maka 



Mahkamah Konstitusi tidak perlu mempertimbangkan pokok 

permohonan Para Pemohon. 

2. Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstjtusj 

dalam Putusan MK No. 51- 52-59/PUUVI/2008 pada angka [3.17], 

DPR RI berpandangan telah tegas dijelaskan bahwa ketentuan "jumlah 

anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) 

orang" murni merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) 

pembentuk undang-undang. Adapun jika Para Pemohon mendaijikan 

hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusj (constitusional 

breaching) dan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan dinilai 

buruh, maha scsuatu yaug diii1j buruk Lersebut udak semerta-merta 

dapat diartikan sebagai sesuati' yng nielanggar,  kontitu3I, sei1, 

menjadi ticlak benar bila dinyatakan telah terjadi suatu pelanggaran 

konstitusj (constitus lanai breaching) karena sejatinya ketentuan 

"jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 

(lima) orang" itu sendiri telah sejalan dengan amanat konstitusj dengan 

konsep menyederhanakan partai politik dan memperk -uat sistem 

demokrasj. 

3. Terhadap dalil Para Pemohon berpotensj menambab beban kinerja 

anggota Bawaslu Kabupaten/kota yang anggotanya berjumlah 3 (tiga) 

orang lebih berat yang tentunya akan berimplikasj terhadap 

terganggunya asas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 

22E ayat (1) UUD 1945, DPR RI berpandangan hal tersebut hanyalah 

kekhawatjran Para Pemohon saja. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya 

Bawaslu tidak melaksanakan sendiri, karena Bawaslu 

Kabupaten/Kota dibantu oleh kesekretarjatan Bawaslu, sebagairnana 

yang tercantum dalam Pasal 151 UU Pemilu. Dalam Pasal 152 juga 

disebutkan bahwa ketentuari lebih lanjut mengenal organisasj, tugas, 

fungsi, wewenang, dan tata kerja sekretariat Bawasl -u Kabupaten/Kota 

diatur dengan Peraturan Presiden. 

4. Bahwa terhadap dali1-dalil Para Pemohon, DPR RI berpandangan 

ketentuan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu tidak bertentangan 
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dengan pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UUD Tahun 

1945. 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar 
kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan arnar putusan 
sebagai berikut: 

Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal 
standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat 
diterima (niet ontvankelijk verklaard); 
Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 
permohonan a quo tidak dapat diterima; 

Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 
Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 
Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu tetap mempunyal 

kekuatan hukum mengikat. 
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IKHTISAR 

KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PENGTJJIAN MATERIIL 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 
TENTANG TELEKOMTJNIKASI 

TERHADAP 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPTJBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

Dalam Perkara Nomor: 94/PUU-XVI/ 2018 

A. KETENTUAN UU TELEKOMUNIKASI YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
TERHADAP UUD TAHUN 1945 

Pasal 42 ayat (2) 

"Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa 
telekomunikasi dapat merekam inforrnasi yang dikirim dan atau diterima 
oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan inforrnasi 

yang diperlukan atas: 

Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia untuk tindak pidana tertentu; 

Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan 

ketentuan Undang-undang yang berlaku" 

B. HAK DAN/ATAtJ KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP 
PEMOHON TELAH DIRTJGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UtT 

TELEKOMIJNIKASI 

Bahwa Pemohon beranggapan bahwa Pasal 42 ayat (2) UU 
Telekomunikasi hanya membatasi subjek hukum yang dapat memperoleh 
rekaman percakapan pada: (i) Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia, dan (ii) penyidik untuk tindak pidana tertentu. 

Ketentuan mi tidak memberikan landasan hak bagi subjek lain yaitu 

tersangka dan/atau terdakwa (incasu Pemohon) di dalam proses peradilan 
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pidana untuk memperoleh rekaman percakapan. Padahal bukti rekaman 

percakapan tersebut sangat krusial untuk bisa membuktika.n apakah 

Pemohon dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atau 

tidak. Dengan demikian ketentuan a quo tidak memberikan kesempatan 

bagi Pemohon untuk mengajukan bukti di persidangan pidana guna 

kepentingan pembelaan Pemohon. Selain itu, implikasi dari ketentuan a 

quo telah menciderai hak atas peradilan yang adil (right to a fair trial) 

Pemohon dalam proses peradilan pidana yang tengah Pemohon jalani. 

(vide Perbaikan Permohonan hal. 4 angka 6) 

Bahwa pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan 28D ayat (1) 

Li 	2' 	 ITT JiTh 	 1C4 

.. 	 _ - _-.--J .-.-.- 	. 	 Lic1Lt.UL. 

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 

"Negara Indonesia adalah negara hukum" 

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukurn". 

KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL 

STANDING) PEMOHON 

1. Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi mengatur 

penyelenggara jasa telekomunikasi untuk dapat merekam informasi 

dan dapat memberikan informasi yang diperlukan hanya berdasarkan 

permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kapoiri dan permintaan 

penyidik untuk keperluan proses peradilan tindak pidana tertentu. 

Dalam hal identitas Pemohon yang berprofesi sebagai penerjemah dan 

saat mi berstatus sebagai terdakwa dalam tindak pidana narkotika, 

Pemohon bukan merupakan pihak-pihak yang memiliki wewenang 

berdasarkan pasal a quo, yaitu penyelenggara jasa telekomunikasi, 

Jaksa Agung, Kapoiri, atau penyidik, atas dasar itu ketentuan Pasal a 
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quo UU Telekomunikasi telah memberikan jaminan, perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil di dalam proses peradilan pidana. Oleh 
karenanya, pasal a quo UU TelekomunikaSi sama sekali tidak ada 
keterkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 dengan 
demikian Pemohon tidak memiliki hak dan/ataU kewenaflgafl 
konstitusional dalam pengujian pasal a quo UU TelekomunikaSi 
terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. 

2. Bahwa DPR RI berpandangan ketentuan pasal a quo UU 
Telekomunikasi sama sekali tidak mengurangi hak dan/ataU 
kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 
28D ayat (1) UUD Tahun 1945, karena Pemohon tetap berhak 
mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastia-n 
hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum dalam 
proses peradilan pidana. Dalam hal kedudukan Pemohon sebagai 
terdakwa, Pemohon tetap dapat memperoleh perlalcuan yang sama 
dalam proses peradilan pidana yang sedang dijalaninya. Hak-hak 
Pemohon sebagai terdakwa berdasarkan Pasal 50 s/d Pasal 68 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masih tetap 
diindungi oleh negara. Oleh karenanya tidak ada hak dan/atau 
kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan 
diberlakukannya ketentuan pasal a quo UU TelekomunikaSi. 

D. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 
1. DPR RI berpandangan bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraa-fl 

telekomunikasi berdasarkan Pasal 2 UU Telekomunikasi adalah asas 
kepastian hukum. Asas tersebut berarti bahwa penyelenggaraafl 
telekomunikasi hams didasarkan adanya perlindungan hukum, 
termasuk juga kepada pengguna telekomunikasi. Salah satu bentuk 
pelaksanaan dari asas tersebut ialah adanya larangan bagi setiap orang 
untuk melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui 
jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun, sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 40 UU TelekomunikaSi. Larangan tersebut 
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ditujukan untuk melindungi hak pribadi yang dimiliki oleh setiap 

pengguna jasa telekomunikasi. 

Bahwa syarat-syarat dalam Pasa1 a quo terdiri dari syarat materil, yaitu 

hanya untuk keperluan proses peradilan tindak pidana tertentu, dan 

syarat formil, yaitu harus ada permintaan tertulis dari Jaksa Agung 

dan/atau Kapoiri atau permintaan dari penyidik tindak pidana tertentu. 

Pemberian syarat-syarat tersebut merupakan upaya negara untuk tetap 

menjaga kerahasiaan dari informasi yang merupakan hak pribadi dan 

pengguna jasa telekomunikasi. 

2. Bc.hwa Pacal 66 KUHAP i ny.Ld 	'udiwa wrsangka aau terclakwa 

tidak dibebani kewajiban pembuktian. Behan i'ntiik mhukti1 ada 

tidaknya pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum sehingga akses 

terhadap penguasaan bukti (poSSesSion of evidence) lebih diberikan 

kepada Jaksa Penuntut Umum. Ketentuan mi merupakan penjelmaan 

dari asas "praduga tak bersalah" sebagai perlindungan dan penghargaan 

terhadap hak asasi manusia milik tersangka atau terdakwa (incasu 

Pemohon). Oleh karena itu subjek yang dapat meminta alat bukti berupa 

rekaman informasi dibatasi hanya penyelidik atau penyidik, bukan 

tersangka atau terdakwa. 

3. Bahwa subjek-.subjek yang dapat mengajukan permintaan rekaman 

merupakan pegawai aparatur sipil negara yang karena jabatannya 

mempunyai kewenangan tertentu berdasarkan undang-undang. Oleh 

karenanya negara dapat meminta pertanggungiawaban yang pasti dan 

jelas kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara jika terjadi penyalahgunaan 

informasi yang diberikan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Jika 

pasal a quo UU Telekomunikasi tidak memberikan batasan subjek yang 

dapat meminta rekaman informasi, maka tidak ada jaminan 

penlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam pro ses peradilan 

pidana bahwa rekaman tersebut tidak akan disalahgunakan oeh pihak 

yang menguasainya. Oleh karenanya akan terdapat ketidakpastian 
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hukum terhadap perlindungan hak pribadi atas informasi yang 
merupakan milik dari setiap pengguna jasa telekomunikasi. 

4. Bahwa ketentuan pasal a quo UU Telekomuni-kaSi justru merupakan 
salah satu pengejewantahan prinsip-prinsip negara hukum, yaitu 
prinsip pertama bahwa pemerintah atau aparat atau pejabat negara, 
dalam hal mi Jaksa Agung, Kapoiri, atau penyidik tindak pidana 
tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku bekerja dalam 
suatu kerangka yang batas-batasnya ditentukan oleh hukum. Prinsip 
kedua yaitu pasal a quo UU TelekomunikaSi memuat substansi yang 
memuat adanya suatu tertib hukum (legal order) yang dibuat dan 
dipertahankan oleh negara yaitu memuat norma yang bersifat umurn, 
prospektif, memberi perlakuan sama, dan memberi kepastian sehingga 
setiap orang sejak awal sudah mengetahui perbuatari apa yang 
diperbolehkan ataupun yang dilarang untuk dilakukan. Pasal a quo UU 
Telekomunikasi juga menunjukkan bahwa hukumlah yang memerintah, 
bukan kemauan penguasa di mana hal itu kemudian akan dibuktikan 
melalui proses peradilan. 

5. Bahwa perlindungan terhadap hak pribadi atas informasi tersebutiuga 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas U ndang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 
Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE melarang setiap orang dengan 
sengaja dan tanpa hak atau melawan hulcum melakukan intersepsi atau 
penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. 
Kemudian Pasal 31 ayat (4) UU ITE menetapkan bahwa ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap 
intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan 
hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya 
yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Institusi 
tersebut seperti Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan 
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penyadapan dan merekam pembicaraan dalam melaksanakan tugas 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan Pasal 12 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

6. Bahwa Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi sudah sejalan dengan Pasal 

1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 dan justru 

memberikan perlindungan hukum serta menjamin kepastian hukum 

bagi warga negara Indonesia dalarn menjalani proses peradilan pidana. 

Hal mi dikarenakan rekaman oleh penyelenggara jasa komunikasi tidak 

hi diminta Luip kualijikasi Lertentu demi perlindungan 

informasi pribadi setiao orng. yang diimaij ii 

penyelenggara jasa komunikasi besar kemungkinai-i tidak hanya 

mencakup kasus yang dipermasalahkan oleh Pemohon, melainkan hal-

hal lain yang merupakan privasi pemilik informasi yang tentu saja tidak 

layak untuk diketahui keseluruhannya oleh publik. 

7. Bahwa perlindungan hukum dan persamaan kedudukan di mata 

hulcum tetap terjaga dan dapat diterapkan oleh Pemohon dengan 

mengajukan bukti dalam sidang pengadilan. Putusan hakim untuk 

menghadirkan bukti rekaman dimaksud akan ditindaklanjuti oleh 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan meminta 

rekaman tersebut dari penyedia jasa telekomunikasi. Hal mi dapat 

dilakukan oleh Pemohon balk dalam tahap pengadilan tingkat pertama 

maupun pada tingkat banding. 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar 

kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan 

sebagai berikut: 

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal 

standing) sehingga permohonan a quo hams dinyatakan tidak dapat 

diterima (niet oritvankelijk verklaarc1); 

N. 



Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidakflYa 
permohonan a quo tidak dapat diterima; 

Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 
Menyatakan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
Tentang Telekomunilcasi tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945; 
Menyatakan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
Tentang Telekomunikasi tetap mempunyal kekuatan hukuna mengikat. 
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IKHTISAR  

KETERANGAN DPR RI 

ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL 

UNOANG-IJNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOP 38 TAN UN 2004 TENTANG JALAN 
TEPHADAP 

UNDANC-UNDANG DASAR TAHUN 1945 

Jj 

BATU UJI UUDTAHUN 1945 

Pasal 28Dayat (1) LJUDTahun 1945 

Setap orang berhak atas pengakuan. jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama d(hadapan 

hu ku m. 

Pasal 33 ayat (2) UUDTahun 1945 

Cabang-cabang produksi yang pent(ng bagi negara dan yang 
monguasai hajat hidup orang barlyak dikuasal oleh negara 

KETERANGAN TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 

PAPA PEMOHON 

Bhwa pasal a quo mengatul nnrlyerlal: 

• konsesl perigusahaan (alan tol berkenaan dengan pertgernballan dana 

inveslasl dalam ruang knqkup perlgusahaan (alan tot yang dilakukan 

berdasarkan skema Kerjasama Penierintah Badan Usaha (KPBIJ) / 

Public Private Partnership (PPP). 

• Subyek utama yang terkait dertgan skema KPBU berdasarkan Perpres NO. 3812015 terrIang Ker(asama Pemerintah Dengan Badan Usaha 

Dalarn Penyedlaari Infrastruklur (Perpres KPBU) adalah Pemerinlah 

yang berperan sebagal Penanggung Jawab Kerjasama Proyek (PJPK) 

dan Badan Usaha yang bergerak dl bldang pengusahaan (alan 101 

Sedangkan Para Pemohon Ildak terrnasuk dalarn keduanya. 

KETENTUAN UU JALAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

TERHADAP UUD TAHUN 1945 

Pasa) 50 syat (6) 

Konsesi perrgusahaan (alan to) diberikan dalam jangka waktu 

tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan 

keuntungan yang wajar bag) usaha jalan tol. 

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG 
DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH 
BERLAKUNYA PASAL A QUO UU JALAN 

Batwa pembayaran jalan 501 yang tidak pasti sampai 
kapan diharuskan torus mombayar. rnembuatPara 
Pernohon merasa 5enyat dirugikan Ketidakpastian hukum 
cerhadap pembayaran jalan 501 tersebut mei -nbuat Para 
Pemohon dan masyarakat terbebani terus m000rus 

	

- 	 Bahwa mass konsesi (elan tol dalam jangka waktu yang 
laws dan tidak ada kepastlan jangka waktunya dalam 
suatu undang-undang sangat potential don faktuai 

	

( 	 merugikan hat Para Pornohon Jan masyarakat pada 
umumnya 	dikarenakan 	negara 	tidak 	roampu - - -. 

	 mendayagunakan prasarana untuk kepentingan umum in 
— 	 case jalan tol sebagainsana ditegaskan Pasat 3S cyst (2)  dan 

--ayat (3) UUD Tahun 1945. 



rrd000,,  <OtiS,5  

rmr011
1 sc, 	na, 

0uaa,li:nak 

Pa LIt!!580 	annu m .1  

905w, ierllacl.np daLi Pain Peoroblon vary berangg;ipan kelt-intuan Pasal 50 ayal t6l IJU 
Jul,:, kolorguon yang rnenrjllk, n,akna absurd darn rnullilolsir sehinyqa norms tonsebul 
tidak dilwal Cengan nhIa,-niIai kepastlan hukum yang berkeadlian sebaqalmnana 
drmaksnd Pocul 250 uyal t I UUD Tahun 1945 adalah hOok bennar. 

CPA Ill berpandanrgan hehwa dart kahentuan 
Pasoi a quo justru mernbarikan kepashlan 

/ 	 hukumerkait dana Investasl, <uremia di dalanr 

/ 	 Pasal a quo ddlur rnengena peeqembalbon 
- 	 dana n,vcstas, dan kannrurcqc,n yang waiar 

Pasal 44 ayat 	1 

menyebutkan alan CI sebagal bagiun 

u 
merupakan Ilnias atleinalif. 	

rnum 

I, 
Maka opobila Poro Penlohol' 

meruSCr diraqlkan jika melintasi 

tot yang herbayar dan 

penguso Ia1fiflYO inasih dolor' 

mass konsesi yang dipeqafly 

ale6 badon ssoha, Pr, 
Pemohon hunys bonus mcmliii 

untuk meleSsuti pililiari jIul 

umurn blOnds doe tulu 

meng9unakon juso jul00 to!. 

IF 

KETERANGAN TERI-IADAP POKOK PERMOHONAN 
	

KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN 

KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN 
	

KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN 

Pasol 50 ayar O lu ic arc 'ko'isesl pnmlgusar,000 alan ci clibeikan duller imo,a wall,, 
lortentu 001cR rrcr,o'cui,r r,erqornb,h,acl,,ic in'rsias, (i - n ke.Jntitgai yar vca, r,ac, 
usaha jala,, (Ca, 

Penjelanan Patal 50 ayar I "0 0 Ttl,,rr 2105 r(ilcr lot,, 101 diattu buhwa Jangka 
waItS, bonersl diletaphan dcar,n rierjlfl an peflqu,ai,nnn 

Dn9an demIMn " 	Onse1l btricanlah 
suatu Jon 	 tIdk jeos 
sebainiona ' 	idtôtUcan oeh Pura 

etopi sugtuetetopan JQn9KA waktu 
gnq posfl sbab 

ni'u 	pQfljIQ1 	dotarn hol ml- - 
Perjanjlon Pengusthaan JaIonTo CPPJT) 

Babiwa terbiadap Saul Para Pemohorl yang menyatakan 

bahwa Irasa "dalam jangka waktu tertentu" dalam 

-. 	- 	rumnusan Pasal 50 ayal (6) merupakan trasa yang 

memberikan dampak terjadrnyu kerugiarr bagi negara dan 
I 	

rakyat Indonesia. Sebab, ketentuan dalam jangka waklu 

mengakibatkan adanya kesepakatan waktu yang 

/ 	membedabedakan antar sesama jalan to!. padabial 

sesungguhnya hal-hal herkaitan dengan aset negura perlu 

/ 	diperjelas masa waktunya agar rakyat tidak diruglkan. 

DPR RI berpendapat bahwa sesungguhnya Jangka waktu 

niasa konsesi akan ditentukan dengan posh dan 

dituangkan he dalant PPJT, sebagaimana diatur daham 

Pasal 64 huruf h PP 1512005 tentang Jalan Tol 

menyatakan bahwa sabah satu Sal yang wajib ternivat 

dalani PPJT adalah masa konsesi pengusahaan jalan 101, 

sehlngga lrdaklah benar jika Pama Pemohon nienyatakan 

jangka waktu mona konsesi dalam pengusuhaurn jalan tot 

those jelas. 



IKHTISAR 
(ETERANGAN 

DPR RI 

Bahwa Pemohon beranggapan bahwa Pasal 42 aya( 12) 11ff Tefekomunrkaal hanya 

men,batasr sublyk huh urn yang riapal rrrcmperalefi rirkarnan percakapan pads (II 
laksa Agung aan star Kepala Kepolisran Repubhlr (pdar,&sia, dan iii) potgridlk 

unlak tindak pitharro tyrtentu. 

Ketentue u-a fidak inembeylkan fandasan hak bagi subjek fain 
yat,fersanqka danatau terdaka (Pomohonl If dilnm pu-sec 
pei'adiian p/dana utah mernpemieh rekaman percakapan. 
Padaha( bakrl rekarnan percaka pan ters.eb,,t nan pat kruslaf flak 
lisa rnernla,ktikari apakah PcmcIa,, (lanai drnintakan 

perranggartgjawabonnya secara pharta situ lidik. Dangan 
doeskin keteofuan ini fir/ak n,omher,kan keseinpatan bar;1 

-moffo,f ilrttuk mengajukan bukii Of persidangan pidatta guna 
kept, ingot pembnlaan Pen,of,os. Se/rio it,. !mplikasi dan 
kcfenlaan tersebut lets ft metrc,denai fisk alas peraditan yang ad! 

(rig/ti in a fair fr/all Prnn,ohon c/alan, praset peradlfan p/dana 
yang iengak Pemahonjatanl 

Padahal buktl rekamar, percakapan terSebut sangai krus)al unfak bias 
men, bukilkan apakah Pomahon dapai dim fntakan perlanggungjawabannya secara 

p/dana stErn tidak. 

Etengan denikian Pans! 42 spar (21 1)/f Tofekornur,lkasi s/dab member/kin 
kosompa!an hag, Prcmoflnn untuk neon ga/akin bukf 1 di peru-dan gun pidana guna 
kepenimgan pembef ran Pemahon. Se/an flu, imp f/haul dat, ketentarn a quo te(ah 
menu-dorai hak alas pe'diiacc yang ad/I light too lair fr/all Pomohon gafan, places 
prinadiloni pifana ('(flit lerccptr Pemo/ssn jo/on! 

• Pasal 42:ayat (2) 
Untuk keperluan proses peradllan 

pidana. 	penyaIengara 	Jasa 
tel4kcimunikasli dapat merekam 
Infàrrnaal yang dkirlm dan atau 
dlterlrnà oI.h penyelonggara Jose 
telokornunikasi serta dapat 

• rnOrnberlkan 	Informasi 	yang 
diperlukan atàsr. 
a 	perrnintaan teutUlla Jaksa A9Ur*g 
dan .atau. Képsia Kepolisian Republik 
Indoneila unthk tindak ptdana 
tertentu: 
Permintaan penyidik untuk tindak 

pidana 	tertentu 	sesual 	dengan 

ketentuan 	Undang-undang 	yang 

berlaku 

ATA3 PFRMnHnN$N 05N619IAH 
MATERIIL UNDANC-UNDANG 

PEUBLIK INDON9$IA NOMOR 3$ 
VAHUN 1999 TENTANG 

TEI.EKOMUNIKASI 
TEPHADAP 

UNDANG-UNDANO DASAR 
NECAPA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 

DALAM PERKAPA NOMOP. 

94/PUU-XVI/2018 



KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL 

STANDING) PEMOHON 
KETERANGAN DPR RI TERI-1ADAP P01<01< PERMOHONAN 

,i5SK'iStI1nI)& am 

Sa(ah satu bentuk pelaksan: 
datl asas kepast!an hukum dslj,n 	 - - 

UU Telekomunlkasi; 

Adarlya (Stan 9fl bag( serlap orang 	- 

untuk metekukan penyadapan eMs 
Informast yang disalurkanme(a(uI 
jaringan te(ekamun/kes( daiam 
bentukapapun 

Larangan tersebut ditujukan untuk 

mellr'dung) hak pribad! yang 
dim 1(1km oieh sntIap pang guns jasa 
telekomun(kasL 

Bahwa syarat-syarat dalam Pasal 42 ayat (2) VU Telekomunikasi terd it! 
dart syarot mater!), ysitu hanys untuk keper)uon proses peradllan 
tlndek pidana tertenru, dan syarar form!), yaltu harus ada permirllaan 
tertu(is dat! Jaksa Agung dan/atau Kapolr( atau permlntaan datl 
penyldhk thndek pidarta tertentu. Pemberlan syarat-syarat tersebut 

merupoken upaya negera untuk tetap men/age kerahaslean dan 
Informast yang merupekan hak prtbedl datl pang guna jasa 
telekomunikasi. 

KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL 

STANDING) PEMOHON 

Pener;amah 
PEMOI-!ON 

Saat IN berstelun Ierdakwa 
.,/da!am 	rindak prdana 

fla,kotlka 

Pa58! 42 ayat (2) UU Telekomur,Ikas, mengalu: panyelenggara Jasa 
lelekomun,kan untuk dapat marekam informant dan dapal memberikan 
informad yang diperlukan hanya berdesarkan permlnlaan larruIls Jaksa 
Agung dan atcu Kapotri den permlntaan pen yldik untuk kepertuen proses 
peraditen tlndakp!dena tertentu. 

PEMOHON 

4 	
Pemohon 	bukan 
merupakan plhak-pihak 
yang memlilk, wewenang 

)( bukan Penye(enggara jasa bukan feiakomunika Perdasarkan penal a quo 

)( bukan Jaksa Agung 

bukan Kepoirl 

)(bukan Pen yldlk 

0mb karenanya, penal 42 ayat (2) UU Teleknmunlkasl name nekall ildak ada 
ketarkaltan dengan Pane) 280 aye) (1) UUD Tahun 1945 dengan demikian 
Pemohon tidak mernhliki hak dan/alau kewanangan konnlitusionat dalam 
pengujian panal a gao Ut) Ta!ekomun,kasi rarhadap Penal I ayat (3) dan Penal 
280 aye) (I) UUO Tahurt 1945 

KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL 

STANDING) PEMOHON 

DPR Rh berpandengan ketentuan pasa! 	ayat 12) UU 

TeiekomttnIkusi same sekali tldak m 	urangi hak dan/atau 

kewenan pan konstltusiona) Pemohon 	~galma  01)8mm dalem 
Pasa! 280 aye! (1) UUD Tahun 1iJ45, kara Pemo n terap herhak 
mencinpatka,p.9gakuan. jaminan. p1Inung 	an kepostian 
hukum 	 aperiakuan sa,Iier di odan hukum dalam 

proses (dt 	1 .  na. 

/i _ 
Lta(a 	fkeduhi 	n P 10 	sebeg I trdekwa. PemØh n atap 
dapaj 	p 	eriak 	yang sama dalam proses prathian 

pbda 	ng 	cing d( nlrtya. I-)akhak Pemohon sebaqal 

rerda e s ken P a) SO s/a 8 Und 	 g 

Nomdr 	 81 Ia long Hukum Acero Pidane mesi tetap 

diii 	 rt 	ra. 

Oleh karena a 	k a ak dan/atau kewenangan konstituslonat 
Pemohon snip 	(u)*ar den gun dibertakukannyn kotentuart 
pasel a quo VU eIekojiun(/.asI. 



KETRANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 

Bahwa subjeksub]ek yang dapal 
mengajukan perminraan rekaman 
merupakan pegawal aparatur sip)l 
negara yang karana jabarannya 
mempunyal kewenarrgan (erlenlu 

— 	— N 	 Utah karenanya negara dapat meminta 

hardasarkan undang-undang. 

pertanggungjawaban yang pasil dan 
jelas kepada ASN tarsebul Jika rerjadt 

KETERANCAN DPR RI TERHADAP POKOK PEPMO!-IONAN 

Pasal 31 ayat (1) dan Byat (2) VU ITE 
metarang setlap orang dongan sengaja dan 
tan pa teak atau melawan hukum melakukan 
entersopsi atau penyadapan alas informas! 
E(ektron!k dan/alan Dokumen E!oktronlk. 

Pasa! 31 ayat (4) UU 1TE menotapkan bahwa 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) tldak beriaku torhadap 
Intorsepsi atau penyadapan yang dilakukan 
dalam ran gka penogakan hukum atas 
permintean kepofislan, kejaksaan, atau 
!nstltusl lainnya yang kewenangannya 
d!tetapkan berdasarkan undang-undang. 

T berwerrang melakukan penyadapan 
dan merekam pemblceraan da/em 
me!aksanakan tugas pen yet Id Ikan, 
pen yld!kan. dan penunt Wan. 
(Pasa! 12 LIU KPK) 

11 
penyalahpunaan 	Informast 	yang 
dibarakan oleh pen ye!enggara jasa 
lelekomunikas!. 

KETERANCAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 

Pacal Ge! KUHAP neoyatakan bahwa ter.an7ka alan tordakwa r!dak 
debebrene nva(baee pombukl!an. 

Haban untuk membukt!kan ada-Udaknya pidana 
- erlelak pada Jaksa Penun!ul Umum sehlngga 

akses rerhadap penguasaen bukh lpossass!on of 
erldence) !ebih d(ber!kan kepada Jaksa 
Penuntut tlmum. 

penjetmaan dart asas praduga tak bersa!alr seba gal 
perliredungan dan pen ghargaan terhadap hak asest 
manusla rn/Ilk rersangka atau rerdakwa (!ncasu 
Pemohon) 

0/oh karena flu subjok yang dapat meminta a/at bukri 
berupa rekaman In! ormasi d!batasl hanya pen ye/id/k elan 
pen yldik, bukare tersangka atau tordekwa. 

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 

Bahwa ketentuan pasal 42 ayar (2) VU Telekomunikasi Justru 
merupakan salah saru pengejowanlahan prinsip-prinsip negate 

PRINSIP PER TA MA, bahwa pemerintah atau 

Q 
aparat atau pojabat nogara, dalam ha! In! 
Jaksa Agung, KapoIrl, alan pen yldik tindak 

A A p/dana torterttu sosua/ dengan Undang-

Uredang yang berlaku bekerja dalom suatu 
kerangka yang balas-batasnya dlrentukan 
oleic hukum. 

	

t 	
PRINS)l' KED/JA ya/tu paso) 42 aya! (2) U/i 

• 	 • 	Telekomunikasi memuat substansi yang 
memuar adanya Sualu tar fib hukurn (iegat 
order) yang d!buat dan diperrahankan o/eh 
negara ysiru memuat norma yang borsifar 

_______ _______ umum, pros pektif, memberl perlakuan same, 
dan member! kepastian sehlngga set!ap 
orang sejak awal sudah mengerahul 
nnrhuatan epa yang diperbo!ehkan atoupun 
yang d/!arang un!uk dllakukarr. 

Pasa! 42 syar 2) VU Te/ekomunikast juga menunjukkan bahwa 
hukum!oh yang memerin!ah, bukan kemauan penguosa di mona 
hat tIn kemud/an akan d!bukt!kan metatul proses perad/lan. 



KETERANGAN DPR RI TERHADAP P01<0K PERMOF-IONAN 

Pedindungan hukum dan persamaan kedudukan dI 
mate hukum tetap terfaga dan dapat diterapkan o(eh 
Pemahon dengan men ga/ukan buktl dafam sidang 

A nongadifan. Putusan hakim untuk menghadrkan buktf 
mekaman dlmaksud akan ditindaklanjurl oleh Penyfdfk 
POLRI dengan mamma rekaman tersehut den 
penyedfa jesa let ekomunf kant. Hat tnt dapat dilakukan 
oleh Pamohon balk cialam tahap pen gadif an tIn gkal 
panama maupun pada t/ngkat bandIng 



Ketentuan UU PBB Yang Dimohonkan 
Pengujian Terhadap UUDTahun 1945 Hak danfatau Kewenaulgan 

KonstLtusuonal yang Dianggap Pemohon 
Pasal 4  ayat (ul Tetah Dlrugikan oleh Berlakunya Pasal a 

(i) Yang menjadu Sobjek Pajak adalay 
qu0UUPBB 

orang auau bada,i yang secara nyata Baiiwa k-ebe,adaan Pasal a quo yang 
rnernpuusyai 	suatu 	hat 	alas 	burnt uuseunicruritahkan 	para 	subjek 	pajak 
dantatau 	unensperoteb 	nsanfaat 	alas untuk 	ruueuuubayar 	PBS, 	dianggoy 
buurru 	dan/atau 	merniliks. 	rnenguasw, Pernohon 	telah 	mernberatkan 	di- 
dairfacau 	nremperoleh 	nanleac 	alas meunkeri 	kernungktnan 	besar 	writ, 
bangunan. 5eseOrauug kehilangan 	hat alas SLur'- 

uanah 	bait 	pang 	akan 	diperual..' 
(2) 	Subjek 	pajuk 	sebagairnana ataupun yang sudah diperoleh, yang 
dinraksssd 	dalarn 	ayat 	It) 	yang dalarn 	kasos 	jut 	dialarnu 	oleh 	Para 
dikenakan kenaajiban rnerebayar pajak Pernohoru. 
menjads Wajib Pajak menurul undang. 
unctauug lot. 

',iIImirIr iii 	jidarsy P 
I 	ill 	ij 	p 	1 	k 	pkan 

l0 
 o manspu nicnggerakan roda 

0 0 pernbangtunarr 
L 900 DDDO 

, 0 [T 

- 

F 	ub 1945 	 eli. deuqwi. Puierit 28 WQL 

(t)'ILtaTauuuiL145 

Bihwa berdasarkaus dalil tersebut diatas. DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis 
Hakirn Konstitusi memberikan arnar putusan scbagai berikut: 

Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukurn (legal standing) 
sehingga permohonan a quo harus dinyatakars tidak dapat diterirna (niet ontvankelijk 
verklaard) 

Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan a 
quo tidak dapat diterirna; 

Menerirna Keterangan DPR RI serara kecelturuhan: 

Menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Burn) dan Bangunan Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burn) dan 
Bangunan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 

Menyatakan Pasal 4 ayat (I) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Burnt dan Bangunan Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

(I) iflfl) Tti/tu't 

/945 	 _ __________________ 

reivap oecsflj 

1dap ucjia/ttera 	 DPR RI berpandangan bahwa Para 

KUM 

.ir háin. bc.tcmpot 	 Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki 

kedudukan hukum. serta tidak memenuhi 

/pthn 

 

Ii,tyk 	 persyaratart kerugian konstitusional yang 

I,0k d.at 	 diputuskan dalam putusars MK terdahulu. 

2C/1i5 $CfI4 hOL 	
Para Pemohon dalam permohonannya tidak 

fleuutpiOo/dI pc(casje?rnfl 	
rnengurtuikan secara konkrit mengenal hak 

clan/atau kewenangan konstitusionalnya 
kcso'hatan. 

yang dianggap dirugikan atas berlakunya 

ketentuan yang dirnohonkan untuk diuji. 

jitarn.inva da)ani niengkonstruksikan 

adanya kerugian hak dan,Iatau kewenangan 

konstitusionalnya yang dirugikan atas 

berlakunya ketentuan yang dimohonkan 

untuk diuji tersebut. 



[ICETERANGAN ()PR RI1ERHAOAPPOKOKPERMOHONAN 

rMc 

Jika 	Para 	Pemohon 
merasa keberatan 
terhadap biaya PBB yang 
terutang.... 

Maka scsuaj dc-ngan Pasal 
- 19 UU PBB. Para 

/ Pemohondapat 
mengajukan pengurangan 
pajak, 

IL 
sepanjang memenuhi 
persyaratan yang diatur 
dalam Permerikeu 
82IPMK.03!2017. tentang 
Pemberian Pengurangan 

Bahwa dengan demikian, kerugian yang didatUkan Para 
Pemohon adatah bukan kerugan konstLtusionaUtas, 

sehtngga UU PBB tidak bertentangan dengan Pasal 28H 
ayat (i) UUD Tahun 1945 

\ 	/ 

j. 
Bukanlah akibat dan 	 Karena Para Pemohon dalam 

Kerugtan 	 berLakunya Pasat a quo 

j/ 	
permohonannya hanya 

Para Pemohon 	 dan bukan permasatahan 	menjetaskan keberatan untuk 
konstitusLonalitas norma 	 mernbayar PB8 

'-uII  

-....-;I 
Tapi juga kepada seluruh WNI yang secara nyata 	, 	Padahal kewajibin ficrnbayar mempunyai hak atas tanah danlatau memperoleb 	

PBB tidak hanya dLtujukan 
manfaat atas tanah, dan/atau memiRki, menguasat 	

kepada Para Pemohon saja dan memperoleh manfaat atas bangunan 



KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 

Hal ml sejalan dengan pandangan hukum Mahkarnah Konstitusi pada 

putusan Nomor 5/PUU-W2007 halaman 57 yang menyatakan bahwa: 

Mahkamah bukanlah pembentuk undarig-undang yang dapat 

menambah ketentuan undang-undang derigan cara menambahkan 

rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, 

Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam 

sebuah ketentuari undarrg-undang supava norma yang materinya 

terdapat dalarn ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak 

bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang 

sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undarig-undang 

merupakan tugas pembentuk undang-undarig untuk merumuskannya. 

KETENTUAN UU KETENAGAKERJAAN YANG DIMOHONKAN 

PENGIJJIAN TERMADAP UUD TAHUN 1945 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar 

kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putu5an 

sebagal berikut: 

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum 

(legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak 

dapat diterima (nlet orituankelijk verklaard): 

Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 

permohonan a quo tidak dapat diterirna; 

Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 

Menyatakan Pasal 172 Undang-Undang Niomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, tidak bertentungan dengan Undang-Undang 

DasarTahun 1945; 

Menyatakan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Humor 38 Tahun 

2004 Tentang Jalan, tetap mempunval kekuatan hukum mengikat 

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP 

PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU 

K El E N AGAK E Ri AAN 



Pasal 280 ayat (1) UUO Tahun 1945 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum. 

9 Hal 	ini 	membuktikan 	bahwa 

- kerugian 	yang 	didalilkan 	oleh 

Pemohon 	tersebut 	adalah 

diakibatkan 	karena 	Pemohon 

sendiri yang kurang memahami JU 

Ketenagal<erjaan secara utuh dan 

komprehensif. 	OIeh 	karenanya, 

kewenangan 	konstitusional 

Pemohon yang dirugikan. 

DPR RI berpandangan yang dialami 

tidak 	

ada 	hak 	dan/atau 

Pemohon 	adalah 	akibat 	dan 

penerapan hukum atas ketentuan 

Pasal a quo UU Ketenagakerjaan 

dan 	bukan 	permasalahan 

inkonstitusionalitas norma Pasal a 

quo UU. 

KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKIN HUKUM 

(LIGAL STANDING) PEMOHON 

BATU UJI BERDASARKAN UUD TAHUN 1945 

KETERANGAN OPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HLJKUM 

(LEGAL STANDING) PEMOHON 

Bahwa Pemohon mendalilkan telah 

dirugikan 	ikarenakan Pasal 172 UU 4 
mengalami kerugian atau berpotensi 

d  

Ketenagakerjaan tidak rnemiliki kepastian 

hukum tentang bagaimana seorang 

dianggap sakit yang berkepanjangan tanpa 

adanya keterangan. 

DPR RI berpandangan bahwa Pemohon kurang memahami ketentuan 

dalam UU Ketenagakerjaan secara menyeluruh, 

Sebab sudah ada pengaturan mengenai 

pembuktian kondi5i kesehatan dengan 5urat 

i AjL_W keterangan dokter bag) Pekerjalburuh yang 

- 	 berhalangan ma5uk kerja karena sakit 

r 	dengan berdasarkan keterangan dokter 

dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a 

danj UU Ketenagakerjaan. 

KETERANGAN DPR RI TERHADAP P01(0K PERMOHONAN 

"Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 UU a quo 
otomatis Pemohon ataupur< para pengusaha atau perusahaan harus wajib 
membayar para pekerja yang putu5 kerja drngan nnnggunakan bunyi Pasal 
172 tJU a quo walaupun tidak rnelampirkan bukt< rekam medis ataupun 
surat keterangan resmi saint dari Rumah Sakit dan Pemohoni/pengusaha 
harus rnengeluarkan biaya yang tidak ada kepastian huhumnya apakah 
Pekerja tarsebutsakit berkepanjangan atau tidak. 

DPP RI berpandangan bahwa rekam rnedis 
yang diinginkan oleh Pernohon terkait dengan 
Pasal a quo UU Ketenagakerjaan keliru atau 
tidak berdasar <arena rnenurut ketentuan 
Pasal 47 ayat Ill dan aqat (2) dan Pasal 48 

ayat (1) dan ayat (2) tJU Praktik kedokteran 
rekam rnedis perupakan rahasia kedokteran 
yang tidak dapat diberikan kepada siapapun 
kecuali untuk keperitirigan ke5ehatari pasien, 
memenuhi permuntaan aparatur penegak 
hukum dalam rangka penegakan hukurn, 
permirflaan pasien sendin, atau berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan. 



KETERANAN DPR RI TERH!WAP P01(0K PERMOHONAN 

Bahwa Pernohon sangat merasa drrugikan sekali dengan tidak adanpa 
kepastian tiukum dad Pasal 172 Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2003 
tentang }(etenagakerjaan dengan buktj sebagai benkut: Putusan Perkara No. 
134/PdL Sas-PHI/2017/PN.Bdg yang maria isinVa berbunpu antara lain 
menyatakan merighukurn Tergugat/Pemohon untuk rnembayar 
kompensasu can hak-hak Penggugat (Pekerja) lairinya secara tunai can 
sekaligus kepada Penggugat (Pekeria) dengan jumlab total sebesar Pp 
87,621.377,- Idelapan pulub tujuh juta erram ratus dua pululi satu nba tiga 
ratus tujuh puluh tujuh rupiahl. 

DPR RI berpandanganjustru dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri 

Bandung tersebut telah membeñkan bukti bahwa Pekerja/buruh dalam 

perkara tersebut dapat membuktikan bahwa benar telah mengalami 

sakit berkepanjangan selama 12 bulan terus menerus atau lebih dengan 

menderita cacat pada tangari dan kaki kanan sehingga tidak dapat 

bekerja, dan hal tersebut sudah dapat dipastikan telah diperiksa oleh 

Pengadilan Negeni Bandung. 

Bahwa justru hal mi telah sesuai dengan ketentuari Pa5al 153 ayat (1) 

huruf a dan j UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang adanga bukti 

surat keterangan dotter yang menyatakan Pekerjafburuh berhalangan 

masuk selama jangka waktu tertentu 

KETERANGAN DPR RI TERHADAP P01(0K PERMOI-IONAN 

Sudab ada pengaturan mengenal pernbuktr,  
kondisi kesehatan dengan rekam medis bag: 
Pekerjalburuh yang berhalangan rnasuk kerj 
karena sakit dengan berdasrirkan keterangar, - 
dokter 	 _________ 

	

S 	S 

Pada intirsya mengatur tentang 
adanya bukti surat keterangan 
dokter yang menyatakan 
Pekerja/buruh berhalangan masuk 
selarna jangka wakta terteotu atau 
dalam keadaun carat tetap, sakit 
akibat kecelakaan kerja, ataa sakit 
karena hubungan kerja. 

Derugan adanya surat keterangan dakter sudah tidak diperlukan adanya rekarn 
medms yang dutunjukkan kepada Pernben Kerja dalani hal pengalaan pernutusan 
hubungan kerja oleh Pekerjalburuh. 



&I RISALAH 
KE TERANGAN 

DPRRI 

DALAM PERKAPA NOMOR 

71/PUU-XV)/2018 

ATAS PERMORONAN PENGUJIAN 

MATERIIL UNDANG-UNDANG PEPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 7  TAHUN 2017 

TENTANG PEMILIHAN UMUM 

TERHADAP 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 

REPUBLJK INDONESIA TAHUN 1945 

BATU UJI 
BERDASARKAN UUD TAHUN 1945 

Paul 22E avat  (1) UUD Tahun 1945 

beba, rähasiajujur, dan ádil setiap Zirnatahunsekall. 

Pa 29D ayat (1) UUD Tahun 1945 
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama dihadapan hukum 

Bdhwa berdasarkan dalil-dalii tersebut datas DPR RI memohon 

agsr kirarrya, Kattia Mzrjc)in I lalum I(onntituni meitibeiikaii rI I 511 

putusan sebagai berikut: 

1. Menqatakan bahs'ja Pemohon t:dak merniliki kedudukan hukum 

legal standing) celi:rigga permuhc. curl a cr:o hurus dinVatakcin  t:dak 

rirput diter:ir:r (iriet oirtvnkIijk vcirl<Ird): 

7. 	Mpnolak perniohorrari a quo iintuk S21kiruhnVa atcu setidak- 

tidaknya permohorrun a quo tidk dapat drter:rna: 

3. Menerima ketenr an DPR RI secara kescriuruhan;  

S 	.1crritaku i ri J.(i U iJai q 	Ui Uai ig  Nul 1101 	/ 	I alluti 	U 	/ 

I entirrg Pprn/rhin 	Ilmirm, 	tidik birtentangan dengirrr IJndang- 

Undang Dasar Tahurr 1945; 

or 

KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
TERHADAP UUD TAHUN 1945 

Pasal 326 
Cane Kampenve yang berasal den pihak: lain sebegaimana dimaksud dalam Reset 
325 ayat 2) hurul r berupa sunibangail ydig suir meriurut huluurn duo bensfat Ideb 
mengilcat dan dapat berasal dan perseorangan, kelanipok, perusahaarr dan/ atau 
badan usaha nonpenrenotab 

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG 
DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA 
PASAL A QUO UU PEMILU 

Bahwa 	Para 	Pemohon Menurut Pare Pemohon, 

dalam 	permohonannya Pasal 	326 	UU 	PemItu 

rnengemukakan 	bahwa berpotensl 	menimbulkan 

hak 	konQrtg)nya . 	 barujiin, 	torkeit 	darugen 

telah 	dirugikan 	dan - 	 tudek adanya pengaturari 

dUaruggar oleh berlakunva mengenai 	batasan 

ketentuan 	a 	quo 	UU peraubenan 	dana 

Pemitu, yang pada Intinya kampanpe untuk pemilu 

Para 	Pernahon 	sebagai Presiden 	dan 	Wakil 

perseorangan 	Warga Presiden. 	yang 	berasal 

Negara 	Indonesia 	yang dad 	pasangan 	calon 

diberikan 	 hak Presiden 	dan 	Wakil 
kanstitusinat 	oleh 	Panel Presiden 	rnaupurr 	partal 
280 uyat 1 11 OUt) Tahun p011k dan/ atau gabungan 
1945. parta politik. 



KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOIC PERMOHONAN 

Pasal 326 UU Pemilu 	
menjelaskan lebih lanjut ketentuan Pasal 
325 ayat (2) hurur C LJU Pemilu 

tidak perlu dcIaskan lebdi lanjut pada 
Pa5aI 326 UU Pemilu, sebab hal tersebut 

Pasal 325 ayat 2) huruf 	sudah dl rnranifestasikan dalam bentuk 
a dan h;intfb UU PemIlu keterbukaan laporun kcuangan, 

pengawasan dana kampanye, dan 
adrninistrasi dana karnpanye yang diatur 
pada Uli Pemilu 

Ka( !I.lI4kIImpIrnya. 
Pasal 9 uffdaaI J hjruf b angkas, dan Peas) 101 huruf b angka4 

- UU PemIki BaP)enW Pemlilban Umum (Bawaslu) pada tlnØat - 
naslonal, pro(nsI, dan • kabupaten/kota dlberlkan wewenang untuk 
mnrigaasI pelalsaniin tahaprn p tuanarn tmmpanyv dan dana 

KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL 
mNflINr) PFMflHON 

DPR Al berpandangan bahwa Pars 
Pemohon yang bertindak sebagal 	' •' 

perorangan WNI tldak rnengura)kan 
kualifikasl kepentingan hukum ataupun 
hubungan hukum dalam kontestas) 
pwalu Prealden dan Wald.PresiderPR 
RI barpandkngan Para Pemahon tidak - -. 
memdlki kepent)ngan hukum ataupun 

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 

Bahwa Pare Peniohon hanya medguralkan 
kekhawatlran Pare Pemohon belaka terkait 	- 
peaktlk pwnberlan dana kanipanye secara 
)angsung kepade  pasangan caloh Prealden dan 

KEERANGAN OPR RI TERHADAP P01(0K PERMOHONAN 

• KetigteOal administrail dine kampahy., 
Peas) 173 ayat (2)liuruf I UIJ PemIlu mensyaratkan setlap parts) politlk tmtuk 
metsy&ahka. namer rekening dana kampanye P mIlu atas nama parts) 
politik kepada KPU untuk menjadl peserta pemllu. 

DPP RI berpandangan melalul ketentuan I dana kampanye yang diatur pada 
IJLJ Pe,nfla. pembuat lindang-Undang sebenarnVa sudah mengakornudir 
kebutuhan masyarakat yang ingn niengatabul seara transparas priIraI 
dana kainpanyc pasangati cube Prusulen dan Wukit Presiden ataupars dana 
yang bersurrrbrrr dali partar pubtik dn/ utau gahlingrn part.1i p bitrk yang 
mangucubkan pacrngan ralon Presrden dun Wnkil Presidrir. 

Sehirsgga masyarakat dapt turut nerta rnengawasl peluknanann pern:u 
salah satu caranya dengan mengkntlsl Cana kanipanye yang drumamkun 
tersebut apabila diduga ada penebewengan yang dilakukari peserta penile 

rrtevnn spat,ilu Pival 221! isyut (1) UU 
Tahun 1945 dijadikan batu uji 
konstituslonaktas terhadap perkara In) 
karen] Pasal 22E ayat 11) UUDTahun 
1945 reengatur mengenai asas-asas 
penyelenggaraan pernllu, bukan 
mengatur nengeial hak konstltuslonal 
Pare. Dteh karena Itu DPR RI 
berpendangan bahwa Pare Pernohon 
tidak memUlid hak dan/ atau kewenangan 
konstitustanal 



IKHTISAR .v" (7) 	KETERANGAN 
SURATSUM DPR RI 

ATAS PERIIOHONAN PENGUJIAN 

MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 

TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 
TERNADAP 

UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 

DALAM PERKARA HONOR: 

93/PUU-XV I 12018 

BATU UJI BERDASARKAN UUD TAHUN 1945 

Pasal 22E ayat (1), (2), (3) dan (5) UUD Tahun 1945 

Pemilihan umum dilaksanakan secara Iangsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah adalah partai politik. 

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 

Bahwa berdasarkan datil-dalil tersebut diatas DPR RI 

memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi 

memberikan amar putusan sebagal berikut: 

Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki 

kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan 

a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet 

ontvankelijk verklaard); 

Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau 

setidak-tidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima; 

Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 

Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu tidak 

bertentangan denyan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 

Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu tetap 
mempunyal kekuatan hukum mengikat 

KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN 

PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945 

Pasal 92 ayat (2) huruf c 

Jumlah anggota: 

C. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) 

orang; dan Beserta Penjelasannya dan Lampirannya 

terhadap UUD Tahun 1945. 

HAI( DAN/ATAU KEWENANOAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGUAP 
PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKIJNYA PASAL A QUO UU 
PENILU 

Bahwa menurut Pars Pemohon, Pasal 92 ayat 121 huruf c beserta 
penjelasan dan lampirannys UIJ Pemilu yang mengatur rnengenai 
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atsu 5 (lima) 
orang menyebabkan kinerja Bawaslu tidak maksirnal dan dapat 
berimpilkasi terganggu/terabaikannya tahapan penyelenggaraan 
Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1), (2), (3) dan (5) UUD 
Tahuri 1945. Keridala yang sangat potensial pasti adalah dalarn hal 
Bawaslu kabupaten/kota dengan jurnlah 3 (tiga) orarig akan menjadi 
kendala dalam pelaksanaari tugas yang dibebankari kepada Bawaslu 
kabupaten/kota (Pasal 101 UIJ Pemilu). Oleh karena itu penentuari 
jurnlah angyota Bawaslu Kabupaten/kota berbasis jurnlah penduduk, 
Was wilayah, can jurnlah wilayah administratif pernerintahari 
sebagaimana uraian tersebut tidak memiliki pertimbangan dan 
argurnentasi hukum yang jelas. 



KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 
jurnlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 

5 (lirna) orar1g 

rnurni inerupakan kebijakan hukuni terbuka 
(open legal policy) pembentuk undang-undang. 

Adapun jika Para Pernohon merrdalilkan hal tersebut inerupakan 

pelanggaran koristitusi (constitusional breaching) can 
meriiinbulkan suatu ketidakpastiari hukuis dan dinilal buruk 

KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM 
(LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 

Pasal 22E ayat (1), (2), (3) can (5) 
UUD Tahun 1945 yang dijadikan 
batu u/i oleh Para Pernohon tidak 

meogatur mengenai Bavaslu. 

Selain itu, ketentuan pa5al . 
tersebut mengatur mengenal 

pelaksanaan pemilu can tidak 
mengatur 	terkait 	hak 	 - 
konstitusiona) warga negara 

tidak relevan apabila nlenggunakan ketentuan 
tersebut sebagai batu uji ketentuan pasal a quo UU 

Pemi(u. 

Pasa( 92 ayat (2) huruf c U(J 
Pen,ilu 	niengatur 	mengenai 

jumlah 	keanggotaan 	Bawaslu 

kabupaten/kota yang tidak 
berkaitan dengan pekerjaan Para 

Pemohon. 

Para Pemohon tidak memuliki hak dan/atau kewenangan 
konstitusional yang diberikari oleh UUD Tahun 1945 dan 

pengujian ketentuan pasal a quo menjadi tidak beralasan. 

Terhadap dali( Para Pemohon berpotensi monarnbah beban kinerja 
angqota Bawaslu Kabupaten/kota yang anggotsnya berjumlah 3 

(tiga) orang lebih berat yang tentunya akan berimplikasi terhadap 

tergarlggunya anus pelaksanaan pemulu sebagaimana dimaksud 

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 

DPR RI berpandangan hal tersebut hanya(ah kekhawatiran Para 

Pemohon saja. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Bawaslu tidak 

melaksanakan sendiri 

BVASLU 
Bawaslu 	Kabupaten/Kota 

	
Pasal 152 juga disebutkan bahwa 

dibantu oleh kesekretariatan 
	

ketentuan lebih lan/ut Inerrgenai 

Bawaslu, sebagaimana yang 	organisasi, 	tugas, 	fungsi, 

tercantum dalam Pasal 151 
	

wewenang, 	dan 	tata 	kerja 

UU Pemilu 
	 nekretariat 	 Bawaslu 

Kabupaten/Kota 	diatur 	denqan 
Peraturan Presiden 

Terhadap dalil-clall) Para Pemohon, DPR RI berpandangan 
ketentuan Paa( 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu tidak bertentangan 

dengan pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UUD 
Tahun 1945. 



HAK DANI'ATAU KEWENANQANKONS11TUSIONAL YANG 
DIANGGAP PEMOHON TIAH DIRUGIKAN OLEH 
BERLAKUNYA PASL A QUO UU UU PEMBENTUKAN KAB. 
BUTONSELATAN 

- 	 - 

Namor Pérkara: 24/PUU-XVI/2018 

I KHTISAR 
KETERANGAN DPR RI 

AlAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG UNDANG REPUBLIK 

INDONESIA RUMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN 

KABUPATEN E3UTON SELATAN Dl PROPINSi SULAWESI TENGGARA 

TE RH A GAP 

UNDANC1-UNDANG 1)ASAR NEGAHA RFPI)hI 1K INDGNF-S1A TAHIIN 1945 

	

La,,],u 	ULJ PeLeluke 	KiL Butuli aeilaii di nioVirlul 

Slawesi Tenqgara yang bertentangan denqan Perrnendaqri No. 

45/2011 oleS katenanvEl beitentanqan tile denpan I Inrlirip-I ladanp 

Nonlnr 29 TahIn 1959 terIanq Pembentikan Daerah-Daerah Tingkat II 

di Su[ae.risl UU tenting Pemberilukar Daerah Tlragkal II Sulawesi 

obagar Ur.dang Undang Pcrnberttukun Kabupton Selavir yang 

meriqakibalkan kelidakpastian hukurn dan meruqikan hak 

korislitusonal peinarinlahan ducruir Kabupalen Kcpoleuan Sclayai, 

erg denqan sekelka kehilenqan Vak-haknya daUnt menjalankara 

pemerintahara di Pulau Kakabla Kabupaten Kepulauan Solayai. 

0&iwo boda.auikun Jul11 Jul11 LesauI.uI UML. Orn 91 II iUII1UIIUII IJUI 
klranye. Ketua Malells Hakim KonsIttusI memberlkan amar putusan sebagal 
berikut: 

Meriyalakan bahwa Pemohori lidak rneaiilikl kodudukai hukurn flegal 

standingi snhingqa perniohonan a quo harus dinyalakan tidak dapar 
diterirru ialIirilvankalllk-  vrklaarrk, 

Menolak pernohorar: a quo unluk seluruhnya alau selidak-Iidakrrya 

perlrioiionarl a quo tidak dept din, ma. 

3 Mp.nerirna keteranqari (aPR RI seca,a kaseluruhan; 

4. Mertyala ken Lurpiran Ui derig Uridur ig Nolior 16 Tahuri 2014 lolling 

Pembcr,lukan Kabupaten Bulon Sutatara dl Proving, Sulawesi Tenggara 

berupa Peta Wllayah Kabupalen Buton Selalam sepanjang yang 
menggembarkan Pulau Kakabla/Kawl.Kawla sebagal wllayah Kabupeten 
Bulon Setatan tidak bertentingan dengan Undang-Undaflg Dasar 
Tahun 1045; 

5 Menyalakirn Lampiran Undang-Undang Nomof 16 Tahun 2014 teritang 
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan dl Provinsl Sulawesi Tenggara 
berupa No Wtlayah Kabupaten Buton SeIata, sepanjanj yang 
menggambarkan Pulau KakablalKawl-Kawla sebagal wllayeh Kabupaten 
Buton Selatan tetap mempunyal kekuatan hukum mengikat. - 

KETENTUAN UU PEMBENTUKAN KAB. BUTON SLATAN 
YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 
1945 

Lamplran UU Pembenftukan Kab. eaton Setatan 



RB I BHANUAN UPH HI I BHHAUAP IthUULIUKAN HURUM 
(LEGALSTANDING)PEMOHON' 

Babwa Para Pemobon dn pernio4ionannya1ty 	fkan Relemluan Lamp 
Pembenlukan <ab Baton SeNtari berteniangan dengan Pasal 18 ayst (1), (2) dan Pasal 22A 

I 	ri a, 194', icr pa 'in ruin dii S 	 a jelas hak dan d'riu ki'wenarrgan 

,cr'iSIIiu, sTill Pu 	 l'pi'lQTiQii I pert aria lana ierhangQa. In casu balu u(I Basal 18 dun 

228 	Lii hahan 11341 rid L raar'guiici hak.dan isa kewananflan kOnSliluisiOfldl Pornohon 

I Ii 	i/ri'' I cdii, I 

R,cirlscr cl;,i,irn purl -/han anrnnhrrrnannhc  Par Pr:nrrhrn nreflnia,kaii -ijirl .,i;cI,rlcrcj 113,1 

sulR.,iI IcuTii_cIrirril , li ink /,nl IU iii ll'Uill.-iI 'uii,r(jcII SlIT/il 4,15 ,l!llycrt Pan a/pea iii 'Ill 

<ad. Selaycir ,'any flinT/sd lila/an auirr'nrzta vya CII Pulari <audi 811599. calera Pulau 

K;rialrrcrrrrac',k CliniC carla 'ri <iii StrUm S,Ialcrr lnr-ncIr -mark,rrccnrniir:a'r r,riri,rrcp urrdarrr a 

amid. D.iscni fljr4 Prri'lnriran ninnpanrinair )rcl,u.r Kirk/ru r'ru'nrk dir -Irs Cc- cr/ar err cnaaya 

rn'rnIc,.c,r Itri 	ill 	 ic'rhcrcnl 	Fit rrrn''ic' ck:rrr 	DarcrrI- 	hrrhir 	11Srjlcrimrcj 	thin 

/e:nryj5rrI I'ulacm Kamccrbtcr. 

UI-I Ill cl.rlcrrn err ni rrmn,rrnmnri prrrjuLr ,arr Pea Prnrrhnn ida/I' iceltru scbinqqa 

rn/rU, iii ri-ar unribrmll.,rr I <ici uql,rrr lii' u;lrlUc.rnnuil yany birillidi ilhKCihIk din aK!Ual 

rc11irl.rhcnc5,i hcr'r-,ri,rt priCer; II nI'rlr;mi lr-rpn;Ir B,r'iv,.r N'riainm -c.nrl rkc1iIr:-t 

iflmmric''ru Puce Kahcabtc: mnsmmk melayric K,rhmcpamarr Fain/ar urlri paula °a;aI .1 

Prrimenni,rrri Pcmlem KaIab.i. chin, huarr par/a A. ianuaflfl Fcnlrnfluickcnrr penal, 

rnriL,ih II SuIu',nccrsr yanq Iiae',a rfln;rnClcrhcI si'cclra ekrrk p'irnrtau;ari r'mIlvairiaflpcm 

nieraehnct Prnlrrcm Klkcihc--m'naraa unit 

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 

Putuseri-N<y. 

saflia terkalt 

-' 	 -iethiya' 

Ir;ud*UI wIIØ&i miiiuk IHe,IVhIIAUII bdITh/1kIl8 wIIaIMIIUIyu. 

Oteli katurw (Lu DPR RI beipetidaptil bttWa pgIsgt2pgfl wllayah l'uIau 

Kakabla/Kawl-Kawla sebagal baglan wilayah Kabupateri Baton Setatan 

adatah (Idak bertentangan dengan Paul 18 ayat (1) UUU NA) Tahun 1945, 

karena ha) tersebut merupakitn kawearsangan pamhp.ntuk undangunrlrrng 

dan bukan merupakan kowenarigan Mahkomah karena berkaltan dengan 

persoalan penaprirpirn atau pelaksanaan undang-unclang. 

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 

Dasar hukum yang dtaIn Pemihonr 

'a 
- IIhW '  

Oinh karenmr lu, danai Para Pemohon yang 
in rnggjnakan turunan UndangUndang yang meter 
drgantr temsebut dun Parat 18 UUO Tahun 1945 
salt/un, duammmndnrnon horns dikesampingluan 

NOr! 	2, 	aejak adanya undarig undang peniorhntahar -r daemah 
l 	L8ItL8 	yang baru dan amandemen ter(madap Anna) i A ULib 

Tahun 1945. 

Secara tideS 89955mg, penentuan Pu(au Kakabla 
ALLLUM yang dtdanarkan Pare Pemohon pada UU tentang 

Pembes'utukan Daecah 'flngkat (I tratawesi untuk 
sudah lidak retenan Lag. Juster lumplran undeng- 
undang a quo yang rnongikuli staktur perubahan 

texpoaterlorderogattegprlort 	
pemerintahan daemah tehah se)alan dengan arrraral 

amtlnya peraturan yang baru dapal 	
konstitusi dan undang urudang pomorinluhan 

mengesampingkan peraturan yang 	
daemah yang torus bargantu. 

BATU IUI 

BERDASARKAN UUDTAHUN 1945 

Paaat 18 ayat (1) dan ayat (2) 
1) 	Negaua Krrnatrian Reptiblik lndnrnepla dlhagl alas dnerah-dap,nah 

Piovipit din danrah provinst to dr/sql area kabupaten dan Kold, yang ilap-

lap provinici Kcrlrupertdll, dan kola itu irruiruulpurlyal peurreintahan nJaeruh, 

yang dla/mr dragan uncinng-undarrq. 

2 Pernelcnlar uhaenah prov:rrsi, danralu kihupaten, dciii Koci menqadau din 

ruunrrgurus serdiri urusauu peurercrrhmrhcrrc urleururut ascii otouromi din tugas 

pnnihrcinlrian, 

Pasal 22A 

Krntui.nlilcin lnbmh Ienui irrniunq cliii red pumbentrikan undanrj-tjndar,q 

dialui deiiqcsrr undang undan. 

Pasal 28D ayat (1) 

SurilciFu Oidlirrj brplak alas )rrlruij;mkcmaii. jamman. poillrrlaicn)muuic dan knpaslian 

iukurui yang crdll 'celia perlakuar' yang scirnia di hadapan hrjkuriu. 



maka tetap perlu melalui 
mekanisme APBN yaltu 
persetujuan DPR RI. 

Pasel 2 ayat 1) hurul c undang• 
und.ng a quo 

maksud din tujuan pendirian 
BUMN adalah menyatanggarakon . - 
kamanfeatan 	umum ' barupd . 
pny.dIaan bararig darijatau jata 
yang bormutu tlnggl dan m.mada! j 

p.m.nuhan hajat hidup ow 
1-bafly.k. 

dapat dinyatakan keterttuan a  
quo telah sesual dengan maksud 
Pasal 33 ayat ( 1 ). 12 1. dan 3) UUO  
Tahun 1945 

DPP

RI berpandengan bahwa Para 
emohon tidak menguraikan secara rinci 

lerak keruglan hak/dan atau kewenangan 
korsstitusional Para Pemohon. Dengan 

-• ._. demikian, DPR berpandangan bahwa hak 
konstitusional Pare Pemohon yang dijamln 
oleh UUD NRI Tahun 1945 tldak ada yang 

., 	 ddanggar oleh ketentuan a quo 

ketika ada perpindahan 
kepemilikan saham yang 
dimiliki negara di BUMN ke 
perusahaan lain ataupun 
pengalihan saham melalui 
PMN 

OPR RI memberikan pengawasan bukan hanya pada 
saat penetapan APBN, tetapi juga dalam 
peng e lola an nya. su paya terbu ka. be rta ngg u rsg 
jawab, dan betul-betul dimaksudkan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Pengawasan Ini 
termasuk pernberian persetujuan kegiatan-kegiatan 
terhadap Iangkah pemenintah dalam penggunaan 
keuartgan negara salah satunya PMN. 

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 
	

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 

OPR 	RI 	berpandangan 
bahwa dalil yang diuraikan 
Para 	Pemohon 	tidak 

 
beralasan. 	Karena 	bila 
ketentuan a quo kemudian 
dihubungkan dengan Pasal 
2 ayat (i) huruf c undang- 
undang a quo. Bahwa 	meskipun 	mengejar 

keuntungan. BUMN juga dalam 
pendiriannya 	ditujukan 	untuk 
menyelenggarakan 
kemanfaatan 	umum 	yang 
bermutu tinggi dan memadal _ bagi 	pemenuhan 	hajat 	hldup 
orang banyak yang juga telah 
sesuai dengan amanat Pasal 33 
UUD NPI Tahun 1945. 

bahwa benar, kekayaan negara telah bertransformasi 

menjadi modal BUMN atau BUMD sebagai modal usaha 

yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha 

(business judgement rules), namun pemisahan kekayaari 

negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi 

kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan 

negara, karena dari perspektif transaksi yang tenjadi jelas 

hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan 

sebagai pengalihan kepemilikani, oleh karenanya tetap 

sebagai kekayaan negara dengan demikian kewenangan 

negara di bidang pengawasan tetap berlaku. 

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 



1 	Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak- 

tidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima: 

Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 

Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU BUMN 
(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: 

a. memberikan sumbangan bag) perkembangan 
perekonomian nasional pada umumnya dan 
penerimaan negara pada khususnya; 

b, mengejar keuntungan; 

Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b. dan frasa ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 4 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara 

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: 

Pasal 4 ayat (4) UU BUMN 
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagairnana 
climaksud dalam ayat (4) bagi penambahan 
penvertaan modal negara yang berasal dan 
kapitalisasi cadangan dan sumber daya lainnya. 

Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, dan frasa ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 4 ayat (4) Iindang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara 

tetap mempunyal kekuatan hukum mengikat. 

\c 

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 

Pasel 2 ayat (1) PP 44/2005 

PMN pada BUMN atau Perseroari Terbatas dllakukan tanpa melalul makanisme 
APBN 

kemudlun dIubah dalam PP 72/2016 

PMN yang berasal dan kekayaan nagara berupa saham rnilik negara pada BUMN 

atau PT sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat 2) hurut d kepada BUMN atau 
PT lain. dilakukan oleh Pmerintah Pusat tanpa melalui mekanisme APBN 

DPR RI berpandangan tidak tepat bila perrnohonan uji mateniil 
tersebut ditujukan torhadap UU a quo. karena justru peraturan 
pelaksana den) uu a quo yang justru dalam tataran implementasinya 
telah mendegradasl lungs) DPR RI. 

Dengan demikian rnenjadi patut bagi Para Pemohon untuk 
mengajukan permohonan tersebut bukan ke Mahkamah Konstitusi 
meIalnkan ke lembaga yang Iebih berwenang dalam mengadill uji 
mateniii peraturan di bawah undang-undeng yaitu dalani hal ini 
adalah Mahkamah Agung Pepublik Indonesia (MA RI). 

BUIV1N 
HrxJir r,ntuk neqeri 
- 

.. .. 
U •U 

U. 

SEMEN 
••• U.... 

	

U.... 	U.... 

	

:: ..... 
	 I.... 



Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) UUD Tahun 1945 

Perekonomian disusun sebagai 
uiaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. 

Cabang-cabang produksi yang 
penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup órang 
banyak dlkuásaioleh negara. 

Bumi dan air dan kekayaan 
alam 	ng 	ndungdL 
dalamnya -dikuasal oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. 

Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 

• Dewan 	Perwakilan 	Rakyat 
memiluki fungsu legislasi fungsi 
anggaran, dan fungsi pengawasan. 

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITU5IONAL YANG 
DIANGGAP PEMOHON TELAN DIRUGIKAN OLEH 

BERLAKUNYA PASAL A QUO UU BUMN 

• Bahwa.hak. koni 
frasa dtetapkan 

dalam UU DL 

PP NO4TahUu 

den aelanja Negara 



IKHTISAR 
KETERANGAN DPR RI 
PERKARA PENGUJ IAN UU 

	

e oa.rn 	NO. 4/PU U-XVI!20 18 
MADAM MEAHLIAN DPR RI 

PASAL YANG DIUJIKAN 

Q
Pasal 7 ayal 1) huruf d sepanjang kala pnnaharian 

1 	Pen yidik sebagoim000 d:msksud dojam Paso! Pays! (1) huruf a karena kewaj)bannya mernpunyal 
wewenang. 
d. melakukan penangka pun, penohaaan, penpgeledahon don penyilaan. 

Q

Pasal 11 supanjang kalimal 'kacuah merigenal penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan 

2 	wewonang dan penyidik 
Penyidik pembun!u mnmpunyai wnwonang seperli !euobul dalarn Paso! 7 nyu! (1). kecuali 
rnengenw pnahanan yang wajib diberi ban den gas pelimpalsan wewenang dari pen yidik. 

Q 
Pasa! 20 ayal (1) dan ayat (2) 

3 (1) EJnluh knpen!in pan pen yithkan. pen pidik also pea pidik pembanls alas penn(ah penyidik 
sebagonnunu dimakuud dnlant Paso! II berwenang m&nkukan penahanan. 

(2) Un!uk kepenlin gon penuslutan, penunisl umum beneensng rne!okukan penahanan alau 
ponaPanan Ianjiilsn 

BATU UJI BERDASARKAN UUD 1945 

	

Pasal 	 Pasal 

	

214 ayat (1) 	 28D ayat (1) 
Kekuasaan 	krhak,nran 	nwnjpakan 	: 	njp 	btrhak aia prntiakuaii amman. 

kekuas500 	yang 	mUrdrka 	unha;k 	. 	a. Idunqan dan knpast,an hukurli yarns SOil Sofia 
monyeienggArakafl 	pnridiiao 	u.". 	 -q nania di hadipan hukini 
naidgakan hukuni doe keathien 

KETERANGAN DPR RI 
TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN 

Anggapan Pemohon bahwa hak konstitusionaLnya ditanggar dengan berlakunya 
pasal yang diujikan 

DPR 	RI 	berpandangan 	Pemohon 	penlu 
DIFERENSIASI FUNGSIONAL datam KUHAP sebagai 

untuk 	memahami 	adanya 
kontrot penyidikan. 

Diferonsiasi 	Pu ii guano! 	da)aii Dengan 	asas 	diferensiasi 	dapor 

KUHAP 	hrrsujuan 	untuk dipastikan 	tercipta 	satu 	hasl 
boruta 	acara pemerksaan, yakni rnielenyapkan 	tindakan 	pans 

penydikan yang saling tumparig hanya horns scars yang dibuat 
kepo!isian, slob 	pihak 	 tidal lindA 	antara 	Kepotisian, 

Kejaksaan, 	sehngga 	tidak 	lag 
terulang 	penyidukan yang proses 

dijumpau lag 	dua macam has!l 
berita 	acara 	penyidikan 	yang 

bolak balk antara kepolisian dan 	 f ,. sating berlentangan antara satu 
k0jaksaar, 	untuk 	merijarnin 	 'I dengan yang lain dalam 	berlias 

porkara 1(d adanya kepantian hukum datam 	 .. 
prosen penyidikan. 

r.rrrnudahkan peletakan sanggung 
awab yang lebih efektjf, kanena 
dengan dilerensiasu, aparat 
penyidik tidal tag! nielemparkan 

I 
tanggung jawab penyidikan 
kepada instansi laIn, bulat dan 
penuh nsnnjadi !anggung 
asnabnya. 

Otferensiasi 	 Fungsionat 
memudahkan pengawasan pihak 
asasan secara strukiural karena 
dengan penjernihan pernbagian 
tugas dn wewenang. monitoring 
pengawasan dapat ditujukan 
secara terarah kepada instansi 
bawahan yang rnemikul tugas 
penyidikan. 

Sehingga orang tahu clengan pastu 
instansi 	yang 	berwenang 
rnernnriksa pads t,gkat 
peisyidikan hanya 'kepolisa-i 
sehiogga tersangka tahu 
mempersiapkan diri pads settap 
stngkaran pemeriksaan yang dia 
hadapi. 

Dilcrensiasi 	 jugs 
dttujukan 	 untuk 
menyedcrhanakan dan 
mempercepat proses 

penye!esaian perkara 

Bahwa berdasarkan dalil-daLit tersebut diatas, DPR RI memohon agar kiranya 
Ketua Majetis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut 

Menoak permohonan a quo untuk sclLiruknya arnu setdak-tidaknya 
permohonan a quo tidak dapat diterirna. 

Menerima Keterangan DPR RI secara keseturuhan; 

Merlyatakan Pasal 7  ayat (i) huruf d sepanjang kata Penahanan, Pasat ii 
sepanjang katimat kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan 
pelimpahan wewenang dan penyidik dan Pasat 20 ayat (i) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasanlahun 1945. 

Menyatakan PasaL t  ayat (i) huruf d sepanjang kata Penahanan, PasaL ii 
sepanjang katimat 'kecuai mengenaipenahanan yang wajib diberikan dengan 

5elimpahan wewenang dan penyidik dan Pasal 20 ayat (i) dan ayat (2) (indang-
ndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tetap mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. 

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL 
YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN 

OLEH BERLAKUNYA PASAL YANG DIUJIKAN 

Hal 	itu 	dianggap 	sangat 
merugikan hak konslitusiona) 

Penahanan
Pemohon sebagai Advokat 

T Pemohon 	oleh 	 yang punya hak imunilas di 
penyidik 	Polda 	 dalam menjalankan protesinya 
Jatim 	 dalarn 	rangka 	pembelaan 

terhadap klien. 

KETERANGAN DPR RI 
TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 

DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada KetualMajelis 
Hakm Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan 
menhlal apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum 
(legal standing) 
Pasa) 51 ayat 1j UU MK 	 PARAMETER KERUGIAN 
Putusan MK No. 006!PUU-lll/200 	KONSTITUSIONAL 
Putusan MK No. 011/PUU-V1200 



KETERANGAN DPR RI 
TERHADAP DALIL POKOX PERMOHONAN 

an Penyidik 	

Maka 	tersangka 	dapat Jika 	dilakukan 	melakukan upaya hukum Penangkapan .. secara tidak sah 9 PRAPERADILAN 
menurut KUHAP 	I argka in (UHAP) 

' Penahanan Off 

Bahwa Pepylohon telah mengarobil upaya hukurn PraperdLIIn terhadap perletaoaa 
tersanEka dan penahanan terhadap Pemohon, namun PraperadiLan mengalahkan 
Pemohon 
(uide P 	rkrr Permohonan HaL 5angka 15) 

PR RI berpandangan bahwa proses penyidikan dan penahanan 
'ernohon tidak melanggar konstitusionatitasnya. 

O(eh karenanya ketentuan 

.Pasat 7 ayat (i) huruf ci seanjang kate 'penahanan", 
• Pasat ii sepanjang kata 'kecuab rnen2enai penahanan yang 

wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dart 
gnidik", den 

• 	20 ayat (i) dan ayat (2) KUHAP 

tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. 



'.s 

Bahwa Pemohon adaIh perorangan WNI 

1I
hakhek IcosntKuslonaIrra tetstt dkuglkan oleh 
bedatwn PaSaI 29hunifa,Pasat52 ayat1) 
hurtd a,dan .ayat (4) UU Dai Penun Bawa 

- padasaa*Pemohon ntenjebat sebagal PreaditOP. 
Palfla fl 	 Keubngan 
(8PK m8 Uk 
tad%ada DP Peflamina. w&1Siiya1erktdeflgan 
pembesahamPt.Suh Ener ,Tbk o$ehDP 
petteffikia to pas saham Bursa Efek Indoneda 
padalshun2Ot4dan 2015 

•. 
Bat 	pemedksaahK 	duhankccUpi 

'a 	dkekaa 	H•enl i 
karená noma'hUkUm yang teriaJ pada Pasal 29' 
hPasal52ayat(1)humta,danayat(4)UU 4 	I 
Dana'Fe,talim tidak lelas  dan mimi talsir. 	. - 

Bawa bèvdasarkà: dalli-daill ieisébikIà.teb DPR 
ol 

betU 

Menyatakan batnea Penioflonikiak M"Id kecluc*an I*IwmQegal 
standing) seh1nga permohonan ah quo a,us dayalalwn IMali dapat 

ma(ratoiflvankeHJliveddaa 
A 	 .- 	 . 	 .- 

.; 	 dftuik4. 

Den RtseçNaM5ebsUhan  

4çM tkkan easel 20 hiaW a, Pesel 52 WM (I) higutL dpji ayat (4) 
IenglundN'g Nomo 11. Tahtm IOGZ te*ng Dana Penslw'i Udak 

4eteflBuIg)clengan Undang4Mdang DasarTaliUn94S. 

Menyatekan Pasal 29 hatut a, Pasal 52 ayat (1) bteuI a, dan ays (4) 
Vnda,1.UMaflg Plornot 31 Tahun 992tsnlahg Dana Penskli $ap 
mempuflyat kekuatenhutwm mengikat 

Pasal29humta' 

V Kekayaan Dana pensiun- thhtmpon 
- 	 ... 	 .. 	 . 

a. luran pemberi keria; 

Pasal 52 ayat (s.) hurut a 
- . Settap 	Da 	pe3 ii. wajib 

menyampaikan , 	Oi?àfl .  berkala 
.'mangenal.. 

Mentedyangten4da..J! 	4 
(a) LaporUangan yangt&ah 

• 	dudtt oloft k'ifl pbOK ..........••-
.
. 

	

J 	Pasal 52 ayat (4) 
Dalam rangka pemeriksaan lafsüng 
seb"Wmarki  ay. 
(2) Mented dapat menunjuk akuntan 
publik dan/atau aktuaris. 



M.- 	

Konstitusi yang. erga 
p8k SSC&8 1US$ 

esiadan ddkhanya 

 ..... 

gn.oehPemdrnad&ah 
tcaisnajadan.ya audft BPI( dl DR Pettamina yang 
nwmshan4 bahwa kakayhen IP padan*iaadaiffl 
baaadi kekaysan tie dflenãkáñ 
darlketentuanaquoyangbersilatmultltafsir. 	 - 

4IL. 	daiwn meniankan kewengaslaya 
talsebUt laikan dIdasrI ciwi katsnhidn nouns - 

* 	oléb Pesioti. .melalnkan dalarn 
Içwvenangannya8* niempw dasarllandasan 
Jdajrd ekfl945dan uu 
BPLt 

DPR RI beipe.igan hahwa ketentui Pasat 
a quo yangiiohonkan dkitj itu ttdai ada 

kedn 
__ 	dBhim hukum dan Jn patdungañ dan 

ukwnyang ad sebagèanjadlaIw 
daiwa PasaI*layat (1) dan PasitI 	yat.1 

?1 	:uuDTahun945:' 	.................. 

DPR RI berpanctangan bahwa ketenluan pasat a quo adalah ketentuan 
dnpsshexcet, 	..:H . 

SObSØ8lfllSflS 	dI5WT1Y5t5fl r 	JH5 	 iu*t 
- 	Mahkaipah dahi,n PUtUsai 	. 

.mor..:28PtiW-.• 	 - 
008daJnhaI hit Mflad 
jt(ga hausmemponnbangkan 	kaiadtuslonafltaa k*ntuan 

5ffj5 	 . . 	yang db4l yang. nieupain... 
Itmbuiflya , 4iaasJaht yang 	class, pembenlukan UU 

r 	*an 	fqbJapakah 	tersebt*. 
ka 	 8takah 	•.;. 	. 	. 	.'  

.V. 	 'T 	.. 

flØ 	 n.rniin,n,..eI..fllhH.àWnh 	......... 

w. 	 . 	 ... 
Pentetion mbedangsun9 

Balada1wnJkum ptdana mengenal asashaga 
alah swupal sast mt b&UM  ada Putusaif 

Pengayanjmenya1akan PdmOiunberaata)l 

keruglan yang dikemukakan Pemohon, sudah eIas bukan 
dan/átau kewenangan konstituslonal yang bersifat spesdik 
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KETEIRANGAN DPP RI TERHADAP POROK PERMOHONAN 
Bahwa Pemolinri mendatilkal ,  Pemerwlah meItIr okay Dal a PCI Liii yan9 
penclirrrrya 01)9/N seowa horbedit (drskriirrinatif). Perlakuan diskriminottf nigh 
82K lerhnda;t PeniohOp clikaienakart Past 293 hurrif a. Pasal 52 oyat (1) harel 

ii. don ayut 94) UU Dana PCI sKIll L.erientarigtui 'Jetigirli Pasal 27 tiyat (1) Jan 

29919 281) ova! (1) UUD Introit 9545 

DPR SI Lerpal)aIngun In/Il/ru U/dill S0J]iI'lIdi' FriLls/in leiLl/I1ULU. 5K t6WI 

memberikan pembatasan terhadap apa yang dimaksud dengan diskrirninasi. 

Misainya Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007 bahwa diskriminasi adalah 

berbeda dan harus dibedakan dengan lindakan alau kebhakan pembatasan 

hak asasi manusia yang diatur dengan undang-undang di maria pembatasan 

hak asasi dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 28J ayal (2) UUD Tahun 

5945, yallu pembatasan lerhadap halt dan kebebasan yang diatur deepen 

undang-undang dapat dibenarkan sepanjang untuk maksud semata-mala 

untuk menjamin pengaltuan sells penghormatan alas hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang add sesuat dengan 

perlimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan keterliban umuni dalam 

masyarakal yang demokraliS. 

in casu ketentuan a quo tidak bersilat diskriminaiif sehagaimana anggapan 

Pemohon karena pasalpasal tersebut berlaku bagi seluruh Dana Pensiun 

lanpa terkecuali. Kerugian yang dialami Pernohon merupakan akibat dan 

implementasi norma alas kasus konkret yang dialami oleh Pemohon. dan 

bukan merupakari perrnasalahan konslitusionalilas norms. 

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKO(< PERMOHONAN 
nail/a Penot000 riIenigIrrLlkall 0110115 nIkOn çrp.rnnacalUIan your rin'raOLlpI Pei00000 

yakili ieikli 400900 Peureniksnan 829 loins/s DP Periamrna yang anniunya 
Pemahali dilernykan seboipi ln'bn;igka tefniakwa anOn diiiiilii Li 901010 ILI/InflI di 

Pe,ngadila,n Tipikol 000500 iuitliiIlO!I nielnnl000 nectaR pauna Scalps KOneOn 
nieiiicJLsian KoinarijanI tic-cain yans ado cii OP Pertamrno SebLIn iii PenuPOy 

nieIkt0ailgnp surririef 110919/b 101k/Il leugail ar/lit lu/Pci,ln/iii P2k p900193 pr-
Pcri,iiiii,ny, kaa'il.l keuataIio,r P.2K nemninnuon, iLlu illeriaisokan Prnsol 29 III] a quo. 
khnisusurya nikon nielaJal! 1,11/il nernitneri hello 325 neinyulrrakir roar I nelnhiori 

Ratio srrhnorJol keluangarn regain LII OP Penran,r,na 

/ 	DSP SI b,-rpan(lemuan Ldl_nillIL Jdhi enSOUL,] ill 13LnIFniLl 

— 	 kewenangan BPK sesual clengan UU BPK terhadap Q ' 
perrnasal 	 d ahan yang terkail 	engan lungsi can 

kedudukan Pernohon itu sendiri. Oleb karena itu dalil 

kerugian Pemohon a quo telas lidak relevan dengan uu a 

quo yang drmohonkari pengujian oleh Pernohon. 

Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bukan 

diakibalkan dari kelentuan pasal a quo yang muiti tatsir, 

melainkan karena acianya kasus konkret yang dialarni olek 

Pemohorl mengenai audit BPK dimana berdasarkan 

kewenangannya, BPK menganggap lelah terjadi kesalahan 

pengelolaan kekayan OP Pertamiiia yang menyangkul 

kerugian negara. Alasan Perno lion kabur (obscuur). 

Pemohon hanya berusaha mengkaitkan kasus konkreh yang 

dialaminya lersebut dengari IRetentuan pasal a quo I..JU 

Dana Pensiun lanpa argurnenlasi hukum yang jetas. 


